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PexptarPenulis

DIMENSI  KEBANGKITAN

EKONOMI  MELAYU  RIAU

Pemikiran dan kesemarakan wacana tentang=konomi  dan  budaya  di  Riau  menggema
kembali sejak dicanangkannya Visi dan Misi Riau
2020.  Secara nyata dapat dilihat kemampuan visi
tersebut menciptakan daya dorong dan kein§nan
masyarakat  Riau  untuk  memiliki  kehidupan
ekonomi yang lebih baik dalam kerangka nilai-hihi
yang berkesesualan dengrn apa yang mereha anut
selama ini.  Lebih  spesifik konteksnya diterapkan

pada kebudayaan Melayu  sebagal  pemirik  tradi-
sional wilayah Provinsi  RIau.  Meskipun hetero-

genitas  Riau  sangat tinggi, pemahatan  terhadap
budaya Melayu sebagal basis dianggap sah, karena
dari latar  belakang  sejarah  ataupun  karakteristik
nilai-nilai yang terkandung dalam budaya Melayu
dianggap manpu menjadi fundamen dan penge-
kang dinamika Riau ke depan, baik dalam bidang
ekonomi  maupun  dalam  bidang  sosial  kemas-

yarakatan lainnya.
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"Dimana  tanab  dipijak di  situ  lang!it  dyunjung,

dimania air disaub di Situ rariting d¢atabhan',' rn!edyardi
dasar pembenaran utama bahwa budaya Melayu
adalah yang paling representatif untuk dikedepan-
kan,  dilestarikan,  dan  diimplementasikan  dalam
segala aspek kehidupan masyarakat di Riau. Meski-

pun  sumber  dari  nilai-nilai  budaya  Melayu itu
sangat  universal  seperti  dalam  ungkapan,  "Ac74Z
bersendi 5ara', 5ara'  ber5e7idi hitabulldi' , t!€rdri drham
hal-hal tertentu masih nampak adanya differensiasi
makna dan epistimologiva.

Keinginan  yang  kuat  untuk  menjadikan
budaya Melayu sebagal  warna darn segala aktivitas
mungkin saja dapat diterima. Dorongan yang kuat
untuk itu muncul dari perlakuan yang tidak adil
dari penguasa terhadap masyarakat di Riau selama
ini. Maralnalisasi pada zaman Orde Baru menye-
babkan sebahaalan masyarakat Melayu Riau tidak
mampu  berkembang.  Bahkan  secara  bertahap
mereka kehilangan  asset ekonominya.  Akibatnya
masyarakat  Melayu  Riau  tidak  punya  banyak
kesempatan untuk mempertahankan dan memu-
tahirkan adat dan  tradisinya. Termasuk menjaga
kesinambungan lestarinya implementasi  budaya
Melayu  pada  anak  kemenakan.  Falsafah,  "D4le
loleang dele pane, dale lapuak dek bujed' , ddf ck.barryck
tercermin dalam kehidupan nyata.

Pada satu sisi, anus globalisasi memberi pe-
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luang  masuknya  nilai-nilai  lain  yang  berbeda,
bahkan  banyak  yang  saling berseberangan  satu
sama  lain.  Kehadirannya  mampu  mereduksi

pemegangan  masyarakat  terhadap  budaya  atau
nflai-nilal Melayu. Tuntutan global hanya berkisar

pada satu kunci penting, yakni persaingan terbuka.
Masyarakat teapecah ke  dalam  dua kutub utama.
Pc77zzAVzz,  mereka  yang ingin  menyerap  kehidupan
keras persaingan global dengan  melakukan penye-
suaian. Berbagal piranti menuju ke kancah itu di-
siapkan  dalam  dirinya  seperti  keterampilan,  cara
hidup,  dan  atribut-atribut  kehidupan  lainnya.
Kelompok ini percaya bahwa mereka hanya mam-

pu  bertahan  bila  arus  kehidupan global  dapat
diantisipasi  dan  dikendahkan.

KCJ#¢,  adalah  mereka yang percaya bahwa
arus global telah merusak tatanan kehidupan dan
keharmonisan.Oranghanyabisabertahandanakan
mampu  bertahan  (rz#grz.gr¢/J  bila  mampu  mem-
bentenctdiridariarusglobarisasidenganmemegang
teguh nilal-nilai tradisional mereka.  Pengejawan-
tahan  nilai-nilai  menjadi  sangat  penting untuk
menata  kembali  sistem  kehidupan  bersama.
Meskipun  dihadapkan  pada  "pemberontakan"
kaum muda, mereka yang percaya pada kelompok
ini yakin bahwa cara yang terbaik untuk meng-
hafmonisasi  kehidupan  adalah  kembali  pada
implementasi nilal-nilal tradisional sambil melaku-
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kan pemutahiran-pemutahiran terhadap beberapa
substansi nilai-nilal yang memang membutuhkan

penyesuaian.  Apakah  itu  dalam  sistem  hukum,
upacara adat,  maupun hubungan antar manusia,
termasuk hubungan antara pemimpin  dan mas-
yarakatnya.

Polarisasi integrasi befbagal sufu yang hidup
di RIau menyebabkan adanya pexpaduan dan sating
menyesuaikan dalam sosok budaya masing-masing.

]umlah penduduk dari suke Melayu dan suku lain-
nya  hampir  sama  banyaknya.  Meskipun  masih
dapat dikatakan sebagal rumpun Melayu, narnun
pada aspek-aspek tertentu  (terutama agama dan
bahasa)  memiliki  perbedaan  yang  signifikan.
Toleransi terhadap perbedaan tersebut guna men-

jagakeharmonisandantatanankehidupanbersama
memunculkan  tradisi-tradisi  baru,  dan bahkan
kelompok-kelompok  masyarakat  baru  dengan
sosok  budaya  campuran  yang  "unik''.  Sebagai
suatu proses dialektika yang dinamis, kebudayaan
bergerak lewat dialog atau konflk atau tawar mena-
war setiap komponen masyarakat. Meskipun yang
terlahir dari proses itu baru  berupa sosok budaya
kemapanan sementara, namun tidak sedikit oran8`.`
yang menalnalnkannya. Kampung halaman bukap,,, :
lagi  persoalan  utama yang mesti  dikedepankdn
sebagal  kebanggaan.  Pokok penting yang hafus
diciptakan adalah kebersamaan harmonisasi tanpa
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melunturkan identitas.
Di Riau persoalan ekonomi mungkin sejak

dulunyajauhlebihpentingketimbangterperangkap
dengan masa lalu.  Proses pemenuhan kebutuhan
manusia  dengan  sumber-sumber yang terbatas
banyak yang dapat dipecahkan di RIau. Anugerah
sumberdaya  alam  yang melimpah  menjadikan
wilayahinisebagalajangpemenuhankeinctnandan
kebutuhan nasional.  Eksploitasi menjadi  sesuatu

yang paling  cocok diletakkan  di  sini  dari  aspek
tujuan ekonomi.  0leh karena it`i pemerintah se-
lalu  menjamin  terselenggaranya  eksploitasi
sumber-sumber ekonomi oleh siapa saja yang di-
anggap pantas melakukannya.  Kolaborasi peme-
rintah dan swasta memburu setiap jengkal tanah
dan  kekayaan  yang  ada  di  dalamnya  ternyata
berakibat sangat fatal terhadap nilai-nilai budaya
Melay`+ dan terutama sekali ekonomi masyarakat
Melayu itu sendiri.

***

PEMAHAMAN terhadap kinerja ekonomi secara
makroditandaidenganbeberapaindikatormenjadi
cerminannya.  Ekonomi  sejak  dulunya  secara
sederhanadapatdiartikansebagalupayamemenuhi
kebutuhan  dan  keinginan-keinginan  dengan
sumber-sumber yang terbatas.  Proses  demikian
melahirkan  tidak  saja  tampilan ekonomi,  tetapi

juga cara-cara, model-model,  dan perilaku untuk
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memperolehnya.  Proses dialektika dalam  sistem

perekonomian memunculkan pertarungan hidup
yang "mengenaskan" di RIau.

Masyarakat dengan  sosok budaya modern
hidup  di  perkotaan  dengan  aliran  yang deras.
Dinamika mereka diwamal oleh konsumsi,  eks-
ploitasi, keunggulan dan profit. Interaksi manusia
banyak  didasarkan  pada  aspek  kepentingan,
keuntungan,  dan  "kenikmatan".  Komitmen
tercipta bila satu sama lain berhasil menyepakati
bahwa  antara mereka  terdapat  sehsih  r€grG##c dan
cot/ yang positif. Sementara itu, di sisi lain, terdapat
kelompok masyarakat yang masih menggunakari
sosok budaya tradisional hidup dalam sistem eko-A

i:es¥:eT:b::mfr;::i:¥=ie%i:e:ieiupki:d:u:p:
seadanya dalam sistem sosial desa yang sederhana
dan  tradisional.

Asset ekonomi mereka dipersempit secara

perlahan-lahan  dan  tidak  jarang  dilegitimasi
negara. Hanya sedikit sekah peluang bagi mereka
untuk  mampu  mengakses  kepada  sumber-
sumber ekonomi yang lebih dinamis. Pasar dari
proses kreativitas mereka dihadapkan pada peri-
1aku monopsonis/monopolis yang memiliki 4¢r-
94¢.#¢.#g porz.Jz.o# yang  sangat  kuat.  Pada  akhirnya,
masyarakat  kelompok  ini  mencoba  bertahan
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untuk hidup dengan memanfaatkan apa-apa yang
masih  tersisa dari keserakahan modernisasi.

Realitas sosial ekonomi  yang nampak dari
akibat cco#oer¢.c co#J#c/ sebagaimana diuralkan ter-
sebut sangat fatal. RIau menampilkan performa
ekonomi yang sangat timpang. Secara struktural
dominasi sektor primer masih tingal dan bergerak
membaik. Sedangkan sektor sekunder dan tersier
makin  buruk.

Pertumbuhan  ekonomi  sangat  tinggi,
tetapi  tidak  mampu  mensejahtefakan  banyak
orang. Tahun 2002 misalnya, pertumbuhan eko-
nomi Riau sebesar 5,59°/o, sedangkan Indonesia
hanya  sebesar  4,120/o.  Pertumbuhan  tertinggi
adalah  pada  sektor  transportasi  (10,16°/o)  dan
terendah pada sektor keuangan (2,45°/o). Semen-
tara sektof pertanian (5,36°/o) dan sektor industri
(4,72%).

Bila  diamati  pergeserannya  pada  kurun
waktu lima tahun terakhir, tanpak bahwa bergerak
dan pergerakannya tidak makin mengarah pada
modernisasi ekonomi, tetapi lebih menuju pada
ekonomi tradisional yakni pertanian.  Gejala ini
menunjulckan sektor ekonomi yang dekat dengan
sebahagian  besar  kehidupan  masyarakat  Riau
adalah  sektor primer.  Tetapi, bila diamati kepe-
milikan  asset  sektor-sektor  ekonomi  primer
sebagaian besar sudah menjadi milik sekelompok
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kecil orang. Karenanya, pert`mbuhan pada sektor
primer dengan porsi yang masih dominan tidak
menunjukkan  adanya  perbaikan  kehidupan
ekonomi masyarakat Riau.

Pada sektor industri sebagai sektor dominan
kedua ditandal oleh perkembangan industri besar
dan industri  pengolahan  di wilayah  Batam.  Ini ``
berarti  dampak  pembangunan  industri  tidak
memiliki   zgr#//¢/¢.cr  ej¢T„/  yang  berarti  pada
masyarakat.  Secara  struktural dalam  sektor yang
bersangkutan  terdapat ketimpangan yang men-
colok  sehingga eksistensi  sektor industri hanya
menimbulkan  perilaku-perilaku  ekonomi  yang
kurang memperhatikan aspek-aspek lain kecuali
profit.  "Sakitnya"  profit ,±ersebut tidak disertai
dengan benefit baal wilayah Riau, karena berbagai

prosesnya tidak memiliki /o"¢nJ /z.#g4¢gG dan hacle-
A"z7#J yang berarti.

Ketimpangan perwilayahan juga tergambar
dari besarnya peranan Batam. Tchun 2002 peran
Batan mencapal 26,45°/o dan Pekanbaru  12,78°/o.
Kondisi ini mencerminkan wilayah-wilayah per-
kotaan memberikan  kontribusi yang¢lebih  besar
sedangkan wilayah pedalaman peranannya sangat
kecil.  Wilayah  pesisir  pantai  sepertit` Bengkalis,
IndraSri Hilir, dan Rokan Hilir relatif lebih baik
dari wilayah pedalarnan seperd Pelalawan, Kuantan
Sinrfe, dan Rokan Hulu.
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Selain ketimpangan  struktur dan perwila-
yahan,  ketimpangan  dari  sudut kelompok mas-
yarakat juga  signiflkan.  Meski PDRB  perkapita
tanpa  migas  sudah  mencapai  Rp.  5,8  juta  dan
mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelum-
nya, tetapi Indeks  Gini Ratio menaik dari 0,29
tahun 1998 menjadi 0,31  pada talrmi 2002

Ketiga ketimpangan-ketimpangan ekonomi
tersebutmembawaimplikasiterhadapaspek-aspek
sosial lainnya. Perdaku masyarakat semalin apatis
dan kepedulian terhadap komunitas tidak malrin
procktif menciptakan kebaikan bersama.  Masya-
rakat modem semakin membabi buta melaloukan
eksploitasi asset-aset ekonomi untuk memperoleh

proflt j angka pendek. Sementara masyarakat tradi-
sional harus  bertahan  hidup  dengan  asset-aset
ekonomi yang kian terbatas dan kelmatan ekonomi
yang makin melemah.

Sektor-sektor modem yang hanya dimiliki
segelintir orang menguasal  sebaedan besar asset
ekonomi  menampilkan  perilaku  ekonomi  dan
sosial yang makin  tidak  sehat baal pengejawan-
tahan  nilal-nilal  dan Budaya Melayu.  Sementara
itu  sektor tradisional yang dominan metingkup
masyarakat menampilkan perilaku-perilaku frus-
tasi dan berjuang secara kurang elegan (leeee¢.jfo.#¢#
z27czgr4¢zgr¢  ACAz/f/z#z").  Akibat  itu,  implikasi  dan

pelestarian  Budaya  Melayu  termasuk  pemu-
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tahirannya sulit untuk dilakukan. Nanun demikian
harapan untuk itu tetap saja ada sepanjang pema-
haman terhadap kondisi kekinian dapat dilakukan
dengan baik untuk memetakan dan menskenario-
han masa depan yang lebih baik.

Bagaimanapun, berbagal perbaikan aspek
sosial masyarakat telah banyak pula  diupayakan.
Meski belum mampu sepenuhnya menjadi eksis-
tensi dan kapabihas budaya Melayu. Sebagaimana
dirilis oleh Prof. Emil Salim bahwa terdapat per-
baihan indeks pembangunan manusia yang cukup
signifikan di Riau. Selain itu keinrinan bersekolah
yangmakinbesarsampaipadajenjangpascasarjana
memberi peluang bard perbalkan kualitas intelek-
tual masyarakat RIau. Angka harapan hidup yang
malin tinged menyebabkan kesempatan mengabdi

/

yang kian besar.  Realitas-realitas'Ts6sial dan  eko-

;=#:sainfaesr;:lazy:ygabae#e=¥=?de=¥a1:±:
yang saling tidak peduli satu sama lain. Semuanya
ahan melahirhan sebunh realitas baru, dan tentu-
nya sosok budaya baru.

***

MENURUT pandangan Ong Hok Ham  (2002),
negara agraris biasanya memahai kelebihan dana-
nya untuk membangun monumen-monumen suci
raksasa untuk mengungkapkan keagungan dewa-
raja di karatonnya.  Sementara aritokrasi kerajaan
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maritim memakai sebactan besar dananya untuk
hidup  mewah.  Mereka banyak membeli produk
luar negeri  seperd sutra, perhiasan,  dan lain-lain.
Bila diamati di Riau, monumen suci hanya dapat
dijumpai  di Muara Takus  dalam  bentuk candi.
Mungkin peninggalan ini  menunjukkan  bahwa
masyarakat di sana merupakan masyarakat agraris
dan hidup darn sektor pertanian.

Sedangkan jika berkunjung ke  Istana Siak
akan dijumpal peninggalan alat musik yang khabar-
nya saat ini hanya ada dua di dunia, yalmi di Siak
dandilnggris.AlatmusikdalambentukGr4jra¢4o#c
raksasa yang pada zamannya  tentu merupakan
barang mewah.  Keadaan  ini  menggambarkan
masyafakat di sana merupakan masyarakat maritim

yang lebih menyenaned kemewahan, perhiasan, dan
produk-produk asing.

Dua ciri masyarakat Riau ini harus diperhati-
kan  secara  seksama untuk memetakan  kembali
kebangkitan ekonomi dunia Melayu. Bard masyara-
kat maritim,  sumber ekonominya adalah berupa
uang tunal dan barang. Kebanyakan penduduknya
bekerja sebqgai tukang, nelayan, dan pedagapg kecfl.
Negara maritim memperoleh hasil dari bea cukai
dan perdagangan.  Banyak wilayah maritim  tidak
memi]iki aktivitas pertanian.  Mereka mengumpul
beras dan makanan lainnya dari wilayah agraris.

Darn latar belakang di atas, maka kebangkitan
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ekonomi  dunia Melayu hanya munglin  dicapai
melalui  "penyambungan"  kedua  karakteristik
wilayah tersebut. Wilayah maritim dikembanghan
sebagai pusat-pusat perdagangan  dan pelabuhan
antar bangsa.  Sementara wilayah  agraris  ditandai
dengan pengembangan pertanian. Untuk mengem-
bangkan  kemampuan masyarakat agraris  mem-

peroleh  nilai  tambah yang lebih baik diperlukan
adanya  sentuhan pasca produksi agraris. Ini berarti

pengembangan  agro industri  harus  lebih  dike-
depankan untuk menjembatani kebutuhan wilayah
maritim dan agraris. Pemerintah harus masuk dalam
hal penyedia infrastruktuf dasar rpengembangan
industri maupun transportasi penghubungnya.

Selain itu, Umar Kayam (1996) menjelaskan,
bahwa sesungguhnya terdapat dua sosok budaya
yangmenjadimodelsosokbudayanusantara,yakni
sosok budaya feodal aristokratis dan sosok budaya

paternalistik.  Sosok budaya  feodal  aristokratis
dijumpai  pada  masyarakat ]awa.  Dalam  sosok
budaya ini kehidupan dikendalikan secara verdkal.
Sedangkan  sosok budaya patemalistik menekan-
kan sistem ekonomi pertanian ttadisional yang semi
autarki.

Sosok budaya lain yang berkembang selan-

jutnya adalah sosok budaya kolonial yang sesung-
guhnya mengadopsi sosok budaya feodal aritok-
ratis. Untuk mampu berkembang ke depan, ketiga

Ill
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sosok budaya tersebut harus dilepas. Umar Kayam
merekomendasikan perlu dilakukan pergeseran ke
arah sosok budaya demokrasi modem jika mas-
yarakat  Melayu  ingin  bangkit.  Kuatnya  akar
budayafeodalaristokratismenjadipenghalangbagi
terjadinya transformasi ke sosok budaya demokrasi
modern. Baed kebanyakan masyarakat pedalaman
di Riau, belenggu sosok budaya paternalistik me-
nyebabkan  sulitnya  lahir  inovasi-inovasi  dan

produktivitas yang tingal sebagal ciri utama mas-
yarakat dengan sosok budaya demokrasi modem.

Secara individual dapat pula dipahami bahwa
sebenamyatidaksatupunbudayayangdapatdinihi
terbaik dan cocok untuk semua ukuran. Menurut
John P.  Kotter & James L. Heskett  (1996)  suatu
budaya dinyatakan baik apabila ia serasi dan selaras
dengan  konteks  atau  kondisi  objektif dimana
seseorang berada. Hanya budaya yang serasi secara
kontekstualdanstratealsyangdapatmeningkatkan
kinerja.

Bila direnungkan pendapat tersebut maka
penting bad masyarakat Melayu untuk senantiasa
melakukanpemutahiranterhadapperilaku-perilaku
dan tampilan budayanya agar lebih  serasi  secara
kontekstual.  Globalisasi  memaksa  orang-orang
untukberanjakdarisatukeunggulankekeunggulan
lalnnya yang lebih baik. Hal ini memerlukan c#frg-

ji#¢#G#r+4z¢ dengan  mengembangkan jiwa  kreatif
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dan inovatif yang tingal. Kalau masyarakat Melayu
mau bangkit dari seal ekonomi, maka pemilahan
nilal-nilai dalan budaya Melayu yang menjunjung
kemampuan kreativitas  yang tingS, harus lebih
digesakan  untuk  selanjutnya  ditanamkan  pada
generasi mendatang.

***

UNTUK berjaya di masa depan,  dunia Melayu
dihadapkan  pada  beberapa  hal  pokok.  PGr/zzA#4,
mencari titik persinggungan yang paling pas dari
setiap nilai yang dipegang oleh berbagai kelompok
masyarakat. Heterogenitas masyarakat Riau me-
merlukan  adanya  komitmen  bersama,  bukan
pemaksaan  kehendak terhadap  satu proses  ter-
tentu. Kec7z", karakteristik masyarakat maritim dan
agraris  sangat  befbeda  satu  sama lain.  Kedua
karakter itu ada di Riau sehingga perlu ada "jem-
batan"  yang dapat menghubungkannya.  Tidak
mungkin  masing-masing hidup  sendiri-sendiri.
Infrastruktur dasar  sangat urgen dikembangkan
sehingga lalu-lintas  masyarakat keduanya  dapat
dipercepat dinamikanya.

Kc/zg¢,  sesuai  dengan  tantangan  global
maka tenggelam dan percaya bahwa masyarakat
Riau akan berjaya dengan mempertahankan   bu-
daya  feodal  aristokratik dan patema]istik adalah
bunuh diri. Untuk mampu bertahan di nasa depan
bukannya kembali  ke masa lalu, tetapi beradaptasi
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dan  mengembangkan  sosok budaya  demokrasi
modern. Ini momen adanya pemutahiran budaya
Melayu pada  aspek-aspek tertentu.  KGG¢4z/,  c#/r€-

j>re#c#r+4¢  dengan  mengembangkan  jiwa  yang
kreatif dan inovatif menjadi tolok ukur penting
agar masyarakat Melayu mampu memihki keung-

gulan bersaing tiada henti  (fz/j/zz7.#cz4/e cojz¢c#.#.GIG c7c7-
grzz#/zzge).  Untuk  itu  perlu  diidentiflkasi  nilai-nilai
budayaMelayuyangmampumembangkitkansosok
budaya tersebut untuk dimatangkan  dalam  sikap
hidup  generasi  mendatang.  Dalam  masyarakat
Kuantan Singival misalnya  filosofi kesejahteraan
digambarkan  dengan  pepatah,  "Pz7Jz. zerc#gz„z.¢#g,

]cigjuangmeapiab,Tororiahlidhombangbicile,Amahbuab
Soyia7ig Santosa, Mdmah  disombab  urclng 1)uld' .

Apabila  nilai  ini  ditanamkan  ke  generasi
mendatang, maka konsekuensi yang timbul men-

jaga  ketersediaan  pangan  secara  berkesinam-
bungan; menj aga perbaikan kuahtas hidup manusia
(SDM) secara berkelanjutan; dan mempertahankan
eksistensi,  marwah,  dan  kapabilitas  masyarakat
seutuhnya.

***

KEGELISAHAN  dan  besarnya  harapan  akan
kegemilangan Melayu Riau di masa depan, mem-
buat saya merasa terpangSl untuk berkecimpung
di  dalamnya.  Maka  secara  alami  mengalirlah
seapihan-seapihan pemikiran ini  yang kemudian
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dimuat di berbagal media cetak. Mengivgat tulisan
di media cetak mudah dilupakan atau hanya dingat
sepintas lalu, maka kuat keinSnan untuk mempub-
likasikannya dalam bentuk yang lebih tahan lama
berupa buku ini.

Demikianlah kurang-lebih alasan dan pro-
sesi  singkat kelahirannya.  Mengakhiri pengantar
tulisan ini,  sebagai proses kreatif, saya menyadari
buku ini tidak akan  terbit tanpa  sokongan  dan
bantuanberbagalpihak.Tanpamenyebutnamadan
gelar  saya ingin memberikan penghargaan yang
setingal-tinggiva kepada pimpinan media cetak
di Rian sepetb  Riau  PoS,  RidM Mdndiri,  Riau  Tri-
4##G, dan lain-lain. Atas kebalkan hati dan perhatian
merekalah memungkinkan saya terus menulis dan
menulis.

Saya  juga mengenang budi  atas  jasa-jasa
kepadamerekayangtelahmemberikansumbangan
baik berupa materi,  tenaga,  dan terlebih pikiran.
Tersebab  terbatasnya halaman ini,  maafkan  saya
tidak dapat menyebutkannya satu-persatu. Satu hal

yang pasti, kenangan budi yang telah ditanamkan,
tak mungkin saya lupa hingga akhir zaman nanti.

Pekanbaru,  20  Februari 2005,

EHH
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BERJALAN  MENITI  BUIH

(Renungan Sosial Ekonomi 45 Tiahun Provinsi Riau)

Ts:j::aalh9peft¥s]a]h:r5n7yamf::p:ksafn±Oa:?g]a±
berartiusianyatelahmemasuki45tahundancukup
dewasa jika  dibandingkan  dengan usia manusia.
Dalam usia itu Riau temyata dihadapkan pada di-
lema kekinian yang pada  dasarnya bisa menjadi
sumber bencana. Kita yang lini malang melintang
di Riau;  apakah itu menjadi pemimpin, menjadi

politisi,  atau menjadi  cendikiawan,  atau bahkan
menjadi rakyat, pemuda dan lain sebagainya perlu
menengok sekejab pada persoalan sosial ekonomi
RIau terbaru yang berkembang.

Berdasarkan data statistik yang disampai-
kan BPS RIau pada acara Pra-Forum Koordinasi
danKonsultasiPembangunanProvinsiRiauTchun
2002, terungkap beberapa data yang bila dicermati
cukup mencengangkan. Ternyata dalam dua tahun
terakhir sempena diimplementasikannya otonomi
daerah  dan  dimulainya  era  desentralisasi  flskal
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jumlah penduduk miskin Riau hanya menurun
relatif kecil.  Pada tahun 2000  jumlah penduduk
miskin  Riau  adalah  sebesar  10,38%  dari  total

penduduk.  Sedangkan  tahun  2001  berkurang
menjadi  10,060/o.  Ini berari Riau hanya mampu
mereduksi penduduk miskinnya sebesar 3,1 °/o.

Diamati  di  setiap  kabupaten  ternyata
hanya enam  kabupaten yang jumlah penduduk
miskinnya  mengalami  penurunan.  Sedangkan
sembilan lalnnya malah mengalami peningkatan
yang cukup  spektakuler.  Kabupaten yang meng-
alami kenaikan persentase penduduk mislin ter-
tingal adalah Kuantan SinSnal. Pada tahun 2000
di  Kuansing persentase  penduduk miskinnya
hanya 1,700/o tetapi pada tahun 2001 nark menjadi
11,630/o. Ini berarti sejak beapisah dengari Indratiri
Hulu terj adi lonjakan persentase penduduk mislin
mencapai 584,12°/o. Inhu sendiri sebagal kabupaten
induk  justru  mampu  mengurangi  persentase
penduduk miskinnya  dari  sebesar  13,970/o  pada
tahun 2000 menjadi hanya 8,54°/o pada tahun 2001,
atau  38,87°/o.

HalyangsamajugadialamiolehKabupaten
Kampar, Pelalawan, Rokan Hulu, dan Rokan Hifir.
Memilukan sekali bila semua daerah bekas Kampar
yang dimekafkan ini jumlah penduduk miskimya
menjadi bertambah.  Kampar  sebagal kabupaten
induk pada  tahun  2000  persentase  penduduk
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miskinnya  hanya  5,49°/o  sedangkan  tahun  2001
naik  menjadi  14,480/o  (meningkat  163,750/o).
Pelalawan  sebagai  kabupaten  pemekaran pada
tahun 2000 persentase penduduk miskinnya hanya
7,70°/o tetapi pada tahun 2001 membengkak men-

jadi  19,49°/o  (mehingkat  153,12%).  Sedangkan
Rokan Hulu pada tahun 2000 persentase pendu-
duk miskirmya hanya 9,440/o dan tahun 2001  naik
menjadi  17,23%  (meningkat  82,520/o).

Pecahan Kampar lainnya  adalah  Rokan
Hilir yang mengalami peningkatan  persentase
penduduk mislin mencapal  18,67°/o.  Pada tahun
2000  persentase  penduduk  miskinnya  14,940/o
sedangkan  tahun  2001  naik  menjadi  17,23°/o.
Beberapakabupatenlainyangmeningkatpersentase

pendudukmiskinnyaadalahKepulauanRiau,yakni
sebesar  2,85°/o  pada  tahun  2000  naik  menjadi
3,85°/o  pada  tahun  2001  (meningkat  35,09°/o),
Kabupaten Natuna dari 9,91% pada tahun 2000
naik  menjadi  12,360/o  tahun  2001  (meningkat
24,72°/o),  Kota Batam pada  tahun  2000  hanya
1,660/o  pada  tahun  2001  naik  menjadi  2,06%

(meningkat 24,loo/o).
Sementara Kota Dumal pada tahun 2000

sebesar  11,  51%  pada  tahun  2001  nark menjadi
14,31 °/o (meningkat sebesar 24,33 %). Bfla dianiati
wilayah  kabupaten  yang  memiliki  persentase

penduduk miskin tertingal pada tahun 2001 maka
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Pelalawan  menempati  urutan  teratas,  yakni
19,490/o, dikuti oleh Rokan IIilir sebesar 17,73%,
Rokan  Hulu  17,23%,  Kampar  14,48°/o,  Dumai
14,31°/o, Bengkalis  13, 96°/o, Naturia 12,36°/o, dan
Kuantan Singival  11,63%.

Kabupaten yang mampu mengurand jum-
lah  penduduk  miskinny'a  antara  lain  adalah
Karimun  menurun  dafi  19,72%  tahun  2000
menjadi hanya 8,67°/o tahun 2001, Siak dari 9,31%
tahun2000menjadihanya5,010/opadatahun2001,
Benghalis dari 25,360/o menjadi 13,960/o, dan India-

giri Hulu dari 13,97°/o menjadi 8,54% serta India-
alri Hilir dari  9,20°/o menjadi 7,96°/o.  Sedangkan
Kota Pekanbaru dari  7,loo/o  tahun 2000  turun
menjadi 5,82°/o pada tahun 2001.

TerlepasdariakurasidatayangdilansirBPS
Riau tersebut valid atau tidaknya, cerminan Riau
saat ini seperti gambaran di atas tentunya membuat
bulu kuduk kita menjadi berdiri. Pemekaran kabu-
paten temyata belum memberi dampak positif bagi
masyarakat kita secara umum. Tidaklah mereka
menjadi tambah  sejahtera dan bahkan disinyalir

aparatpemerintahdanparaanggotadewanlahyang
menikmati berhahnya. Ditanbah lard dengan uang
yang kian  bedimpah yang ada di seluruh  RIau
bukannya makin membuat rakyat Riau menjadi
makin  sejahtera.
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Otonomi daerah temyata masih belum ber-
gema pada tingkat masyarakat dalam hal meng-
antisipasi tantangan global saat ini. Transfer keua-
ngan dari pemerintah  pusat ke  daerah  ternyata
belum mampu "mengungkit batang terendam"
RIau. Pada tahun 2002 ini diperkirakan uang yang
dicadanghan untuk Riau akan mencapal Rp  8,36
trilyun yang terdiri dari Rp  4,912 trilyun untuk
keperluanpengeluaranpembangunandanRp3,123
trilyun untuk keperluan pengeluaran rutin. ]ika
uang tersebut merupakan pecahan seribu rupiah
lalu disanbung-sanbung satu sama lain mungkin
sudah mampu menutup seluruh wilayah Riau ini.
Aftinya, ketika RIau bergelimang uang mengapa

justru kemiskinan rakyat yang meningkat?!
Bila dianati dari aspek pertumbuhan eko-

nomi,  maka  Riau  justfu  lebih  tinggi  dari  per-
tumbuhan ekonomi nasional.  Pada tahun 2001

pertumbuhan  ekonomi  nasional  hanya  3,3%
sedangkan RIau mampu tumbuh  sebesar 5,050/o.
Ini menguatkan dugaan bahwa yang menikmati
RIau ini masih belum  laal masyarakatnya  tetapi

justru pihak-pihak tertentu yang mampu mengall
di air keruh. Anehnya laal menurut BPS RIau pada
tahun  2002  pertumbuhan  ekonomi  Riau  akan
melambat  sehingga  diperkirakan  hanya  akan
tumbuh  5%.  Hal ini  disebabkan  oleh  turunnya
secara berafti nilal tambah sektor perbankan. Kea-
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daan tersebut semalin menguatkan hipotesis kita
bahwa kemampuan kita memanfaatkan  sumber
keuangan yang mulal berlimpah untuk mening-
katkan  produktivitas  masyarakat masih  sangat
lemah.

Pada satu sisi pettumbuhan penduduk RIau
mengalami peningkatan yang paling tingd secara
nasional.  Bila pertumbuhan penduduk nasional
hanya mencapai 1,4°/o, Riau justru mengalami per-
tumbuhan penduduk sebesar 3,80/o. Angka ini lebih
dominan  disebabkan  oleh  migrasi,  bukan  oleh
angka  kelahiran.  Artinya  Riau  sedang  diserbu

penduduk pendatang. Tentunya untuk memanfaat-
kan kue yang tadinya kian membesar dan selan-

jutnya dialirkan ke daerahnya. Rakyat Riau masih
saja tetap menjadi penonton yang setia dan sering-
kali  berseteru  mendiskusikan  permainan yang
sedang berlangsung dan saling mencaci maki para

pemainnya.  Padahal pemain  itu  sendiri  sedang
menikmati  keasyikannya  dalam  bermain  dan
bahkan  menikmati  untung yang  sangat  besar
menjadipemain.Menjadipenontonmemangselalu

jauh lebih pandai dari pemain dan memang tidak
jarang ketika pemain hanya adem-adem saja, justru
penontonlah yang baku hantam satu sama lain.

Dari sekarang, mumpung belum terlambat,
perlu kiranya  ada kesadaran hakiki dari  segenap
komponen masyarakat Riau untuk membalikkan

En
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keadaan.  Kita harus  beapacu dalam kearifan dan
kebersamaan, bukannya berseteru untuk menuai
kezahiman. Marwah Melayu tidaklah akan mampu
bertahan hanya dengan kefasihan kita mengucap-
kan selogan "Tak Melayu Hilang di Bumi''. Lebih

penting dari itu adalah kerja keras dan kearifan kita
mengentaskan anak j ati Melayu ini dari kerniskinan
supayamerekamemangmampu"Bcr/.z74z#zee#z.#.4z#.4
dan berenang Sampai he xpied' . Buhar+ harrya rrweng;

gapal mimpi yang tak kunjung jadi kenyataan..

E|



MENGGANTANG  ASAP

DALAM  HIMPITAN

(Evaluasi Ekonomi Indonesia Nlemasuki Tlahun 2cO3)

Perkembangan perekonomian Indonesia pada
tahun 2002 telah mengalami pasang surut yang

berarti. Ditandal oleh beberapa indikator makro
pergerakan  ekonomi  Indonesia  seakan  mulai
menampakkan titik cerah. Ada geliat di beberapa
sektor, namun pada satu sisi lainnya berbagai masa-
lahmasihmenghimpit.Pertumbuhanekonomiyang
relatif cepat pada  kuattal ketiga tahun 2002 meru-

pakan momentum yang bagus bast bergeraknya
dinamika ekonomi Indonesia. Pada kurun waktu
tersebut ekonomi Indonesia temyata mampu tum-
buh sebesar 3,920/o. Hal ini sejalan dengan malin
membaiknya perkembangan ekonomi global se-
hingga pada tahun 2003 ada titik cerah yang dapat
diharapkan.

Indikator perbaikan makro ekonomi ditan-
dal pula oleh turunnya suku bunga SBI dari 17,50°/o
menjadi 13,04°/o dan pada bulan-bulan awal tahun
2003 Bank Indonesia akan berupaya menurun-
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kannya  sampai di bawah  loo/o.  Ini  akan  meng-
akibatkan turunnya suku bunga deposito dan suku
bungapinjaman.Padaakhirnyaakanmenyebabkan
terbukanya  kesempatan  untuk  berinvestasi  di
sektor rill karena para pengusaha mulal berani me-
manfaatkan dana bank untuk berbisnis.  Pemilik
modal juga akan lebih melirik pasar modal ketim-
bang menempatkan dananya di bank. Ini merupa-
kan salah satu pemicu bast befgairahnya pereko-
nomian. Para konsumen juga akan menggunakan
kesempatan ini untuk membelanjakan uangnya,
balk akibat adanya dana murah yang tersedia dari
kredit-kfeditkonsumsiyangditawarkanperbankan
maupun dari dana mereka sendiri yang selama ini
mengendap  di bank. Permintaan domestik akan
naik yang dapat memacu kembali produksi dalam
negeri dan membuka peluang kerja.

Perkembanganeksporlndonesiamemberi-
kan cerminan pula bard membaiknya pasar global
baal produk-produk lokal.  Pada kuartal keemp-at
tahun 2002 ekspor Indonesia telah mencapal 5,3
milyar dolar AS yang merupckan angka tertinged

pada tahun 2002. Bfla perkembangan ekspor terus
membalk maka kesempatan untuk memanfaatkan
pasar Internasional dapat menopang perkemba-
ngan ekonomi secara lebih balk. Peluang untuk itu
terbuka lebar sejalan dengan membaiknya pereko-
nomian berbagal negara Asia, khususnya ASEAN.
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Indikator lain adalah membaiknya kinerja
mata uang rupiah.  Sepanjang tahun 2002 rupiah
tefca.ta.t sebagiv Best Performing Asian Curreney yang
diukur  dari  margin  penguatan  nilai  tukarnya
terhadap  dollar AS.  Hingga  saat ini rupiah telah
mengalami  apresiasi mencapal  17°/o.  Sedangkan
mata  uang  China  justru  terdepresiasi  -15,8°/o,
Singapura -11,30/o, dan Malaysia -8,8°/o. Hanya saja
Thailand  memang lebih baik yaklli  terapresiasi
mencapai 22,7%.

Dari sisi keuangan negara hal yang cukup
mendukung optimisme ekonomi pada tahun 2003
adalah  adanya penurunan  rasio  hutang.  Dalam
tempo  satu hingga  satu setengah tahun terakhir
Dep/ /a Rz7#.a terhadap PDB berhasil ditekan  dari
100°/o di tahun 2001  menjadi 71,79% pada tahun
2002. Keadaan ini mencerminkan adanya perbai-
kan kinerja ekonomi makro Indonesia.

Beberapa masalah yang mungkin menjadi

pengganjal perbalkan kinerja ekonomi Indonesia
tahun 2003  adalah terkait dengan isu-isu keama-
nan. Tragedi Born Bali jelas menimbulkan dampak
ekonomi yang tidak sedikit.  Hal ini telah menye-
babkan  adanya perlambatan  dalam  pergerakan
ekonomi,  khususnya investasi.  Sektor pariwisata
mengalami guncangan yang sangat hebat. Derivasi
dari sektor ini sangat lebar sehingga implikasinya
terhadap perkembangan sektor lain cukup terasa,
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seperti  transportasi,  pefhotelan,  dan  restoran.
Pendalaman dari implikasinya adalah pada faktor-
faktorproduksidari/G¢Jz.#gj.Gc/ortersebut.Imbasnya

pada penurunan pendapatan dan daya beh domes-
tik pada akhimya memperlambat kemajuan dan

perkembangan ekonomi.
Keberhasilan pemerintah meringkus  bet-

bagai pelaku pemboman  dan  secara transparan
mengadihnya akan mampu memutihkan kembali
kepercayaan asing terhadap Indonesia.  Ditopang
oleh keberhasilan perjanjian perdamalan dengan-
pihak GAM di Aceh maka titik pangkal memba-
ngun  kepercayaan  investor  dapat  mulai  dan
digerakkan  menuju  terciptanya  suasana  yang
kondusif untuk melakukan investasi di Indonesia.
Tanpamemperhatikanfaktorkepastianhukumdan
keamanan negara  secara  serius  maka  #.J4  co##frjJ
Indonesia tetap akan tingal dan kemampuan untuk
menarikinvestasiasingtidakakanpernahterearisir.
Biaya  yang dikorbankan untuk itu  akan  sia-sia
belaka.

Beberapa kebijakan lain yang perlu secara
hati-hati diterapkan di Indonesia adalah menyang-
kut privatisasi BUMN dan divestasi berbagai asset

yang ada di BPPN.  Pendekatan yang digunakan
hendaknya  jangan  hanya  dari  aspek  ekonomi
semata dalam jangka pendek, tetapi implikasi yang
mungkin  timbul  bila  asset-asset  tersebut  tidak
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menjadi milik anak negeri di masa-masa yang akan
datang.

Pemicuperkembanganekonomilndonesia
laimya pada tahun 2003 adalah bila implementasi
otonomi daerali makin baik dan terkoordinasi satu
sama lain.  Dampak positif darn berbagal pemba-
ngunan infrastruktur  daerah  akan  terasa  pada
paroh kedua tahun 2003.  Dinamika masyarakat
akan makin tingal dan arus  barang akan makin
meluas.  Ini  berarti perluasan  permintaan  pasar
terhadap befbagal produk akan memberi peluang
baas sektor manufaktur untuk berkembang. Ter-
masuk bfla pemanfaatan dana  desentralisasi  fikal

yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat yang sudah dimulal pada tahun 2001
lalu diperkirakan akan menjadi pemicu baru ber-
kembangnya permintaan domestik.

Hawa politik yang kian  memanas  perlu
diantisipasi secara arif. Budaya politik yang santun
sangat  diperlukan  untuk  menjamin  terseleng-
garanya  event-event politik  di  Indonesia  secara
alarni dan positif. Tahun 2003 merupakan j/zz7*.#g

Poz.#/ baal setiap partai pohik untuk mencari kon-
stituen. Meskipun belum dimulal nasa kampanye,
tetapi tensi politik akan meningkat akibat adanya
kampanye-kampanye terselubung yang dilakukan

partal-partai. Diharapkan persoalan ini tidak akan
mengganggu  perbaikan  kinerja  ekonomi  di
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Indonesia.  Kuncinya  adalah  melalui  penegakan
hukum dan kesepakatan bersama terhadap aturan
main yang harus ditaati oleh semua pihak.

Tindak lanjut  dari  kebijakan  otonomi
daerah harus diperluas pada semalin transparan-
nya pemerintah pusat dalam  aspek desenttalisasi
fiscal.Sumber-sumberdanayangseharusnyasudah
menjadi  milik  daerah  harus  sesegera  mungkin
diberikan ke daerah secara pasti dan terbuka. Kea-
daaninidiperlukanuntukmendorongkemampuan
daerah menyusun APBD secara tepat sesual wak-
tunya. Termasuk sumber-sumber dana darn pusat
yangmasihdikendalikansecaraketaqsepe]=iDana._
Alokasi  Khusus.  Tahun  2003  disiap-kan  dana
sebesar Rp 625 milyar untuk rehabihasi 6908 SD
dan MI. Sebaiknya pemerintah pusat menyerahkan
persoalan perbaikan sekolah dasar ini pada daerch
dan  dananya  diserahkan  ke  daerah.  Berbagai

proyek yang didanal oleh DAK juga banyak yang
tidak transparan  ditentukan pemerintah pusit
padahal sumber dananya adalah dari  eksploitasi
SDA yang ada di daerah.

Berpijak pada berbagal perkiraan dan ana-
lisa  di  atas,  maka  optimisme  perbaikan  kinerja
ekonomi Indonesia pada tahun 2003 bisa saja jadi
kenyataan.  Stabilitas  keamanan  dan  kesadaran
untuk memulihkan kondisi barigsa yang morat-
marit karena multikrisis  akan  memberi peluang
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untuk bangkit. Momentum pertumbuhan yang
cukup balk pada kwartal ketiga tahun 2002 akan
memicu pertumbuhan yang relatif baik pula pada
paruh pertama tahun 2003. Permintaan domestik
yang menguat dan pengeluran pemerintah y'ang
malin terarah, khususnya di daerah, berkembang-
nya ekonomi global sehingga ekspor dapat dipacu,
dan  stabilitas  nilai  tukar yang makin membaik
memberi harapan pada pertumbuhan ekonomi
Indonesia.

Perkiraan yang optimis pada 2003  eko-
nomi Indonesia mampu tumbuh di atas 4,5°/o. Ini
dapat terjadi bila faktor-faktor penganggu dapat
terkendali  dengan  baik dan  kepercayaan inter-
nasional dapat dipulihkan secara berangsur-angsur.

Tangansampaihanyamampu"menggantangasap''.
Indonesia tidak akan pulih ekonominya tanpa kerja
keras dengan perencanaan yang matang. Himpitan
ekonomi  sekarang hanya  akan  lepas  bila  mo-
mentum  perbaikan  ekonomi yang terjadi dapat
dimanfaatkan dengan baik..
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CENDAWAN TUMBUH

(Pemilu dan Ekonomi Riau Tlriwulan I 2004)

Pesta demokrasi di suatu negara tidak jarangnembawa  bencana  dan  malapetaka.  Di
Phillipina misalnya, dalam memperebutkan kursi
presiden,  terjadi  insiden  peledakan  born  yang
menewaskan banyak orang. Pergantian kepemim-
pinan yang bagaimanapun demokratisnya senan-
tiasa rawan  konflik.  Bagi  negara yang budaya
demokrasinya  sudah in.apan dan masyarakatnya
yang memiriki etika politik  santun  kerawanan-
kerawanan masih  saja harus  diperhitungkan.  Di
mata investor dan para pemburu rente  adanya
proses pemilihan umum a?emilu) akan menaikkan
resiko investasinya  (ink  4o##¢cy)  serta cenderung
bermain  pada  bisnis-bisnis  jangka  pendek

tSec„[ativeD.
Pemilu yang  berlangsung di  Indonesia

fcktor resikonya relatif lebih tingal. Budaya poHtik

yang belum mapan  dan rendahnya pemahaman
masyarakat Indonesia  terhadap perilaku politik
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yang baik  tidak  jarang menimbulkan  gesekan-
gesekan antar kontestan dan anggota-anggotanya.
Pemerintah  sendiri, karena belum terbiasa dalam
kehidupan  politik yang  sehat,  kurang mampu
menyelenggarakan  pesta demokrasi yang men-

jamin tersalurnya aspirasi pohtik masyarakat secara
optimal. Untunglah hubungan antar anak bangsa
masih  dilandasi  oleh  rasa  persaudaraan  dalam
kerangka  budaya  Indonesia  yang  Pancasilais,

gesekan-gesekan  antar pendukung partai  tidak
menimbulkan  gejolak  yang berarti.  Meskipun
diwarnai oleh berbagal protes dan dugran kecu-
rangan, proses  Pemilu Lealslatif  yang baru  saja
berlangsung masih dapat terkendah dengan balk.
Namun  nasa-masa rawan  tetap  saja  akan  ber-
langsungkarenaduatahapanPemiluuntukmenen-
tukan presiden dan wakilnya masih akan ada.

Implikasinya terhadap perekonomian tetap
ahan terasa. Menghadapi Pemiu Presiden nampak-
nya lebih sensitif terhadap stabihtas ekonomi. Nflal
tukar rupiah terhadap dollar mulai melemah. Para
spekulan  mulai  mengambil  situasi  ini  untuk
menjaga  kinerja bisnisnya dan  sekaligus  bisa  saja
memanfaatkannya untuk memperoleh rente yang
lebih besar. Bahhan saat ini sudah terjadi spekulasi-
spekulasi valas yang menyebakan lemahnya rupiah.

Baal RIau, penyelenggaraan Pemilu nam-

paknya  cukup  signiflkan mempengaruhi kinerja
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ekonominya. Apalaal Riau juga baru saja menye-
lesaikan proses  suksesi  kepemimpinan  sehingga

pada  tahap  awal  masih  membutuhkan  banyak
penyesuaian-penyesuaian  kebijakan.  Namun
demikian dari aspek pertumbuhan masih menun-

jukkanadanyapergefakanpositif.Pasarnampaknya
memandang proses pemilihan gubemur yang ber-
jalan mulus dan armn membE± .pe±t±ang__baaQi--tef--
selenggaranya perekonomian  secara baik.

Berdasarkan data yang dipuELkasikan BPS
RIau peftumbuhan  ekonomi  Riau tanpa Migas
Thwulan I Tahun 2004 mencapal 7,76°/o. Keadaan
ini tidak jauh berbeda dengan Thwulan IV Talmn
2003  yang timbuh  sebesar  7,58°/o.  Namun  iika
dibandingkan  dengan Triwulan I Tahun  2004
sentimen  ekonomi  awal tahun  2004 jauh lebih
baik. Pertumbuhan ekonomi Riau Triwhan I 2003
hanyamencapal6,67%danpadaThwulan11justru
tufun  menjadi  5,610/o.  Pertumbuhan  tertinggi
terjadi di sektor keuangan yang mencapai 14316°/o.
Pertumbuhan ini didongkrak oleh berkembangnya
sub-sektor perbankan yang sangat spektakuler,

yakni  118,20°/o.  Seakan-akan  pada  awal-awal
tahun 2004 terjadi transaksi bisnis perbankan yang
sangat dinamis.  Hanya  saja tidak ada  data yang
dapatmemberikanindikasisumber-sumberpenye-
babnya. Bila hanya terkait dengan Pernflu tentunya
hanya akan bersifat temporer belaka. Sunbangan
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sektorinidalamstrukturperekonomianRIauhanya
sebesar 4,48o/o.

Sektor yang dominan menguasai pereko-
nomian Riau adalah pertanian dan industri. Sektof
pertanian  mampu tumbuh  sebesar  5,93°/o yang
lebih banyak ditopang oleh perkembangan  sub-
sektor perkebunan. Pada Triwulan I Tahun 2004
sub-sektor perkebunan  tumbuh  sebesar  7,53°/o.
Dibanding dengan triwulan sebelumnya kenaikan
pertumbuhan  sektor pertanian  tidaklah  bealtu
berarti karena pada Thwulan IV tahun 2003 sektor
pertanian tumbuh sebesar 5,77°/o.  Sektor industri
mengalami  lonjakan pertumbuhan yang cukup
signifi+kaj±±__Pada  Triwulan  I  tahun  ini  mampu-ti]inb-uh  sebesar 9,390/o. ]auh lebih  tingal jika di-

bandingkan  dengan  tfiwulan  sebelumnya yang
hanya mencapal 6,14°/o. Keadaan ini ditopang oleh
berkembangnya  sektor industri non-migas yang
mampu tumbuh sebesar 11,70°/o.

_Salah  satu  sub-sektor  yang  mengalami
peniLunan pertumbuhan yang cukup besar adalah
sub-sektor angkutan udara. Pada Thwulan I sub-
sektor  ini  justru  terkoreksi  mencapai  minus
10,650/o.  Persaingan  bisnis  yang makin  tajam  di
dunia penerbangan ternyata membawa pengaruh
yang cukup signifikan dalarn sub-sektor ini. Secara
keseluruhan dari  sub-sektor pengangkutan masih
mampu tumbuh  sebesar 4,53°/o.  Hanya  saja jika
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dibandingkan dengan keadaan pada Thwulan IV
2003  sub-sektor ini pertumbuhannya jauh  lebih
rendah.  Sub-sektor  angkutan udara  sendiri pada
Triwulan IV 2003  masih tumbuh  sebesar 9,33°/o
sedangkan sub-sektor angkutan secara keseluruhan
mampu tunbuh sebesar 7,530/o.

Meskipun  masih menunjukkan pertum-
buhan yang relatif tingal namun bila dilihat dari
komponen penggunaan perekoriormiap. Fjaid masih
diliputi  banyak masalah.  Struktur penggunaan

perekonomian Riau masih didominasi oleh Kon-
sumsi  Rumah  Tangga.  Pada Triwulan  11  2004

porsinya  mencapai  60,710/o  yang lebih  banyak
terkonsentrasi pada  konsumsi  makanan,  yakni
mencapal 33,29°/o atau 54,83°/o dari total konsunsi
rumah  tangga.  Pertumbuhannya pada periode
tersebut hanya mencapal 0,830/o.

Konsumsi pemerintah  justru  terkoreksi
mencapai minus  8,44°/o.  Padahal pada triwhan
sebelumnya tumbuh sebesar 10,29°/o. Keadaan ini
sepertinya  dipicu oleh  belum  adanya kegiatan-
keedatan di pemerintahan pada Thwulan I tahun
ini yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi.
Belum  adanya  kepastian  tentang APBD  dan
adanya transisi lealslatif dan eksekutif di Riau serta
masih  belum  flnalnya  penetapan APBD  Riau
menyebabkan stimulasinya terhadap ekonomi RIau
tidak ada. ]ustru sebaliknya malah menimbulkan
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penurunan. Padahal peran Konsumsi Pemerintah
dalamstrukturperekonomianRiaudarikomponen

penggunaan masih tingal yakni  16,300/o.  Kondisi
ini seharusnya memaksa pemerintah untuk men-
jaga  "irama"  kegiatannya  sehingga  tidak  me-
nyebabkan  fluktuasi  yang  tajam.  Sinkronisasi
dalam siklus ekonomi pemerintah perlu dilakukan
agar  stabilitas  ekonomi  masyarakat  dapat  lebih
terjamin da-n ketidakpastian makin berkurang.

Hal lain yang juga masih memprihatinkan
dalam geliat ekonomi RIau adalah kinerja ekspor

yang masih  banyak  terkoreksi  oleh  kebutuhan
impor. Pada Thwulan I Tahun 2004 pertumbuhan
ekspor banyak berubah. Bila pada triwulan  sebe-
lumnya mampu tumbuh sebesar 9,55%, maka pada
triwulan ini turun mencapal minus 0,11 °/o. Artinya,
kinerja  ekspor Riau  terkoreksi  cukup  tajam jika
dibandingkan  dengan  masa-masa  sebelumnya.
Sejalan dengan itu aktivitas impor juga mengalami
hal yang sama.

Pada Triwulan  IV Tahun 2003  tumbuh
sebesar  10,78°/o  dan pada  triwulan ini menurun
menjadi  minus  2,140/o.  Keadaan  ini  menggam-
barkan  bahwa  kegiatan-kegiatan  ekspor  Riau
masih  belum  mampu  memberi pengaruh  yang
berarti paal kinerja perekonomian Riau. Apalaal
dari sear impor, Riau sangat sensitif karena peru-
bahan  dinamika  pasar  internasional  mampu
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beresonansi  dengan  pasar  lokal  di  Riau.  Bila
resonansimasuktersebuttidakdapatditimpalioleh
resonansi keluar maka akan terjadi koreksi dalam

pertumbuhan ekonomi. Kinerja ekonomi yang lain
akan  tersedot untuk  kepentingan-kepentingan
impor.

Dari gambaran di atas nanpaknya ada per-
mulaan  yang relatif baik  bagi  berkembangnya
perekonomianRIauuntuktigatriwulanmendatang.
Meskipunakanberhadapandengantantanganyang
cukup  besar harapan untuk berkembang relatif
baik.  Tersusunnya  "Kabinet"  Pemerintahan
Gubemur RIau dan tuntasnya penyusunan APBD
akan  memberikan  sentimen  yang positif bagi
bergeraknya ekonomi Riau ke depan. Khusus dari
aspek pengeluaran pemerintah diharapkan sektor
swasta  akan  terpacu untuk mau berinvestasi  se-
hingga kinerja ekonomi tidak banyak bertopang
pada Konsumsi Rumah Tangga.  Pekerjaan yang
cukup  berat yang dihadapi  dari  aspek ekonomi
adalah  bagaimana memanfaatkan  peluang pasar

global untuk memperbaiki kinerja ekspor RIau.
Diversiflkasi  produk  dan  ekspansi pasar

mutlak harus dilakukan agar ketergantungan dapat
dikuranal dan rembesannya pada perbaikan eko-
nomi rakyat makin membesar.  Untuk itu dalam
APBD 2004 diharapkan adanya anggaran khusus
dalam pengembangan ekspor berbasis masyarakat
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disamping memacu tersedianya infrastruktur yang
mampu  mendongkrak investasi.  Sikap  pesimis
tidak perlu diambfl oleh para pebisnis. "447¢ 4¢/zz#g,
Cc#c7¢evcz#  /z/Az74z/4'',  begitu  istilahnya.  Meskipun

geliat ekonomi Riau belum bedtu cerah, tetapi
geliat tersebut masih lebih baik ketimbang wilayah
lain.MengalsrezekidiRiaumasihmemilikiprospek

yang lebih baik dari tempat lainnya di Indonesia. `
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AWAN MENGANDUNG  HUJAN

(ProspekEkonomiRIauTlahun2004)

S:ra:eky|enk:::tts::idkio:S.ut:efef::gas:La:::::
Triwulan Kedua Tahun  2004 menalndikasikan
adanya penurunan keyakinan konsumen terhadap
kondisi perekonomian sekarang dan prospeknya
enam bulan ke depan.  Hasil survey menemulrm
adanya penurunan dalam Indeks  Kondisi Eko-
nomi ¢KE) saat ini dari 82,67 menjadi 74,83. Ini
berarti  konsumen  semakin  pesimis  terhadap
perekonomian yang ada sekarang, baik itu ditinjau
dari apa yang diperoleh masyarakat dari dinamika
ekonomi yang terjadi  maupun  persepsi  mereka
dalam mengkonsumsi berbagai jenis barang.

Secara  gamblang  hasil  survey  meng-

gambarkanmelemahnyarasaoptimismekonsumen
atas penghasilan yang mereka peroleh saat ini yang
tercermin  dari  menurunnya  indeks  dari  147,5
menjadi  135,0.  Sumber penyebabnya adalah per-
sepsi konsumen yang mengatakan penghasilannya
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ahan meningkat mengalani penurunan dari 57,5°/o
menjadi  46,0°/o.  Ini  berarti  sebahagian  besar
masyarakat  tidak  yakin  akan  terjadi  perbaikan

pendapatan mereka untuk enam bulan yang akan
datang dengan memperhatikan kondisi ekonomi
rrty€reha;haseha:ran!g-ir]i."Bahauianmengandungbujed',
segala  sesuatunya  masih  dalam  ketidakpastian.
0leh karenanya konsumen beapersepsi bahwa saat
ini  bukanlah waktu yang tepat untuk membeli
barang, terutama barang-barang tahan lama. Kon-
sumen yang menyatakan saat ini merupakan waktu
yang tepat  untuk  membeli  barang  tahan  lama
menurun  tajam  dari  32,5°/o  menjadi  16,5°/o.
Penyebab dari rasa pesimis ini adalah terbatasnya
kondisikeuangandenganprospekyanglebihsuram
untuk berkembang dan tinged/mahalnya harga-
harga saat ini.

Harapan  konsumen  ke  depan  terhadap
perekonomian Riau tetap saja besar. Tekanan eko-
nomi yang terjadi saat ini menumbuhkan  kece-
masan sekaligus juga rasa inaln berkembang yang
semalin besar. Konsumen inaln segera terlepas dari
stagnasi  ekonomi  yang  mereka  alami  saat  ini.
Survey  Ekspektasi  Konsumen yang dilakukan
Bank Indonesia menunjukkan adanya peningkatan
Indeks  Ekspektasi Konsumen  ¢EK)  dari  96,33
menjadi 99,0. Keadaan ini muncul darn keyakinan
konsumen terhadap  akan adanya perbaikan per-
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ekonomian  Indonesia  enam  bulan  ke  depan.
Namun demikian konsumen merasa bahwa per-
balkan  pendapatan  mereka  tidak  akan  makin
membaik.  Sebagian  besar  (64,0°/o)  konsumen
menganggap pendapatannya tidak akan berubah
dan bahkan mempfediksi akan mengalami penu-
runan. Apalaed trend harga dipersepsikan masih
ahan berada pada posisi yang tingal karena situasi
sosial politik dan keamanan yang kurang stabil,
kurs rupiah terhadap  dolar Amerika yang akan
melemah, dan berkurangnya ketersediaan barang
dan jasa di pasar.

Harapan konsumen akan adanya perbaikan
kondisi keuangan mereka untuk 6-12  bulan  ke
depan mengalami penurunan. Indeks Ekspektasi
Keuangan menciut dari  142,25 pada Triwhan I
Tchun 2004 menjadi hanya 127,75 pada Triwhan
11 ini. Ekspektasi konsumen terhadap penghasilan-
nya memburuk dari 159,0 menjadi 141,0. Dengan
sendirinya  harapan  untuk menabung  semakin
rendah dan hasrat untuk mengkonsumsi barang
juga akan melemah.

Dari survey dapat dideteksi adanya penu-
runanekspektasikonsumenuntukmembelibarang
sandang,perumahan,pefalatandanperabotrumah
tangga,  kendaraan bermotor,  serta pengeluaran
untuk rekreasi/tamasya.  Konsumen cenderung
akan  membatasi  alokasi  pendapatannya  untuk
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keperluan-keperluan  dimaksud  untuk menjadi
stabilitas  ekonomi  rumah  tangganya  tefutama
dalam  menanggulangi  kebutuhan-kebutuhan
primernya.  Bila ini benar-benar terjadi maka gairah
ekonomi yang bersurnber darn investasi dan kon-
sumsi  masyarakat  akan  menurun.  Pemerintah
diharapkan  dapat mendorong berkembangnya
perekonomian daefah dari investasi pembangunan
yang dilakukannya. .Arah dari proiran-program
pemerintah harus tertuju pada mempercepat ber-
geraknya  sektor riil  dan menstimulus  investasi
masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang
menunj ang dan signifikan.

Memburuknya persepsi konsumen terha-
clap  perekonomian di Ralu bisa  saja dipicu oleh
belunberjalannyaprogran-progranpemerintahdi
paroh pertama Tahun 2004 ini. Bahkan sentlan
yang sangat tajan dari beberapa anggota DPRD
Riau  terhadap  lemahnya kinefja  birokrasi  Riau
dalam menedmplementasikan program pembangu-
nan  makin  memperkuat keyakinan  masyarakat
terhadap belum adanya upaya-upaya kongkrit yang
dilakukanpemerintahuntukmemperbaikiekonomi
rakyat.  Keasyikan melakukan  kegiatan-kegiatan
seremonial tanpa mempercepat langkah-langkah
nyata memperbaiki keadaan  dengan  sendirinya
akan menyebabkan pemerintah kalah cepat dari
dinamika  ekonomi yang berkembang.  Distorsi
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ekonomi  akan makin membesar dan kehidupan
ekonomi masyarakat dapat  semakin memburuk
akibat tekanan-tekanan pasar yang tidak seimbang

lyri-balance  mdrheq.
Di Riau kiranya terdapat beberapa hal yang

menyebabkan melemahnya ekspektasi konsunen
terhadap  kondisi perekonomian,  khususnya di-
kaitkan  dengan  faktor-faktor  di luar  ekonomi.
Pe77zzerc7, belum selesainya tahapan Pemilu sehingga

perhatian dan eneral masih akan banyak tercurali
dalamkerangkamerebutkekuasaan.Ditimpalipula
oleh  kurang bekerjanya lembaga leedslatif dalam
melakukan  kontrol karena mereka  sendiri baru
berada dalam masa-masa transisi. Konon, anggota
DPRD yang ada sekarang sebahaalan besar sudan
tidak masuk kantor, padahal DPRD  yang baru
belun lard dilantik.

Kec7#¢,  belum  adanya P/4gro7:ee7  yang  jelas
terhadap  pelaksanaan  pembangunan  di  Riau
terutama dikaitkan dengan pemusatan  anggaran

pada isu pokok kemiskinan dan kebodohan yang
didengung-dengungkan  selama  ini.  Kalaupun
sudah ada, namun sanpal dengan paroh pertama
tahun 2004 ini sosiahisasinya boleh dikatakan tidak
ada.  Masyarakat dengan  sendirinya belum  faham
terhadap  f`siapa berperan apa".  Artinya prinsip-

pfinsip  pembangunan partisipatif tidak berjalan
dengan baik. Pada akhimya pemerintah hanya akan
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bertindak sebagri orang yang paling benar meski-
pun masyarakat menihi itu tidak benar. Ini berarti
otonomi yang dibesar-besarkan  dapat disalah-
tafsirkan hanyalah  upaya untuk menutup  kele-
mahan  dalam menkristalisasikan permasalahan-

permasalahan yang dihadapi  masyarakat untuk
dicarikan solusinya dalam program-program pem-
bangunan.

Kc#givbanyaklangkah-langkahpohtikyang
dilakukanpemerintahRiauyangmenimbulkanbias
makna dalam masyarakat. Terutama dalam kasus
Provinsi  Kepri,  baik berkaltan  dengan penun-
jukkancz7rg/zz4ergubemurmaupunadanyaisuupaya
permohonan terhadap penangguhan penahanan
Huzrin Hood oleh Gubemur Riau. Kalau itu benar
maka proses pohik yang dimalnkan pemerintah
daerah  sangat tidak bersentuhan dengan upaya-
upaya  perbaikan  ekonomi  masyarakat.  Bahkan
tindakan tersebut justru dapat memperburuk ke-
percayaan masyarakat terhadap kepastian hukum
yang akan membuat masyarakat makin pesimis
terhadap perbaikan ekonominya. Di samping itu

jugadisinyalirporsikealatanseremoniallebihbesar
ketimbang memastikan berjalannya program pen-
bangunan secara opinal.

KeeJap¢/, dari beberapa komentar yang di-
baca di media masa aroma KKN dalam penem-
patan birokrasi pemerintah Riau  sangat kental.
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]enjang karir dan pendidikan penjenjangan banyak
diabaikan.  Termasuk latar belakang pengalaman
kerja dan profesionalismenya. Bagaimana mungkin
seorang yang berpendidikan telmik dan sepanjang
karir birokrasinya  hanya  dalam  bidang-bidang
telmik bisa ditempatkan pada jabatan yang harus
menangani  bidang administrasi pemerintahan.
Termasuk orang yang lompat pagar tanpa melalui
jabatan  eselonisasi  sebelumnya  bisa  loncat  ke
eselon yang tingal. Sementara yang lainnya dengan

persyaratanyangcukup,pendidikanyangmemadai,
pengalaman yang panjang di bidang itu dan kinerja
yang baik, harus alalt jari dan terpaksa menerima
kenyataan  dilangkahi pejabat  karbitan  tersebut.
Badan  Administrasi  Kepegawaian  seharusnya
mampu menempatkan pejabat birokrasi yang bisa
mendukung terselenggaranya implementasi prog-
rani pembangunan secara efisien dan efektif.

Bilaperekonomianrakyatmaudikembang-
kan dan kemiskinan mau dientaskan dari mereka,
maka  selain  indikator-indikator  ekonomi  yang
harus diperbaiki perlu pula diperhatikan indikator
lain di luar ekonomi. Tidak jarangp/#yo7':zz7 ekonomi

yang tersusun baik justru mentah akibat lemahaya
kemampuan  birokrasi  pelaksana,  rendahnya
kepastian  hukum,  terganggunya  stabilitas  sosial

politik,  dan  adanya intervensi negatif  terhadap
kebij akan-kebij akan pemerintah sehingga menim-
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bulkan kesan inkonsisten.  Selain membutuhkan
Integrated  Plcinning de[n Holi§tic  APproacb, pe;rn-
bangunan  ekonomi yang memadai  juga mem-
butuhkan situasi yang kondusif dengan kebijakan
yang konsisten dan pasti.`
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BAGAI  MENEPUNG

TIADA BERBERAS

(Evaluasi Ekonomi RIau 2On)
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yarakat.  Upaya-upaya perbaikan ekonomi rakyat
yangsenantiasadidengungkandalampidato-pidato
justrubelummenunjukkanhasilyangmemuaskan.
Setahun berjalan nanpaknya rakyat Riau seperti
terkesima  dengan  persoalan-persoalan  politik
sehingga  kurang  memantau  aspek perbaikan
ekonomi masyarakat.  Berbagai keedatan pohtik
yang terjadi di tanah  air memang memberikan
harapan masa datang yang lebih cerah. Sayangnya,
ketika  peristiwa  politik  berlalu  tidak  jarang
harapan-harapan menjadi kelabu.

Ekonomi RIau pada Triwulan IV tahun
2003 masih mampu tumbuh  sebesar 7,58°/o ter-
nyata pada waktu yang sama tahun 2004 hanya
mampu tumbuh  6,49°/o.  Sepanjang tahun  2004
peftumbuhan ekonomi Riau senantiasa mengalami
kemerosotan. ]ika pada Triwulan I masih mampu
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tumbuh  sebesar 7,760/o,  maka pada Triwulan 11
turun menjadi 6,62°/o. Meskipun pada Thwulan Ill
sedikit  membaik  menjadi  6,65°/o,  tetapi  pada
Triwulan IV anjlok laal menjadi hanya 6,49°/o. Ini
berarti rata-rata sepanjang tahun 2004 ekonomi
Riau hanya  mampu  tumbuh  sebesar  6,880/o.  Ini
berari juga terj adi perlambatan pertumbuhan eko-
nomi  selama  tahun  2004 jika  dibanding tahun
2003  yang pertumbuhan rata-ratanya mencapai
7,ffffo/o.

Diamati dari aspek sektoral atau sisi pena-
waran maka  sektor pertanian mengalami keme-
rosotan pertumbuhan yang cukup tajam. Padahal
sektor ini kontribusinya relatif besar pada struktur

perekonomian  Riau.  Awal  tahun  2004  sektor
pertanian masih mampu tumbuh  sebesar 5,93°/o,
tetapi pada  akhir tahun 2004 pertumbuhannya
hanya  sebesar  4,44°/o.  Keadaan  ini  mengindi-
kasikan  masyarakat yang bekerja  di  sektor per-
tanian makin  tercekik.  Sebahaedan besar masya-
rakat RIau  bekerja  di  sektor pertanian  sehingga

gembar-gembor pemberantasan kemiskinan yang
dikumandangkan selama ini dalam kenyataannya

justru bertolak belakang. Masyarakat petani malah
makin  terhimpit  dan  makin  kurang produktif.
Padahal pada  satu  sisi kebutuhan-kebutuhan pe-
ngeluaranmerekamalinbertambahsejalandengan
naiknya harga-harga kebutuhan bahan pokok.
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Sektor yang  berkembang pesat  adalah
perdagangan, hotel, dan restoran. Pada akhir tahun
2003 sektor ini tumbuh sebesar 6,41°/o sedangkan

pada alchir tahun 2004 turnbuh mencapal 7,59°/o.
Ini berari geliat ekonomi Riau banyak terjadi di

pasar-pasar,  hotel-hotel,  dan  restoran.  Tidak
banyak  masyarakat  Riau yang  semula  menjadi

petani beralih profesi menjadi pedagang.  Peapin-
dahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor

perdagangan, hotel, dan restoran tidak terjadi dari
desa-desa yang ada di Riau.

Surnber pengadaan tenaga kerjanya justru
masuk dari luar Riau. Pedagang pasar banyak yang
datang dari Sumbar, sedangkan hotel dan restoran
selain dari Sumbar juga banyak datang dari ]awa.
Ini  menguatkan  dugaan bahwa  tekanan margi-
nalisasi masyarakat Riau pada tahun 2004 justru
bukannya kurang, malah bertambah berat. KeinS-
nan untuk melakukan konsumsi di sektor perda-
gangan  malin  besar  sementara z.#coerG di  sektor
pertanian  makin mengecil.  Secara psikoloeds ini
akan membawa  dampak pada  makin  besarnya
potensi terjadinya kerawanan-kerawanan  sosial.

Pendapatan masyarakat petani akan sema-
lin banyak disedot oleh pelaku-pelaku bisnis  di
sektor  perdagangan  sedangkan  pada  satu  sisi

peningkatan pendapatan makin melambat.  0leh
karena itulah munglin saat ini di berbagai wilayah
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pedesaan di Riau tidak jarang didengar terjadinya
kej ahatan-kej ahatan  pencurian.

Kenyataan  di  atas  makin  terasa  bila  di-
dekati  dari  sudut permintaan.  Konsumsi rumah
tangga yang selama ini menopang pertumbuhan
ekonomi  Riau makin  melemah.  Di  satu  sisi ini
merupakangejalamembaikjikaperaninvestasidan
ekspor  makin  membesar.  Apalagi  bila  peran

pemerintah sebagai stimulan juga berjalan dengan
baik. Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS Riau

peranpemerintahtemyatatidakmengalamipening-
katan yang signifikan. Pada akhir tahun 2003 peran

pemerintah sebesar 16,370/o maka pada akhir tahun
2004 hanya naik menjadi 16,46°/o. Peran pemben-
tukan  modal  tetap  netto  justru  menurun  dari
28,37% pada akhir tahun 2003 menjadi 27,51%.

Tekanan impor non-migas justru makin
membesar dibandingkan perbaikan kinerja ekspor.
Komponen ini menSndikasikan bahwa produk-
produk ekspor berbasis masyarakat belum digarap
secafa  profesional  sejalan  dengan  terbukanya

peluang dalam era pasar bebas. ]ustru sebaliknya
produk-pfoduk lokal makin terdesak oleh produk
asing yang makin merambah  supermarket  dan
bahkan  sampan ke pasar-pasar tradisional.  Mulal
dari makanan kaleng, buah-buahan, sampan pada
makanan cendlan banyak yang befasal dari Malay-
sia, Singapura, Thailand, dan China.
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Pada akhir tahun 2003 pertumbuhan eko-
nomi dari  sisi  ekspor  sebesar  9,55%  dan  tahun
2004  naik  menjadi  10,130/o.  Peranannya  dalam

perekonomian  Riau  naik  dari  77,95%  menjadi
78,91%. Sedangkan komponen impor pertumbu-
hannyapadaalchirtahun2003sebesar10,780/opada
tahun  2004  naik  menjadi  10,810/o.  Perannya
terhadap  perekonomian  Riau  juga  mengalami
kenaihan dari 77,950/o menjadi 79,89°/o pada akhir
tahun 2004.  Ini berarti kinerja ekspor terelirninir
oleh kebutuhan impor dalam perekonomian RIau
dengan peran minusnya sebesar 0,88°/o.

Sektorlainyangmelemahpertumbuhannya
adalah histrik dan air bersih. Pada alchir tahun 2003

pertumbuhannya  mencapai  6,62°/o.  Sedangkan
padaakhirtahun2004anjloksampalhanyamampu
tumbuh  3,960/o.  Padahal  sktor ini  sangat vital

peranannya dalam memikat investasi. Infrastruktur
hstrik dan air bersih memberikan peranan penting
baal  terselenggaranya investasi  swasta dan mas-

yarakat. ]ika  sektor ini  tidak bergairah,  padahal
kenyataannya kebutuhannya masih sangat besar,
maka upaya-upaya untuk memajukan perekono-
mian masyarakat akan menjadi slogan semata.

Peran pemerintah terhadap perekonomian
RIau juga tidak mencengangkan. Kontribusi Kon-
sumsi Pemerintah hanya naik dari 16,37°/o menjadi
16,460/o. Padahal dana trilyunan rupiah masuk ke
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Riau.  Ini berarti kemarnpuan pemerintah meng-

gerakkan ekonomi Riau tidak makin membalk. Hal
ini memang terindikasi dengan kurang berj alannya

proyek-proyek pemerintah  di Riau.  Pemerintah
provinsi saja sanpai pertengahan Desember 2004
baru  mampu  merealisir  kegiatannya  sebesar
63,370/o.  Inipun  belum  dapat  dipastikan  apakah

proyek-proyek tersebut bersentuhan dengan per-
balkan  kesejahteraan  masyarakat.  Indikasi  AV4nd-

¢ dan KKN dalam pelaksanaannya sangat kentara.
Kecurigaan terhadap ini makin menguat

dengan besarnya uang yang dikirim  ke luar RIau
pada Triwulan Ill dan IV melalui fasintas RTGS
Banklndonesia.PadaTriwulanlluangyangmasuk
ke Riau hanya Rp  11,552 trilyun sedangkan uang

yang keluar RIau mencapal Rp 20,25 trilyun. Berarti
ero#cj/  o#¢7oev dari  RIau  mencapal  sekitar  Rp  8,7
trilyun.  Kondisi ini  terjadi  ditopang pula  oleh
banyaknya perusahaan-perusahaan non-Riau yang
mencari makan di Riau, tetapi tidak berkantor di
Slnl.

Memasuki tahun 2005  tantangan pereko-
nomian Riau bukan akan semakin mengecil. Mulal
merosotnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap

pemerintah, baik di pusat maupun  daerah,  ke-
naikan harga BBM, dampak lanjutan dari bencana
alam, tekanan pasar global yang kian deras, dan
faktor-faktor endogen lalnnya merupakan tanta-
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ngan yang harus dihadapi dalam kerangka mem-
berantas kemiskinan dan kebodohan di RIau. Pen-
dekatan  untuk menghadapinya tentu  tidak bisa
denganhanyasekedarmengumbarharapankepada
rnesyataLkat.  "Bagai  menefiung  tidda  berberas,"
demikian  kira-kira istilahnya.  Perlu perencanaan
dan kontrol yang balk dalam menSmplementasi-
kan program. Itu tidak mungkin dilakukan dengan
bersolo karir (o#e AV4# j4oev). Segenap potensi mas-

yarakat  harus  digalang  dengan  cara-cara  yang
transparan,  akuntabel,  dan  berkesinambungan.
Termasuk APBD  janganlah hanya memperkaya
pejabat dan kroni-kroninya..

65



BERPISAH

BUKANNYA BERCERAl

(Meneroka Ekonomi RIau Pasca Lepasnya Provinsi Kepri )

T|:is:hsneyra,f-e::rat:anmT:;edba:bpkraonvines:tTj::
ekonomi  kedua wilayah tersebut menjadi terbagi
dua.  Administrasi  pemerintahan  tidak  akan
menyebabkan  adanya garis  batas  ekonomi  antar
wilayah.  Apalaal  kedua wilayah  ini masih  dalam
satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dina-
mika ekonomi akan berjalan  seperti  apa  adanya,
bahkan  mungkin  akan  lebih  dinamis.  Rentang
kendali  pemerintahan  semakin  pendek  dan  ini
membuka  peluang  bagi  percepatan  pelayanan

pemerintah,  khususnya  dalam  memfashitasi dan
memotivasi pihak swasta menanamkan modalnya
untuk mengolah  sumber-sumber ekonomi yang
tersedia di wlayah itu.

Pembangunan infrastruktur dapat semakin
difokuskan  pada  bidang-bidang  yang  spesifik
menunjang dan memperlancar kealatan ekonomi.
Untuk Riau Kepulauan mungkin diarahkan pada
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penyediaan air bersih di berbagal pulau dan pe-
ngembanganprasaranapariwisatauntukmenopang

pemasarandariobjek-objekwisatayangbertebaran
di  berbagai  pulau.  Prasarana  transportasi  laut
dibangun untuk menunjang lalu lintas orang dan
barang.  Termasuk memperbesar  akses  peman-
faatan sumberdaya laut untuk kependngan pening-
katan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pesisir

pantai. Ruang gerak perdagangan harus diperluas
agartidakteapusathanyadiPulauBatamdanBintan.
Pusat-pusat pengembangan ekonomi baru dapat
ditumbuhkan, seperti di Karimun dan Natuna.

Baed Riau Dafatan, walaupun  sebahactan
besar PAD terkuras oleh RIau Kepulauan dan Nilai
Tambah Ekonomi yang disumbangkan wilayah itu
tidak lagi  menopang pertumbuhan  ekonomi,
namun bukan berafti pergerakan ekonomi wilayah
daratan  akan  lansung mengkerucut.  Dinamika
ekonomi  akan  berjalan  sebagaimana  biasa  dan
bahkan mungkin ada faktor-faktor lain yang justru
akan memberikan  dorongan.  Salah satu di  anta-
ranya adalah pengembalian dana baal hasil minyak

yang selama ini diterima kabupaten non-penghasil
di Kepulauan Riau  selanjutnya akan mengalir ke
beberapa  kabupaten  non-penghasil  di  wilayah
daratan.  Ini berarti akan ada stimulan baru baal
daratan  yang  bersumber  dari  GogrGr#Aere#/ Expc#-
4!¢./z/repadadaerah-daerahkabupatennon-penghasil
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yang membesar. Biasanya sektor-sktor yang akan
menggehat adalah sektof konstruksi, jasa, dan ke-
uangan.Termasukperdagangandalammendukung
sektor-sektor tersebut.

Hanya saj a Pemerintah RIau Daratan harus

j di memilih sektor-sektor ekonomi yang potensial.
Pengembangan ekonomi rakyat mutlak dipercepat
mengingat  ketertinggalan wilayah  daratan  dari
aspek itu  sangat kentara.  Usaha yang mungkin
ditempuh  adalah  dengan memanfaatkan z#4rgz.#4/
rg#e##G tadi pada pengembangan industri hilir per-
tanianuntukmenjaminpersainganpasaryangsehat
dari komoditas pertanian masyarakat. Sentra-sentra

pasar baru harus dikembangkan dan infrastruktur
yang akan memperlancar arus barang dari sentra
produksi ke sentra pasar harus dibangun secepat-
nya.  Termasuk bagalmana menjamin penyediaan
listrik yang memadai bagi kebutuhan konsumsi
masyarakat dan industri rakyat. ]alan-jalan pofos
utama yang menghubungkan Riau Daratan dengan
provinsi tetangga diperlancar dan jalan poros utama
ke wilayah pesisir seperti Buton, Dumai, dan Kuala
Enok.

Ada balknya juga Riau Daratan mengem-
bangkan wilayah ini sebagal kawasan industri baru
untuk melengkapi kawasan industri yang sudah ada
sekarang.  Pengembangan  Riau  Bagian  Selatan
sebagaimana  yang telah  dirintis  sebelumnya  se-
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baiknya diteruskan dan dikaltkan dengan wilayah-
wilayah pesisir lairmya. ]alan poros Kuansing ke
Pelalawan dan Buton serta Kuansing ke Inhu dan
Kuala  Enok perlu  digesa  untuk meningkatkan

gairah ekonomi wilayah-wilayah tersebut. Sedang-
kan wilayah Kampar ke Sumbar dan Pekanbaru
diperluas dan Rokan Hulu, Duri, dan Sumatra Utara
dan Sumbar diperlancar untuk membuka  akses
timbal balik wilayah tersebut.

Di bank semua itu, makin cepatnya dina-
mika ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan
masyarakat tidak jarang mengubah pola hidup dan
kebiasaan masyarakat itu sendiri. Pada masyarakat

yangsedangmengalamitransisi,apalaalyangrelatif
cepat sangat rentan terhadap infiltrasi budaya lain
di luar  dari  apa yang dipegangnya  sebelum  ini.
Keadaan ini  diperparah  oleh  kejehan para pem-
buru rente untuk menawarkan berbagai  bentuk
produk  dan  jasa  yang  bersifat  konsumtif dan
bahkan sering bersentuhan dengan aroma-aroma
maksiat.

Duniahiburanmalamdanberbagaiperang-
kat permainan yang cenderung berbau judi akan
marak bila  tidak  ada  benteng yang kuat untuk
menghalangiva. Benteng tersebut tidak saja dari
adanya proteksi pemerintah  tetapi juga kekuatan
integritas  budaya  masyarakat. ]ika  tidak  cepat
terpancing untuk  keluar  dari  nilai-nilai  budaya
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Melayu maka dinamika ekonomi akan tetap  sulit
memporak-porandakan nilai-nilai budaya tersebut.

Sayangnya, dekadensi moral dan meluntur-
nya penerapan nilai-nilal budaya Melayu dalam tata
hidup masyarakat di Riau Daratan, khususnya di
kota-kota makin menggejala. Ini berarti menem-

patkan  budaya  Melayu  dalam Visi  Riau  2020
sangatlah relevan. Bahkan walaupun sudah teapisah
antara daratan dan lautan makna yang terkandung
dalam visi itu masih  sesual untuk dicita-citakan.
Sebagal provinsi yang baru Riau Kepulauan se-
baiknya menentukan visi baru untuk lebih menge-
depankan identitasnya,  tetapi  apapun  bunyinya
secara harflah  sebaiknya tidak keluar dari adanya
keadaan yang menggambarkan masyarakat Melayu

yang sejahtera dari seal ekonomi tanpa kehilangan
identitas  dan integritas  kemelayuannya.  Artinya
apapun  yang dilakukan  masyarakat dan peme-
rintahnya  hendaklah  merupakan  upaya  untuk
mencapal masyarakat Melayu yang sejahtera lahir
bathin dalam lingkungan masyarakat yang agamis.

Baed RIau Daratan juga tidak tertutup ke-
mungkinan  untuk mencoba  merekayasa  ulang
bunvi harflah dan makna-makna yang terkandung
dalam  sebuah visi  ke  depan.  Hanya  saja jangan
sampan teaperangkap pada sebuah keinalnan "tan-
pil beda" semata. Kalau inSn mengubah haruslah
lebih baik dari yang sudah  ada  sekarang. ]angan
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malah menghilangkan yang sudah ada, tetapi tanpa
melahirkan  sesuatu yang lebih  bemas  dan  ber-
makna.  Mengatakan  salah, tetapi nggak mampu
menunjukkan yang lebih  benar.  Terutama  sekali
meyakinkan orang banyak bahwa itulah yang lebih
baik dari apa yang sudah ada sebelum ini. Merupa-
kan tantangan yang menarik tentunya baal peme-
rintah  Riau  yang  sekarang  untuk  mencoba
melahirkan  gagasan-gagasan  bemas  ke  arah itu.
Tetapi sekali laal jangan sampan hanya menjadikan
Riau ini  sebagai wadah  mendiskusikan  cita-cita
tanpa waktu yang cukup untuk melakukan sesuatu
yang dapat mencapai  cita-cita  dirnaksud.  Itu zer¢4
kata orang disebut dengan NATO (No j44/z.o# T¢/le
0#4{), jangan hanya pandai bercuap. Beriak tanda
tak dalam, tong kosong selalu nyaring bunyinya.

Beapisahnya Kepulauan Riau sebagai pro-
vinsi  sendiri bukan berarti tall  kekerabatan mas-

yarakatnya  akan bercerai dan  terputus.  Mungkin
untuk RIau tidak hanya diperlukan  dua provinsi.
Bila perlu secara administrasi pemerintahan dapat
dipecah  menjadi empat provinsi,  yakni Provinsi
Riau Pesisir,  Provinsi RIau Kepulauan,  Pfovinsi
Riau Daratan, dan Provinsi Indragiri. Bila masing-
masing wilayah  dapat  dikembangkan  sumber-
sumber ekonomi yang mampu menopang keman-
dirian wilayah  tersebut maka  keberadaan  admi-
nistrasi pemerintahan dengan ¢¢# a/ co#fro/ yang
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lebih pendek akan lebih efektif. Pemerintah seba-

gai  pelayan  publik  hanya  berfungsi  sebagai
fasilitator  dan  pelaksana dari  komitmen  rakyat.
Manajemen pemerintahan diarahhan untuk mem-
perlancar penyelenggaraan urusan-urusan pubrik.
Bukannya untuk menguasai dan mencekik rakyat
denganberbagaikewenanganyangjustrudiberikan
rakyat kepadanya.

Biarkan masyarakat berkembang dengan
segala bentuk dinamikanya. Tidak lagi mungkin
dalarn dunia global dengan segala kecangalhan tek-
nologinya  ada  4¢r#.cr dari pemerintah  maupun

penguasa.  A4o4z./ 84#4z.#g sudah  dapat  memutus
jarak. Serat optic mempersempit ruang dan satelit
memperpanjang pandang. Dalam waktu yang tidak
berapa lama lad bukan hanya suara, gerak-gerik,
dan warna yang dapat dipindahkan oleh teknoloal
dari satu tempat ke tempat yang lain dalam kurun
waktu yang bersamaan, tetapi juga bau atau aroma
sesuatu.  Bealtu caimya peradaban yang tertuang
saat ini  dan mampukah Budaya Melayu menjadi

penapis  agar  anak  jati  Melayu  tidak  "berseng-
gama" dengan layar telepon bimbit (4¢#cZP4o#G) -nya.
Quo-vadis RIau?`
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AIR  PASANG,

TEPIAN  BERALIH

(MemetakanProspekEkonomiRiau2005)

P::rkeisauhr::su:kfu°;:n=]h:::didt]a±:hcku:.28°a°:
kalanganpebisnispeluanguntukberkembangtetap
menjanjikan. Mulai akhir tahun 2003 sampai tahun
2004 proses  pergantian  pimpinan  nasional  dan
daerah banyak menvita eneral.  Setelah proses itu
berjalan masih pula  diperlukan  berbagal penye-
suaian   dengan  gaya  pemimpin  yang  baru.
Kebijakan-kebijakan  baru  lahir  dan  terkadang
tidak jarang melupakan aspek kesinambungan dari
apa yang dilansir sebelumnya. Di Indonesia setiap
kati pergantian pimpinan selalu pula mengadakan

perubahan-perubahan.  Bak kata pepatah,  "JCA¢/z.
air fidsang,  Seleali  lei)iari  beralib:'

Untuk menangkap  peluang bisnis  yang
munglin terbuka, berbagai kebijakan pemerintah
secaranasionaldandaerahmemangharusdipantau
secara  seksama  dan  teliti.  Kebijakan-kebijakan

yang dikeluarkan pemerintah dapat menjadi tan-
tangan  dan dapat  pula  menjadi  peluang  yang
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menguntungkan.  Bahkan mungkin akan menjadi

penghambat yang permanen. William F. Gluek dan
Lawrence R. ]auch dalam bukunya J/rzz/ggz.c Mcz#cz-

gcz#c#/  cz#c7  B#j.z.#cJJ  Po/z.€y  mengingatkan  bahwa
falsafah pemerintah dalam hubungannya dengan

perusahaan  dapat berubah  sewaktu-waktu.  Ini
merupakan aspek pending yang harus ditelaah para

perencana  strateed perusahaan.
Hukum  dan  peraturan  serta  kebijakan

pemerintah lainnya  dapat mengubah  cara peru-
sahaan befoperasi dari hari ke  hari.  Balk karena

peraturan itu sendiri berkenaan langsung dengan
perusahaan maupun karena imbasnya pada aspek
lain, tetapi dapat mengganggu atau bahkan mem-
beri peluang yang signiflkan terhadap  dinamika
usaha masa datang. Termasuk kebijakan anggaran

pemerintah  dalam  menstimulus  perkembangan
perekonomian masyarakat.

Dalam konteks Indonesia saat ini gebfakan
yang dilakukan pemerintah SBY-]K pada satu sisi
sangat memberi prospek yang cerah baal pereko-
nomian.  Pemberantasan  korupsi,  bila  dijalankan
secara sungguh-sungguh, akan memberi kepastian
berusaha  yang transparan  dan  akuntabel.  Per-
saingan  usaha  akan  semakin  adil  bila  suap-suap
dalam tender proyek pemerintah dapat dikuraned.
Ini befafti akan ada marSn tambahan baal para
pengusaha.  Efek lanjutannya adalah membaiknya
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konsumsi sektor swasta dan terbukanya peluang
kerjabarudisektorini.Namundemikiankebijakan
menaikan harga BBM akan menimbulkan dampak
yang cukup  besar pada kenaikan harga-harga se-
hingga daya ben masyarakat makin turun. Padahal

peran  konsumsi  masyarakat  dalam  menopang
pertumbuhan ekonomi selama ini sangat besar.

BilaprogrampengalihansubsidiBBMtidak
berhasilmeningkatkanpendapatanmasyarakatdan
menguranal beban-beban tetap masyarakat maka

gangguan terhadap stabilitas ekonomi akan mum-
cut. Apalaal para spekulan minyak yang selama ini
sangatmenikmatidisparitashargadalamnegeridan
luar negeri ahan ikut bermain mempengaruhi mas-

yarakat yang terkena dampak jangka pendek dari
kenaikan BBM. Termasuk para konglomerat yang
selama ini sangat nyaman dengan adanya subsidi
BBM.

Di tingkat lokal persoalan ditariknya kem-
bari  sebahaalan kewenangan pemerintah  daerah
dalam  hal anggaran  dan personil akan  menim-
bulkannuansabarulaalbaalparakontraktordaerch
yang selama ini telah menjamur. Meski pemerintah
pusat berteriak akan memberantas KKN, tetapi di
lapangan persoalan-persoalan itu tetap menjamur.
KKN  yang texpusat  dapat  saja muncul  kembali
sehingga pengusaha daerah  dengan kemampuan
manajerial dan dana yang terbatas akan sulit me-
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menangkan  kompetisi.  Namun  bagi  Riau,  me-
nalngat besarnya anggaran pendapatan dan belanja

pemerintah daerah (APBD) , balk propinsi maupun
kabupaten peluang-peluang untuk memacu ber-
kembangnya  ekonomi  masyarakat  Riau  masih
terbuka lebar. Hal ini dapat direalisir bila kebijakan
anggaran yang dilakukan diarahkan untuk memacu
investasi  swasta  masuk ke  Riau.  Caranya  tentu
bukan dengan membengkakkan anggaran untuk
pakaian dinas, perawatan kesehatan pegawal, biaya
rumah tangga, makan/minum kantor dan lain-lain
yang berbau pemborosan.  Bayangkan  saja untuk
pemerintah propinsi  semua biaya-biaya  tersebut
dalam RAPBD diancang sekitar Rp 93 milyar lebih.

Pemanfaatan  dana publik untuk kepen-
tingan perbaikan mutu hidup  masyarakat sangat
urgen diterapkan kalau Riau tidak mau terpuruk
di masa datang. Biaya cetak yang mencapal Rp  5
milyar  di  salah  satu  instansi  memang  sangat
memprihatinkan.  Bila  jumlah  penduduk  Riau
Daratan 4,5 juta jiwa dengan harga cetak Rp 100,-

per lembar maka  setiap  orang akan kebaalan se-
banyak  11  lembar blangko  hasil cetakan.  Tanpa

peduli orang itu baru lahir atau sudah manula.
Tantangan lain ekonomi Riau tahun 2005

adalah alatnya China merambah pasar komoditas
dunia. Peluang pasar global akan bersaing dengan

produk-produk China  daratan yang cenderung
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menggunakan praktik Jz/¢¢.#g.  Selain itu relokasi

perusahaan-perusahaan  Malaysia  dari  industri
berbasis  sumberdaya  alan  ke  4G44-/gc4  4#J ro4o/z.c
z.#47z"rtyJ merupakan hal-hal yang perlu diantisipasi
sesuai  dengan  karakter  bisnis  yang  digeluti

pengusaha-pengusaha  RIau.  Kesempatan untuk
investasi Joz"#ji/rB¢er industri dengan basis GPO dan
hasil  olah  karet  alam  cukup  menjanjikan  bagi

perbaikan  ekonomi  rakyat RIau.  B¢cAev#„J /z.#A4gg
industri ini akan memacu perbaikan pendapatan

petani.  Peluang kerja  secara horizontal  akan  ter-
buka  sejalan  dengan  kebutuhan-kebutuhan
bawaan darn industri hilirnya. Ini mengjndikasikan
bahwa  bila  pandai  mengelola  daerah  ini  maka
upaya-upayapeningkatanpendapatanpetarisecara
spektakuler bukanlah  sesuatu yang mustahil.

Sinyal  akan  diimplementasikannya  oto-
nomi desa oleh pemerintah Riau yang disejajarkan

pula  dengan  beberapa  kebijakan lainnya  seperti
pembangunan perkebunan rakyat, sertiflkasi lahan,
redistribusi  asset,  dan  termasuk mungkin upaya-
upaya pemanfaatan lahan tidur merupakan kebi-

jakan  yang  akan  sangat  mendorong  dinamika
ekonomi  di  tingkat akar rumput.  Bila dijalankan
secara sungguh-sungguh  oleh  aparatur pelaksana
di lapangan maka akan terjadi keseimbangan per-

gerakan ekonomi antar wilayah.  Uang yang ber-
putar di desa akan makin besar dan peluang mas-
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yarakatmislinuntukmemperbalkisumber-sumber
pendapatannya makin terbuka. Melalui perbalkan
infrastruktur desa dan dukungan permodalan akan
terjadi  perluasan  usaha  masyarakat.  Konsumsi
dengan sendirinya akan meningkat sehingga sektor
perdagangan akan makin berkembang.

Limpahan penduduk dari daerah  sekitar
juga merupakan tantangan dan peluang tersendiri
baed rakyat Riau untuk berkembang.  Bila yang
datang adalah para  e#apne#e#r maka kesempatan
untukbersaingdanmunglinbermitraakanterbuka
lebar. Paling tidak ada usaha-usaha baru yang akan
muncul dan sumber-sumber bahan bakunya akan
mengolah produk-produk rakyat Riau. Dulu tidak
banyak Pecel Lele dan Nasi Uduk yang mangkal
di pinggiv-pinggiv jalan kota,  sekarang menjamur
bak cendawan tunbuh. Petemak Ayam dan Ikan
Lele memiliki pasar yang cukup potensial sejalan
dengan banyaknya konsumen yang makan Nasi
Uduk dan Pecel Lele.  Setiap warung tenda tidak
jarang membawa enam orang pekerja. Ini tentunya
akan menjadi  konsumen baru  di Riau. -Mal dan
Supermaket tetap akan memiliki pengunjung dan
pembdi yang memadai. Roda peaputarannya akan
tetap naik sehingga investasi baru akan muncul dan
tenaga kerja ahan memiliki peluang untuk bekerja.

Banyak  hal-hal  yang  sangat  berpotensi
untuk menggeralckan ekonomi Riau tahun 2005.
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Berkembangnya sektof perdagapgan, membaiknya
harga komoditas primer masyarakat sejalan dengan

perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang
dilakukan  pemerintah.  Tumbuhnya  industri-
industri hi]ir yang berkait erat dengan masyarakat
serta adanya dukungan permodalan untuk industri
rumah tangga di pedesaan memungkinkan adanya

pertumbuhan  ekonomi  yang lebih  tinggi  pada
tahun 2005.  Pemerintah yang kian  stabil,  meski
masih  akan  diwarnai  oleh  maraknya  Pilkada,
mefupakan dukungan positif  untuk mendorong
pemulihan pertumbuhan  ekonomi Riau  seperti
sebelum terjadinya krisis ekonomi di Indonesia.

Bila  kondisi-kondisi  tersebut tidak  sepe-
nuhaya dapat terjadi asal perbaikan infrastruktur

yang mampu memperlancar arus produk masyara-
kat ke pasar dan pabrik dapat berjalan maka gairah
ekonomi Riau Daratan tidak akan tertinggal dari
wilayah  lairmya.  Pertumbuhan  ekonomi  sebesar
7,6°/o bukanlah  sesuatu yang sulit untuk dicapal.
Apalaal bila ekspor melalui pintu-pintu perdaga-
ngan intemasional seperti Dumai, Bengkalis, dan
Inhil makin  dikembangkan  secafa terpadu  dan

profesional. Pelaku bisnis di Riau juga dapat ber-
sandar pada makin terbukanya kran kredit per-
bankan  untuk  mendinamisir  usahanya.  Tetapi
tentunya bukan dengan hanya berpangku tangan
dan  mengharapkan  "susuan"  dari pemerintah
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belaka. Diperlukan langkah-langkah yang strateals
dan  jaringan  bisnis yang kuat,  serta yang paling
utama adalah mengedepankan mutu (g#cz/z.giv) seba-

gai kompetensi untuk bersaing..
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ANGAN  LALU

PAHAM TERTUMBUK

(Nlenunggu Buk{i Nyata Program K2I di Rlau)

Progfam  K2I  yang  didengungkan  olehpemerintah Provinsi Riau merupakan pemu-
satan dari berbagal program pembangunan yang
selama ini dianggap tidak fokus yang dflaksanakan
di Riau.  Diharapkan  dengan menciutkan hanya

pada tiga bidang utana, yakni kemiskinan, kebo-
dohan, dan infrastruktur q€2D, maka sasaran yang
ingin  dicapai  dalam  pembangunan  Riau  akan
semalin jelas dan terukur. Berbagal kealatan pem-
bangunanakanlebihfokusdiarahkanbapjmengen-
taskan  masyarakat  Riau  dari  kemiskinan  dan
kebodohan.

Selama ini Riau yang terkenal kaya  akan
sumberdaya  alam  ternyata merupakan  kantong
masyarakat  miskin  yang di  dalamnya  terdapat
orang-orang, yang tidak saja rendah pendapatan-
nya,  tetapi  juga  sangat  minim  pendidikannya.
Bahkan  dalam percaturan  kehidupan  semakin
terpinggirkan  akibat  kebijakan-kebijakan  yang
tidak menguntungkan mereka.

EB



Rigja qhandt gQedefu±

Meski  sulit untuk dipahami apakah  K21
lebih berorientasi pada program atau malah ber-

pijak pada masalah dan mungkin masih jauh dari
kinerja,  namun  keinginan untuk memberantas
kemiskinan di RIau merupakan sesuatu yang patut
disikapi  secara  positif.  Persoalan  kemiskinan
bukanlah hal yang sederhana. Di Indonesia kemis-
kinan tidak hanya berkait dengan fcktor struktural
tetapi juga melingkup pada faktor kultural. Sudah
banyakprogramdanupayapenanggulangankemis-
kinan yang dilakukan  tetapi hasilnya  belumlah
memuaskan. Program penanggulangan kemiskinan
memang mudah diucapkan dan bahkan secara teori
dapat dicarikan jalan keluamya. Hanya saja ketika
tiba  untuk  melaksanakannya  temyata  banyak
hambatan yang harus diselesaikan dan tantangan
untuk dihadapi.  Implementasinya menjadi rumit
dan berbelit. Bak kata orang Melayu, "4#gzz# /#/#

P¢4c7er /g#zf%4#A'',  yang mudah  secara  teori  tetapi
sukar dilaksanakan.

Kemiskinan sebenamya di nana-mana ada.
Bahkan di Cahfornia, AS, pada tahun 2002 masih
ter-dapat  sebanyak  17°/o  lebih  masyarakat yang
befada di bawah garis kemiskinan. Menurut Anwar
Ibrahim di Malaysia meskipun jumlah penduduk-
nya  600/o  adalah  pribumi  tetapi  kekuatan  eko-
nominya tidak sampan 200/o. Artinya, ketimpangan
ekonohi antar kelompok masyarakat masih sangat
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dominan.  Kemiskinan di Indonesia malah tidak
hanya berakar pada pilihan-pilihan politik yang
salah yang dilakukan pemerintah selama ini, tetapi

juga hilangnya kemampuan negara menentukan
prioritasnya  sendiri baal masyarakatnya.  Pemba-
ngunan  hanya  mampu  memberikan  pelayanan
kepada aparatur birokrasi dan kroni-kroninya.

Berbagal pendekatan telah dilakukan untuk
mengentaskan  masyarakat  dari  kemiskinan.
Bahkan untuk mengatakan orang itu miskin saja
banyak cara yang dilakukan. Badan Pembangunan
Pefserikatan Bangsa-bangsa (UNDP) mendefinisi-
kan garis  kemiskinan  sebagai orang yang bekerja
dengan pendapatan 2 SUS per hari atau, kalau de-
ngankurssaatinisekitarRp19.000.-Artinya,orang

yang pendapatannya  kurang dari itu termasuk
sebagai kategori masyarakat miskin.

BPS mendefinisikan grris kemiskinan darn
besarnya rupiah yang dibelanjakan untuk meme-
nuhi  kebutuhan  konsumsi  setara dengan 2100
kalori per kapita per hari.  Ditambah kebutuhan

pokok lainnya seperti sandang, perumahan, pen-
didikan, dan bahan bakar. Sedangkan pendekatan
kemampuan  dasaf melihat kemiskinan  scbagai
keterbatasan  seseorang dan  keluarganya untuk
menjalankan  fungsi minimal  dalam lingkungan
kemasyarakatan. Keterbatasan kemampunn dasar
ini  menyebabkan  terhambatnya  seseorang dan
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keluarganya untuk hidup sehat dan berkesempatan
terlibat dalam pengambilan keputusan, bahkan
untuk menentukan pilihan pribadi.

Kembali ke Program  K2I  di Riau maka
yang perlu  dipeftanyakan,  pertama  khususnya
dalam upaya pemberantasan kemiskinan adalah
dari mama program tersebut beftitik tolak. Setelah
itu baru ditelusuri apakah prograni dan proyek-
proyek yang diancang dan  diimplementasikan
sesual dengan tempat beapijaknya dan berapa hasil

yang akan mampu dicapal sehinggr pada tahun-
tahun berikutnya bisa berubah tempat beapijak dan
berubah pula prioritasnya.

Kalau diamati hasfl tahun 2004 ternyata
berdasarkan  ukuran BPS  di  Riau terdapat per-
tambahan jumlah masyafakat miskin dan naiknya

jumlahpengangguran.Dalamberbagalkesempatan
Pemerintah Provinsi Riau memang baru menca-
nangkan akan adanya Program K2I dan implemen-
tasinya baru akan dimulal tahun 2005. Ini berarti
untuk tahun 2004 jangankan menikmati hasil yang
nyata dari pengentasan kemiskinan, programnya
saja belum ada dan baru sedang diancang untuk
dilaksanakan. Padahal dari satu sisi dinamika yang
tefj adi di masyarakat sangat kompleks dan berputar
dengan  cepat.

Pertanyaan yang munglin diajukan adalah
apakah tahun 2005  ini  sudah akan ada program
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pengentasan kemiskinan yang benar-benar berakar
padapersoalanmendasaryangdihadapimasyarakat
Riau? Dari mana Program K2I akan dimulal dan
dari pendekatan mana akan beapijak? ]ika diamati

apayangdiancangPemerintahRiaudalamRAPBD
2005, maka isu K2I nampaknya hanya sekedar cara
untuk mengelompokkan proyek-proyek  dalam
ketiga  kategori itu.  Sangat tidak teflihat  adanya
kesatuan  program  antar  dinas  instansi  dalam
menanggulanal yang namanya kemiskinan. Aspek-
aspek yang  selama ini  menjadi  penyakit  dalam

penyusunan anggaran pemerintah seperti jov4rfe-zfp,
proyek "jadi-jadian'',  dan proyek yang tidak me-
miliki dasar berfikir loads, masih  tetap  mewarnai
RAPBD  2005.

Orientasi  strategi  pembangunan  yang
mengarah pada pembefantasan kemiskinan dan
kebodohan di dalan RAPBD saja tidak tercermin
secara substansif, koordinatif, dan runtut. Masing-
masing dinas masih sibuk dengan ego sektoralnya
dan berebut mendapatkan anggaran yang besar
meskipun dalan kenyataannya belum tentu dapat
dilaksanakan.  Pendekatan  proyek untuk keun-
tungan  sendiri  masih  lebih  dominan  terlihat
ketimbang menganggarkan  dana  untuk upaya-
upaya  konkrit  menanggulangi  kemiskinan  dan
kebodohan.

Di RIau sebenamya persoalan kemiskinan
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tidak jauh berbeda dengan persoalan kemiskinan

yang terjadi di Indonesia. Masyarakat mislrin pede-
saan maupun yang perkotaan memiliki persoalan

yang kompleks dan berbeda satu sama lain. Untuk
itulah menurut Arne Bigsten dalam sebuah tulisan
be;rfudnd Kemishinan, Ketimapangan  dari Pembangundn,
untuk orang miskin di pedesaan faktor terpenting
yang diidentifikasi adalah akses untuk mendapat-
kan lahan, pengetahuan, dan kredit.  Untuk itu,
kebijakan harus diarahkan pada pemberian saluran
untuk memperoleh hal-hal tersebut secara mudah
dan terkendari. Sedang baed masyarakat mislin di

perkotaan  strategi membuka peluang kerja  dan
peningkatan produktivitas  serta akses yang lebih
mudah pada berbagal fasilitas umum dan mem-

peroleh perumahan yang layak merupakan faktor
penting dalam menyusun orientasi program dan
strateal pembangunan.

Beberapa  hal  penting yang tidak  boleh
lepas  dari upaya-upaya pengentasan  kemiskinan

perlu menjadi  dasar penyusunan  program  dan
proyek pembangunan.  Pc#zzercz,  kesempatan  kerja
produktif  bagi  kaum  miskin  harus  ditumbuh-
kembangkan  secara jelas  dan terukur.  Untuk itu
dana-dana publik harus  diarahkan pada program
yang mampu  menciptakan  peluang usaha  dan
membuka kesempatan  kerja.  Kcc7z#, peningkatan
investasi di sektor pertanian tradisional dan indus-
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tri hilirnya.  Pemerintah harus membuat program
yang mampu mengundang investor untuk melabur
padaindustrihilirprodukpertaniandenganpenye-
dianinfrastrukturyangmemadidanberkesesuaian.

Ke/zgz7,  menghapus  segala  hambatan  yang
mungkin timbul baal kelancaran dinamika usaha
ekonomi masyarakat. Perda maupun berbagal ke-
tentuan lainnya  harus  dihapus  kalau itu  malah
mengganggu aktivitas dan perkembangan ekonomi
masyarakat. Walaupun pada kenyataannya Perda
tersebut melahirkan PAD baal daerah yang ber-
sangkutan. KGe¢cz/, mengembangkan fasihitas dan

pelayanan  yang  makin  memadai  bagi  sektor
informal yang selama ini sudah amat berjasa dalam
menyediakan kebutuhan pokok rakyat.  Berpijak

pada keempat faktor penting tersebutlah  semua
program pengentasan kemiskinan harus  disusun
dan dianggarkan dalam APBD sehingga K2I tidak
hanya sekedar menjadi pepesan kosong belaka..
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TAK  LAPUK  DI  HUJAN,

TAK  LEKANG  DI  PANAS

NIacanapembagianHasilsDARIau)

Wacana  mengenai  pembagian  hasil  sum-
berdaya  alam  kembali  menghangat.  Ke-

inalnan pemerintah Riau memperoleh baas hasfl

yang lebih besar sebenarnya merupakan tuntutan
yang wajar. Hanya saja keindnan tersebut, karena
datangnya  dari pemerintah,  beberapa  kalangan
merasa terkaget.  Perjuangan menuntut baal hasil
SDA sebelum ini memang merupakan milik ber-
sana masyarakat RIau.

Berbagai  komponen  masyarakat  Riau
sebelumnya bahu-membahu,  dan  bahkan  sampan
berdarah-darah untuk memastikan  adanya  kese-
riusan pemerintah pusat meneteskan kembali hasil-
hasil alam yang dieksploitasi di daerah. Perjuangan
tersebut dapat dikatakan berhasfl meskipun belum
memuaskan masyarakat daerah. Lahimya UU No.
22/1999  dan  No.  25/1999  memberi  peluang
kepada daerah untuk berkembang secara otonom
dan mendapatkan sebahaedan kecil dari hasfl SDA

yang dikuras  di wilayahnya.
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Setelah berjalan selama tiga tahun ternyata

dari dana yang demikian besar ditemukan adanya

penggunaan-penggunaan  yang menurut analisa ,
beberapa kalangan  sangat tidak bermanfaat dan
bahkan sarat dengan KKN.. 0leh karenanya ketika
pemerintah RIau mengajukan tuntutan 40°/o baal
hasil SDA timbul pertanyaan, Apakah ini meru-
pakan perjuangan untuk kepentingan rakyat atau
mengorbankanmarwahdaerahinidanjatidrianak
Melayuuntukmemenuhiambisi-ambisipribadidan
kelompok serta memuaskan kepentingan  sesaat
parapolitisidanaparaturbirokrasidaerah?Apakah
tidaklebihbaikmemfokuskanperhatianuntukme-
nangani persoalan-pefsoalan krusial yang dihadapi
rakyat Riau ketimbang harus berdarah-darah laal
memperjuangkan baal hasil yang lebih besar?

Ada juga yang menilal ini hanya  sekedar
wacana untuk mengalihkan isu dan perhatian mas-
yarakat dari ketidakberdayaan memperbaiki tata-
nan kehidupan masyarakat RIau  saat ini  seperti
maraknya judi, kelangkaan minyak tanah, mahal-
nya biaya pendidikan, kelangkaan gula, dan lain-
lain. Rakyat bahkan belum melihat apalagj mema-
hami program konkrit pemerintali untuk kepen-
tingan kesejahteraan mereka melalui perencanaan
dan implementasi program pembangunan yang
transparan,  akuntabel, hohstik dan berkesinam-
bungan. Pembangunan jangan laed sekedar pidato
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dan bualan kosong belaka.
Sekarang muncul pula adanya gejala me-

manfaatkan  fenomena tuntutan pembesaran baal
hasil  SDA  untuk  kepentingan  permainan-

permainan politik yang tidak bersentuhan dengan
substansi tuntutan itu sendiri. Termasuk kekhawa-
tiran terhadap para petualang yang inctn mencari
keuntungan dengan menekan berbagal perusahaan
di Riau atas dalih perjuangan pembesaran baal hasfl
SDA. Entah harus berapa banyak jalan protokol
yang harus ditutup hanya untuk mendirikan posko-
posko relawan yang akan bergabung merapatkan
barisan menuntut bad hasil SDA yang lebih besar
baal RIau.

Suasana  psikologis  masyarakat  dalam
menuntut baal hasil SDA dulu dengan  sekarang
memang jauh berbeda.  Pada  saat awal reformasi
suasana moral masyarakat belum  terkontaminasi
oleh adanya perilaku-perhaku birokrasi dan leads-
latif di Riau yang terkesan kurang optimal meng-

gunakan dana tersebut untuk kepentingan kese-
jahteraan masyarakat.  Masyarakat ketika itu bulat
suara untuk menuntut pemerintah pusat karena
kesanaan tujuan dan kepentingan.  Kini,  setelah
memperoleh baal hasil SDA selama empat tahun
terakhir masyarakat memiliki beragan penafsiran.
Tidak  ada yang  tidak  setuju  tentunya  bila  Riau
memperoleh bahaalan yang lebih besar.  Namun,
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di balik semua itu yang terpenting akankah uang
yang kian besar itu hanya menyuburkan KKN dan
memperkaya raja-raja kecil di daerah. Rakyat tetap
saja menderita, termarSnalkan,  dan bahkan kian

patah arang melihat perilaku birokrasi dan anggota
DPRD yang hanya mengedepankan kepentingan-
kepentingan  kekuasaan  dan  kekayaan  pribadi
mereka.

Mengapa masyarakat RIau harus menuntut
baal  hasil yang lebih  besar  terhadap  SDA yang
dikuras di wilayahnya? Sebagai wilayah yang ber-
hadapan langsung dengan pusat dinamika global
(Singapura, Malaysia, dan Hongkong) rakyat RIau
harus memiliki kemampuan untuk hidup berdam-

pingan dan  sahng menalsi  satu sama lain dengan
pusat-pusat perubahan  tersebut  dengan  tetap
menjaga identitas  dan integritasnya sebagai Puak
Melayu yang madani.

Dalamkeranghaitumengandalkankemam-
puan sumberdaya manusia pada sesi/jangka pen-
dek  sangat tidak memungkinkan. ]ustru upaya-
upaya me-ex#/zf-kan  SDM merupakan  salah  satu
misi penting baal tercapainya Visi Riau 2020. Satu-
satunya jalan adalah menggunakan ketersediaan
sumber-surnber alam sebagal basis pemberdayaan
SDM.Waktuyangtersediauntuliturelatihpendek
menalngat  sis.a dan umur ketersediaan  SDA itu
sendiri sudah malin menipis dan menyempit.
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Depresi SDA yang demikian besar yang
bersumber dari eksplotasinya di Riau telah menim-
bulkan pula dampak-dampak lanjutan yang ber-
antai. Kehilangan isi hutan ¢ayu, rotan, dll), perut
bumi (ininyak, gas, dan hasil tambang lainnya), dan
kemurnian air toencemaran, dll) telah menimbul-
kan masalah-masalah lanjutan yang sangat menye-
ngsarakan rakyat Riau.  Pengorbanan yang telah
diberikan  masyarakat  RIau untuk  kepentingan
membuat Indonesia ini masih  ada  dalam  peta
dunia tidak cukup sebenamya diukur hanya dengan
sejumlah dana dari bard hasfl SDA.

Pengorbananitunilainyajauhmelebihidari
apa yang masih munglin diterima Riau dari pem-
besaran baal hasil SDA  sampal  100°/o pun.  01eh
karenanya, permintaan untuk mendapatkan baal
hasilSDAyanglebihbesarhanyalahuntukmemas-
tikan  agar  upaya-upaya  memberdayakan  mas-

yarakat  Riau  memang  dapat  berjalan  secara
optimal. Kepedihan dari sadisnya penjarahan yang
tefjadi  selama ini tidak mungkin  terobati.  Pem-
besaran bahaalan Riau dari SDA yang dikuras di
daerahnya hendaknya dipandang  sebagai upaya
yang  dapat  menaikkan  kepercayaan  diri  mas-
yarakat Riau bahwa setelah SDA itu habis masih
tersedia kemampuan diri (SDM yang berkualitas)
untuk berdiri tegak sebagai Anak]ati Melayu yang,
"Takhan hpuk dele bujcm dari tdk lekang deh fiarlas."
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Pada  sisi  lain,  fakta yang terjadi  di Riau
bukan laal merupakan persoalan kecfl.  Terdapat
sebanyak  35.000  ofang lulusan  SD  yang  tidak
melanjutkan  sekolah ke tingkat yang lebih  tingal
setiap  tahunnya.  Hanya  loo/o lulusan  SIJTA yang
mampu  melanjutkan pendidikan  ke  perguruan
tinggi.  Membengkaknya pengangguran  sebagai
imbas  dari  migrasi  penduduk yang berlebihan.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2003
hanya  54,870/o.  Dari  jumlah  tersebut  sebanyak
6,67°/o merupakan pengangguran murni (##ez¢/ojJ-
Az7e#j. Angkatan kerja yang bekeja hanya 48,20°/o
dimana73,51°/odiantaranyasebagaipekerjapenuh

grz;// cap/ojJerc#j)  sedangkan yang setengah menga-
nggur mencapal 26,49°/o atau sebesar 12,77% dari
total penduduk berumur sepuluh tahun ke atas.

Ditambah  dengan  jumlah  penganggur
murni,  maka total pengangguran  di Riau tahun
2003  mencapai  19,44°/o  dari  jumlah  penduduk
berumur sepuluh tahun ke atas. Beban penduduk
inimakinberatjikadimasukkanmerekayangbukan
angkatan  kerja yang hanya beaprofesi  sebaed ibu
rumah  tangga  saja  yang  jumlahnya  mencapai
22,060/o  serta penduduk umur sepuluh tahun ke
atas  yang masih  sekolah  (¢#g#Jz.#g "4oo4  sebesar
20,41°/o.  Ironisnya lagi,  ternyata 47,720/o pekerja
RIau menggantungkan  hidupnya di  sektor per-
tanian. Sebanyak 28,92°/o di antara mereka adalah
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berusaha sendiri (fGor cap/ojG¢ dan 10,87°/o sebagal

pekerja tidak dibayar  (#¢¢z.J evo4c¢.
Penanganannya  membutuhkan  sumber

dana yang tidak sedikit. Pada tahap awal haruslah
ada  kontrak moral yang jelas  bahwa menuntut
bahaalan yang lebih besar dari hasil SDA Riau
hanyalah untuk penggunaan yang berkait dengan
perbaikan  kualitas  SDM.  Meskipun  tidak akan
panen dalam jangka pendek investasi sumberdaya
manusia  mutlak  dilakukan,  seperti  perbaikan
pendidikan, pembimbingan, kesehatan, dan per-
baikan  ekonomi  keluarga.  Harus  diharamkan
penggunaan dana untuk pembangunan kantor-
kantor pemerintah, mobfl-mobil pejabat, rumah-
rumah  dinas,  segala  "tetek-bengek"  tunjangan
anggota dewan. Apalagi untuk studi banding di
dalam  negeri  dan  ke  mancanegara.  Termasuk

proyek-proyek mercusuar  dengan  segala  dalih
pembenarannya..



ARANG  HABIS,  BESI  BINASA

(MengukurKeberhasilanpelaksanaanpembangunandiRIau)

Ketika  melakukan  penandatanganan NotaKesepakatan Arah Kebijakan Umuni (AKU)
APBD Provinsi RIau Tahun Anggaran 2005 antara
DPRD  dan  Gubernur Riau,  kedua petinggi ini
melontarkan pernyataan yang  sangat  menarik.
Ketua DPRD  RIau mengungkapkan bahwa Pro-
gramPembangunanRiauakandifokuskanpengen-
tasan  kemiskinan,  kebodohan,  dan  penyediaan
infrastruktur.  Adapun  standar keberhasilannya
akan  diukur lewat  kondisi yang terjadi  di  mas-
yarakat.  Sedangkan gubernur dalam  kesempatan
itu juga mengulas  bahwa tidak mungkin budaya
instan dipergunakan untuk mengukur keberhasilan
sebuah pembangunan  (R;.¢¢ Pot,  17-8-04).  Harus
ada proses yang tidak sekedar lansung jadi, seperti
sulap. Harus ada perubahan peulaku prituk men-
jadi masyarakat yang  siap  mendukung kebijakan
pemerintah  secara bersama-sama.

Tidakperlukiranyadidiskusikanpemyataan-

pemyataan  tersebut,  apakah  masih dalam para-
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digma baru pembangunan masyarakat yang seha-
rusnya dilakukan saat ini. Niat baik untuk memiliki
standar ukuran yang jelas dalam mengukur keber-
has flan pembangunan  sudah merupakan langkah
besar.  Selama  ini  pertanggungjawaban  admi-
nistratif lebih mengemuka yang dilakukan peme-
rintah  ketimbang  hasil-hasil  logis  yang  dapat
dinikmati  masyarakat.  Rakyat  tidak  akan  serta
merta  mendukung  pemerintah  bila  apa  yang
dilakukan pemerintah bukan merupakan upaya-
upaya konkrit untuk mensejahterakan pemerintah.

Dalam  domain gooc7 go„cr#4#ce pemerintah
bukanlah orang serba paharn dan serba bisa. Peri-
laku  masyarakat  yang  siap  mendukung  tidak
berpunca dari pihak pemerintah saja. Rakyat selaku

pemberi amanah memiliki hak dan kewenangan
untuk  menentukan  sikap  yang  berbeda  jika  ia
menilai  apa  yang  dikerjakan  pemerintah  bukan
sesuatu yang layak untuk mereka  terima.  Peme-
rintah adalah fasihtator pemenuhan kepentingan-
kepentingan rakyat yang tidak munglin dikerj akan
secara  individu.  Pemerintah  adalah  pelaksana
regulasi yang disepakati rakyat agar lalu-lintas Jo#.cgiv
dan P„."zz/e JccJor terjamin kelancarannya dan tidak
saling mengeliminir satu sama lain.

Dalam pengukuran keberhasilan pemba-
ngunan yang dipercayakan rakyat kepada aparatur

pemerintah dan dalam pengawasan wakil-wakilnya
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di DPRD  berbagai kriteria dapat saja digunakan
asal  memang  dapat  diterima  secara  umum  dan
dalam  kerangka  acuan  yang  jelas,  terukur,  dan
teruji.  Para ahli yang mengupas  tentang pemba-
ngunan  telah  banyak menguraikannya.  Sumitro
Dj oj ohadikusumo dalam buku berjudul D¢J¢r Tco#.
Ekoriomi  Pertumbuban  dari  Ehoriomi Pembangunan
menyatakanbahwapembangunanmengandungari
yang sangat luas. Pembangunan merupakan suatu
transformasi  dalam  arti perubahan  struktural.
Dalam kaitannya dengan ekonomi maka pemba-
ngunan  merupakan  perubahan  dalam  struktur
ekonomi masyarakat yang merupakan perubahan
pada perimbangan-perimbangan  keadaan  yang
melekat pada landasan kealatan ekonomi dan ben-
tuk susunan ekonomi.

Arief Budiman dalam buku berjudul  Tco~.
Pc"4z7#gz/#¢# Dz/#z.a KG#giv mensitir perbedaan  arti

pembangunan  di Indonesia.  Sebahagran  menya-
takan bahwa pembangunan sebagal usaha mema-

jukan  kehidupan  masyarakat  dan  warganya.
Namun bad sebahaedan orang pembangunan yang
dilaksanakan pemerintah adalah malapetaka yang
mendamparkan  hidup  rakyat.  Akibat  adanya
pembangunan rakyat harus tergusur, tertindas, dan
dimargivalkan.  Untuk sebuah pembangunan me-
reka harus kehilangan kesempatan untuk menik-
mati berkah alam semesta. Pembangunan akhirnya
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didefinisikan  sebagai penggusuran, pengungsian,
dan pemaksaan kehendak pemerintah.

Untuk memaknai  pembangunan  secara
benar maka pendekatan penting yang dilakukan
adalah  mengukur  keberhasilan  pembangunan
secara komprehensif. Arief Budiman memaparkan
lima hal yang harus dijadikan ukuran keberhasilan

pembangunan.  PG#z7er¢,  pertumbuhan  ekonomi
yang tinggr.  Secara tekhnis diukur dengan GNP
dan GDP.  Kcc7zf¢, pemerataan yang menunjukkan
tidak adanya perbedaan yang mencolok keadaan
seseorang dengan orang lain, wilayah satu dengan
wilayah  lainnya.  Kczzgc7,  kuahtas  kehidupan  yang
diukur melalui usia harapan hidup, kematian bavi,
dan melek huruf  dan pencerdasan masyarakat.
KCGz¢c7/,  berkaitan  denga  kerusakan  lingkungan
dimana pembangunan diwajibkan untuk meme-
lihara  kelestarian  alam  sekitar.  Kc/¢.Aer¢,  keadilan
sosial yang mdiputi tidak saja secara  statis tetapi

juga hubungan antar masyarakat secara dinamis.
Lantas  dengan  melihat fakta-fakta yang

terjadi  sekarang dikaitkan dengan berbagal tolok
ukur tersebut sudah berhasilkah pembanguan kita?

]awabannya  sangatlah  beragam.  Namun,  bila
mengamati antrian panjang ibu-ibu untuk mem-
peroleh minyak tanah tidaklah  sulit kita menga-
takan bahwa ketimpangan ekonomi yang terjadi
masih  sangat  tinggi  dan  pembangunan  aspek
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pemerataan dengan sendirinya gagal dilaksanakan.
Ditambah laal dengan masih besamya jumlch mas-

yarakat yang makan nasi campur ubi kayu, bahkan
Balita KEP masih saja menggelantung di dada ibu-
ibu beralzi buruk. Dalam bidang pendidikan ter-
nyata  data  yang  diungkap  oleh  Kepala Dinas
Pendidikan  Riau tidaklah  dapat mencerrinkan
sebuah kebefhasilan pembangunan.  Sekolah  saat
ini baal sebahaalan masyarakat merupakan sesuatu

yangsangatmahal.]arangakankitadengarseorang
anak  tukang  sapu  jalan  mampu  menamatkan
perguruantingctkarenauntukmasukkeperguruan
tingal memerlukan biaya yang tidak kecfl.

Pendidikan yang diselenggarakan  swasta
hanya membantu menyediakan lembaga pendidi-
kan  alternatif.  Mutu  pendidikan  masih  sangat
tertinggal kecuah pada sekolah-sekolah yang ber-
tarif  tingal.  Sekolah negeri banyak yang dikelola
asal  jadi.  Biayanya pun  tidak  tergolong murah.
Banyck cara yang dilakukan sekolah untuk meng-

grogoti kantong wan murid. Komite Sekolah yang
dibentuk bukannya meringankan  beban, malah
mereka lebih  berfungsi  melegitimasi pengelola
sekolah membebani biaya macan-macam kepada
muridnya.

Di  sisi lain  ternyata  sampai saat ini mas-
yarakat belum mampu menikmati air bersih secara
baik dan  merata.  Listrik hidup-hidup  mati dan
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bahkan sudah cenderung mengakibatkan kerusa-
kan  kepada  berbagai  peralatan  rumah  tangga
masyarakat. Di tengah-tengah kegelapan malam itu
maling pun makin menjamur.  Keamanan masya-
rakat sangat terusik. Di siang bolong pun rampok
merajalela. Kuahtas kejahatannya makin tingd dan
senjata yang digunakan juga malin cangrih.

Nyata sekali perbedaan antara si kaya dan
si miskin. Tidak sedikit seminar dan I/#/Govc#/ yang
dilontarkan pada si miskin, tetapi kehidupan rakyat
jelata belum juga mampu dientashan dari kemiski-
nan itu.  Mereka dikejar-kejar oleh aparat kafena
"korupsi" menggunakan badan jalan untuk ber-

jualan.  Padahal  aparat yang memporak-poranda
gerobak itu  adalah  mereka-mereka yang meng-
korupsi  pembangunan  jalan.  Lingkungan  rusak
berat  sementara  perusaknya  justru  mendapat
fasilitas-fasiltitas  dari  pemefintah.  Rakyat yang
sudah  sengsara  menampik  dampak  kerusakan
lingkungan  malah  disalah-salahkan.  Kesinam-
bungan pembangunan bukannya diflkirkan tetapi
malah  dirusak  oleh  keinginan-keinalnan  jangka

pendek.  Dana reboisasi malah  dikorupsi dengan
dalih yang tidak dapat diterima akal sehat.

Sementara itu,  ditinjau dari  aspek peme-
rintahan yang bersih  dan berwibawa makin ter-
ungkap  bahwa  justru  pembersih  malah  yang
berbuat  tidak  bersih.  Terkait  dana  Parpol  22
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pejabat di Kampar diperiksa. Anggota DPRD di
berbagai kabupaten mulal terungkap permainan-

permainan  curangnya  dalam  menyusun  dan
menggunakan  uang rakyat.  Kepercayaan  yang
diberikan rakyat justru dibalas  dengan penipuan-

penipuan terhadap rakyat. Apakah itu dengan nama
dana p,urna bakti, tunjangan baju, tunjangan kese-
hatan, dan setumpuk pembenaran lainnya. Ironis-
nya last,  ternyata  30 wajib  pajak RIau terancam
disandera  karena  lalai  melunasi  kewajibannya.
"J4rz7#g 4¢4z.J 4GJ7. ¢z.#4jiJ ' merupakan perumpamaan

yang mungkin  sangat relevan untuk menggam-
barkankeadaantersebut.Sekarangtinggalmeminh,
akan dibiarkankah keadaan tersebut terus berlang-
sung atau memang kita harus berubah bersama?!.
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(Memanfaatkan Momentum Reformasi untuk RIau Baru)

Pembangunan  daerah di Riau pada  mulanya
menjadi harapan yang menggunung dari se-

genap  masyarakat.  Setelah  sekian  lama  tidak
mampu mendudulckan putra daerah menj adi orang
nomor satu di Tanah Melayu, akhirnya Saleh Djasit
duduk  sebagai  Gubernur  Riau  menggantikan
Soeripto.  Ketika itu  semua orang menggantang
harap  akan  kembalinya  kejayaan  Puak  Melayu.
Inilah sebuah momentum yang sangat berharga dan
menjadi salah satu tonggak bad bergemanya kem-
bali marwah anak jati Riau. Kesempatan ini dapat
dimanfaatkan untuk menghela sejumlah masyara-
kat Riau keluar dari kungkungan kemelaratan yang
membelenggunya.

Beriring dengan itu reformasi pun meng-

gema  di  Indonesia.  Soeharto,  setelah  bercokol
demikian lama di Indonesia, berhasfl dilengserkan.
Meskipun  antek-anteknya  masih  bermain  dan
rezimnya tak mungkin dikikis secara tuntas dalam
waktu singkat namun suasana telah mulai berubah.
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Pemerintahan yang semula sangat represif mulai
menunjukkanadanyaperkembanganpernik-pernik
demokrasi.Inimerupakanmomentumyangsangat
berharga baal RIau.

Di bawah rezim represif yang dikomandoi
Soeharto  dan  anak-anaknya Riau  selalu dijadikan
ajang perburuan.  Betapa banyak sumber-sumber
Riau yang dihisap hanya untuk kepentingrn kroni-
kroni mereka.  Rakyat RIau bukan  saja  tidak me-
nikmati  dari  apa  yang  dieksploitasi  di  sekitar
mereka,  bahkan  dampak negatif dari eksploitasi
itulah  yang  mereka  rasakan.  Bak  kata  pepatah
"Orangjangmahonriang/hoanalejatiMelayMFliauyang

¢crge/z.AVcz#g gc/zz4#ji#''.   Setelah rezim tersebut mulal
lunglai dan wacana baru menguak, maka terbuka

pula satu pintu bagr RIau untuk merebut kembah
hak-hakmereka.Meskipuntidakterlalubesarcelah

yang terbuka, nanun gerbang ini sebenamya lebih
dari cukup baed Riau untuk keluar dari ruang gelap

yang  selama  ini  meliputinya.  Ada  laluan  yang
seharusnya mampu dijadikan liang menjulurkan
badanguntukbemapasdanlegadiruangyanglapang.

Kejatuhan Soeharto diikuti pula oleh per-
gantian  kepemimpinan  nasional yang berjalan
cepat. Habibie hanya mampu bertahan sementara,
laluGusDurpunterdepakdalamwaktuyangsing-
kat.  Kepemimpinan  dilanjutkan  oleh Megawati
yang juga masih belum tentu bisa lama bertahan.
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Namun  sederas  apapun  pergulatan  politik  di
tingkat nasional ada buah manis yang dapat dipetik
daerah.  Desakan untuk melepas belenggu sistem

pemerintahan  yang  sentralistik  ternyata  sangat
kuat  dan  pada  akhimya  membuahkan  hasil.
Diundangkannya UU No.  22/1999  dan No.25/
1999  merubah  mekanisme  pemerintahan yang
berlaku di Indonesia. Era ini lazim disebut sebaed
era Otonomi Daerah. Riau yang selama ini tidak
memperoleh baalan dari sumber-sumbef alamnya
dalam era otonomi ini mendapat baSan yang dapat
dikatakan relatif memadal. Meskipun di sana-sini

pemerintah  pusat masih  saja mencekoki baedan
yang seharusnya  diterima  Riau, namun berkah
otonomi  cukup  lumayan untuk dijadikan bekal
berlari  mengejar  ketertinggalan  sehingga  mas-

yarakat tidak laal tertindas oleh pergerakan zaman.
Tiga  momentum di  atas  yang bergelora

dalam skala nasional merupakan peluang yang amat
berharga dan dapat dipastikan memberikan man-
faat yang besar bila pandal menggunakannya. Di
luar  itu,  dalam  skala  regional,  baik ASEAN
maupun  ASIA-PASIFIK  pergerakan  ke  arah
perbaikan  ekonomi  dan  politik  menjadi  pen-
stimulus  berjalannya  ekonomi  Riau  secara  riil.
Singapura dan daratan Asia Timur mulal meng-
geliat  dan  berimbas  pada  terbukanya  peluang
ekonomi whayah lairmya.
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Pada dasarnya era sekarang adalah era yang
dapat dijadikan  tonggak awal  baal  kebangkitan
Riau ke  depan.  Kinilah  saatnya menyusun anca-
ngan dan memadukan langkah untuk menegakkan
"bendera" marwah, kalaupun tak inaln dikatakan

sebagal "Bendera RIau Merdeka''. Keluar dari jerat
kemiskinan dan keterhimpitan bukanlah pekerjaan

gampang.  Tidak  semudah  membalik  telapak
tangan.  Harus  disusun  cara yang bernas  untuk
sampai  kepada  tujuan yang disepakati  bersama.
Pada  tahap  itu  sebenarnya  sangat  diperlukan
kehati-hatian dan kearifan dalam mengunpulkan
semuakekuatandanmenggunakannyapadabidang
yang tepat. Hal ini pending bfla tidak inSn peluang
itu terbang tak berbekas. Sudahkah Riau memulai

pembenahan tentang itu?
Pada taraf perencanaan nampaknya Riau

berangsurmenapak.RakyatmelaluiDPRDdengan
usulan  pemerintah  telah  mampu mensepakati
kemana bahtera hendak dibawa.  Visi Riau 2020
bergema ke  seluruh pelosok kampung. Ada misi
dan strateS yang mengrfugnya. Berlch otonomi
dilansir untuk memberdayakan masyarakat lapis
bawah yang dikategorikan rakyat miskin. ]um-
1ahnya  di RIau  tidak tangung-tanggung.  Sampai
tahun2002masihmencapai42,7%.Berbagalprog-
ram ditaja untuk itu.  Setiap kabupaten berbenah
untukmencarisesuatuyangterbalkbaSdaerahnya.
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Itulah impian dan harapan semula. Tapi, apahah
yang terjadi di lapangan sesuai dengan mimpi itu?

Beberapa pernik yang terkuak nampaknya
se;pewi, "Jamb Pangflang deri  apt."   M!orneatirm can
harapan tidaklah  dimanfaatkan  sebagai tonggak
mencapai  keberhasilan.  Para wakil  rakyat yang
mengemban amanat reformasi lebih  disibukkan
untuk memperbesar gaji dan tunjangannya. Lebih

parah lagi mereka malah  sibuk terlibat dengan
berbagal kectatan proyek pemerintah yang pada
dasamya adalah merupakan apa yang seharusnya
mereka basmi. Di tingkat kabupaten hal ini malah
dilakukan  dengan  cara-cara yang sudah  sangat
kasar. Pada akhirnya yang muncul adalah kongka-
lingkong antara eksekutif dan leedslatif yang satu
di antara mereka saling mengivtai.

Pada tingkat masyarakat puak-puak men-
jadi baedan yang terpisahkan  dan  satu  sama lain
tak hendak dirangkai menjadi kekuatan yang lebih
besar. Kepri tak laal mau ditautkan dengan dara-
tan. Sementara itu di wilayah pesisir dikumandang-
kan pula keinalnan untuk berceral  dengan usul
membentuk Provinsi Riau Pesisir. Meski tak lari
dari kata Riau,  tetapi keinginan  untuk bersama
dalam lingkup RIau itu sendiri nanpalmya terbural
dan terungkal oleh sesuatu yang masih kabur kebe-
radaannya.  Ini tentunya bukan momentum yang
sesungguhnya yang dapat dimanfaatkan  untuk
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kepentingan  anak jati Melayu.
Banyak budak Melayu saat ini yang mulal

sensitif terhadap perbedaan, tetapi tidak pula kon-
sisten terhadap  kebersamaan.  Sebaliknya banyak

pula yang mengunandangkan kebersamaan, tetapi
lebih banyak berbuat untuk mengentalkan per-
bedaan hingga tak ada tuas  untuk saling berkalt.
Sangat malu  bila  dinyatakan  bahwa  masyarakat
MelayusepertimemanjatPohonPinang.Tapi,tidak

pula dapat dipungkiri bahwa memang masyarakat
MelayutidaklchsepertiRumpunBambuyangtegak
sahag menunj ang.

Ada  apa  dengan Riau? Inilah pertanyaan
yang kiranya perlu  direnungkan bersama.  Mum-
pung film j4dc7 j4p¢ c7G#gzz# Cz.#/zz   L242DC/ laal laris
di pasaran maka pertanyaan yang sama tentunya

patut diajuhan pada segenap lapisan budak Melayu
Riau.  Ini pending untuk mengungkitkan  kembali
kesadaran bersama bahwa sesungguhnya kita perlu
memanfaatkan berbagai momentum  di  atas.  Pe-
luang tidak mungkin datang dua lali dan kesalahan
menggunakankekuatanuntukmenangkappeluang
itu hanyalah kesia-siaan belaka. Apalaal bukannya
menyusun  kekuatan  untuk menangkapnya.  Me-
masuki era yang lebih sulit dua tahun mendatang

perlu kiranya segenap anak jati Melayu menanam-
kan tekad untuk berani mengakui kekurangan dan
dengan penuh kesadaran merangkal kebersamaan.
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]angan sorrl:pal orang buta dra holi kebilangan tongihot,
dan tah munghiMi dra kali |jisang berbuab. K!e; depan
adalah era kita dan jangan campakkan itu hanya
oleh kepentingan dan kenikmatan sesaat. Itu nama-
nya sarna dengan Narkoba. . .!!!.
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KANDANG  MUSANG

(Fenomena Pendirian Berbagdi Perusahaan di Riau)

S:La5a:ebme:anpgau:¥n:ayn¥a]nalu;::=:]fkoavnRIb:I
berapa perusahaan yang akan menjadi penopang
berkembangnyaperekonomiandiwilayahinidalam
era  otonomi  daerah.  Di bidang transportasi,  di-
kembangkan  wacana  untuk  mendirikan  R/.czz/
j4z.r/z.#c'.  Dalam  upaya  memupuk  modal  dalam
bentuk  investasi  asing,  digagas  pula  rencana
mendirikan  Rj.4z/  J#2Jerzerc#/  Corpor¢Jz.o#.  Khusus
untuk  membekap  permodalan  bagi  ekonomi
rakyat,  diancang pendirian perusahaan PG#727oc7¢/4#
E4o#ozz7z. R4/gr4/.  Sementara untuk mengantisipasi
berakhimyapengelolaanBlokCPP,makadidorong

pula lahimya R;.¢z/ Oz./ Coxp¢#/.
Dalamperspektifmanajemenpemerintahan,

seolah-olah Pemprov RIau ingin melakukan Rfz.#-
8;e#/z.#g Go"GrwG#/.  Sehingga,  berbagai  upaya pela-

yanan masyarakat mulai diserahkan pada pihak
ketiga (swasta). Instansi dinas atau badan yang ada
di lingkungan pemerintahan dikuranal perannya.
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Hal ini dilakukan karena instansi/dinas selama ini
cenderung  hanya  bersifat  cot/ cG#/gr,  boros,  ber-
indikasi  KKN  dan  lebih  dekat istilah  "proyek"
ketimbang pelayanan masyarakat yang optimal dan
eflsien.

Mewiraswastakan birokrasi memang meru-
pakan langkah penting dalam menghadapi per-
caturan global mendatang. Sebab, tuntutan kualitas
dalam dinamika masyarakat yang kian cepat dan
tanpa  batas (4o#Jc#"T) meningkat deras. Nampak-
nya Gubemur Riau tidak sabar laal dengan kinerja
aparat birokrasinya.

Gagasan pemberdayaan ekonomi rakyat yang
dikumandangkannya  sejak mulal  dilantik sampan
saat ini belum mampu ditindaklanjuti pada tingkat
implementasi program  secara memuaskan.  Ter-
ma'suk pemberian modal dengan dana murah me-
lalui alokasi APBD 2001 sebesar Rp 77 miliar sam-

pai  akhir November 2001, yang belum  menun-
jukkan  sebuah kemajuan program yang memang
dapat diandalkan untuk mengangkat kesej ahteraan
rakyat.  Untuk itulah mungkin diperlukan adanya

pengalihan ke pihak ketiga (swasta) agar program
pemberdayaan ekonomi rakyat ditangani  secara
profesional dengan mendirikan Perusahaan Pcrzco-
dalari Ehonomi Rakyat.

Pada bidang strateals lainnya seperti pener-
bangan tentunya sulit untuk dipercayakan penge-
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lolaannyasecaralangsungpadadinaspefhubungan.
Pengelolaan  migas  memang tidak mungkin  di-
serahkan pada Dinas Pertambangan, karena aturan
mainnyamemangmenghendakiadanyaperusahaan
swasta sebagal pengelola. Sedangkan dalam memu-

puk modal  asing  bagi  pengelolaan  sumberdaya
strategis  di  RIau  tidak  mungkin  berharap  dari
kemampuan Badan Promosi dan Investasi @P|).

Sebab instansi ini @PI), sebelumnya malah
tidak memfungsikan  diri sebagai lembaga yang
mengakomodir datangnya investasi. Ahan tetapi,
malah lebih dominan sebagal alat kontrol dalam
melakukan  investasi.  Bahkan,  terkesan  sebagai
salah satu faktor penghambat penanaman modal
dalam negeri dan asing karena perhalou birokratis

yang mereka  mainkan.  Ini  berarti,  pendirian
perusahaan  Rj.¢z/  J#„crz27e#/  Corpor¢/z.o#  menjadi
urgen adanya.

Kekhawatiran  akan  berkurangnya  fungsi
dinas/instansi  dari proses  swastanisasi  berbagai
bidang  kefja  mereka  tidak  perlu  dicemaskan.
Dalam  perspektif otonomi  daerah,  peran  dan
wewenang  dinas/instansi  di  tingkat  provinsi
memang sudah jauh berkurang.  Otonomi daerch
menitikberatkan  pelimpahan  wewenang pada
tingkat kabupaten/kota.  01eh karena itu,  fungsi
dinas/instansi tingkat provinsi hanya akan lebih
banyak sebagal koordinator dan mediator.
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Hal-hal yang befsifat pelayanan masyarakat
dan pengelolaan sumber-sumber ekonomi, sebaik-
nya  memang  diserahkan  pada  pihak  swasta.
Sehingga gubernur dalam perannya sebagal kepala
pemerintahan dan kepala daerah dapat lebih lincah
dan tidak "digandoli" oleh aparat birokrasi yang
besar, namun lembek dan tidak eflsien.  Banyak
bidangyangsebenamyadapatdialihkanpadapihak
swasta  seperti  pengelolaan  perdagangan,  per-
kebunan,pertanian,danpedengkapan-pedengkapan
rumah tangga.  Selama ini,  fungsi dinas/instansi
juga hanya sebagal pemegrng proyek,  sedangkan
pelaksananya sudah diserahkan pada pihak swasta.
Padahal seharusnya mefeka cukup sebagal penga-
was yang didasarkan pada standardisasi yang jelas
dan disepakati bersana. Dengan demikian kebo-
coran anggaran dapat dikuraned.

Bagaimanapun  balknya gagasan itu, pihak
DPRD selaku representasi rakyat juga harus wanti-
wanti dalam menvikapinya. ]angan  sampai pen-
dirianberbagaiperusahaaninimalahsepertiistlah,
"Mem|]erbe§ar  handang  m¢uJang  dan  mem|JerJempit

4¢#J4#g 4j/#er." Tidak jarang berbagai perusahaan
yang didirikan pemerintah hanya digunahan untuk
pengalihan  anggaran dan hasilnya malah mem-
bebani APBD. Di Riau, munglin hanya BPD RIau
saja yang sudah memberikan kontribusi kepada
APBD.  Perusahaan daerah lain sepertinya hanya
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"menyusu" saja pada pemerintah daerah.

Banyak hal yang harus  dicermati DPRD
dalammemberikanpersetujuanpenc]irianberbagai

perusahaan  dimaksud.  PGr/¢zgr¢,  bentuk  badan
usahanya  kalau berbentuk  Perusahaan  Daerah
(PD)  rasanya  akan  percuma,  sebab  kerjasama
dengan pihak asing tidak mungkin dilakukan. Hal
ini menalngat bentuk badan usaha tersebut tidak
dikenaldalamhukumdagangintemasional.Contoh
konkritnya, BPD RIau yang selana ini tidak bisa
menjadi Bank Devisa karena bentuk badan usaha-
nya masih  Perusahaan Daerah  a?D).  Sedangkan
untuk membentuk badan usaha Perseroan Ter-
batas a?I) masih terkendala akibat belun adanya
Perdayangmengaturtentangitu,yangdiselaraskan
dengan UU No 1/1995 tentang PT.

KeJzf¢,  fungsi perusahaan  dalam konstelasi

perbaikan kinerja birokrasi harus ditata sedenrikian
rupa,  sehingga  tidak mehimbulkan kesimpang-
siuran, khususnya dalam pengawasan  dan pen-
binaan. Dalan memperjuangkan marwah RIau saja,

pengaruh ini sudah dominan, apalaal nanti kalau
sudah ada "kue''nya. Harus ada aturan yang jelas
tentang siapa  dan  apa  tanggung jawab masing-
masing dalan perkembangan pengelolaan peru-
sahaan. Termasuk menentulan pemegang saham-
nya, karena akan terkait dengan lintas kabupaten.

Kc#4zz, pertanggungjawaban  anggaran.  Mo-
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dal dasar perusahaan tersebut akan menggunahan
dana publik (APBD). Harus jelas bagaimana meka-
nismenya  dan  sistem pertanggungjawabannya.
Termasuk hasil darn perusahaan tersebut dan dam-

paknya terhadap masyarckat, baik positif maupun
upaya mengantisipasi danpak negatifnya.

DPRD tidak bisa bersantai ria menghadap
persoalan ini. Mereka segcra harus membuat Perda
yang memungkinkan  daerah punya perusahaan
dalam bentuk PT, namun dapat dipertanggung-
jawaban kepada publik. ]angan sampal niat baik
mendirikanperusahaan-perusahaantersebuthanya
menyediakan kesempatan pada pihak-pihak yang
kurang bertanggung jawab "menjarah" RIau, tanpa
memberikan perlindungan dan perbaikan hidup
baal 43,60/o masyarakat Riau yang masih miskin
dan berada dalam kesuritan.

Perlu pula diingat bahwa krisis global kedua
diperkirakan  akan  melanda  dunia  pada  paruh
pertama tahun 2002. Indonesia diperkirakan akan
mengalami dampak yang cukup parah, dan RIau
tentunya tidak akan terlepas dari itu. Sepantasnya-
1ah  diambil  kebijakan,  yang  memang  strategis
untuk mampu mehndunal masyarakat dari hem-
pasan krisis..
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FIADA BURUNG  PIPIT

(Evaluasi Kinerja BUNID RIau)

M::¥::;::tiegaa:a:a:p:aykannygadrie#kandaGP;:
Dun  soal Blok CPP.  Meskipun  ada garansi  dari

presiden  untuk mendapatkan  modal,  termasuk
mengemis  keluar negeri.  Pengelolaan Blok CPP
oleh BIND menjadi tantangan yang cukup  surit
untuk dijawab. Pada satu sisi, tantangan itu dapat
menjadi sebuah perangkap yang akan menyudut-
kan  posisi  tawar-menawar  (4¢rg¢z.#z.#g Porz./z.o#)
daerah. Namun di sisi lain, daerah dapat menjadi-
kan  ini  sebagai  r/zzr/z.#g Poz.#/ untuk  menguasai
sunber-sumber ekonomi daerah secara lebih/zz.r.

Untuk mendapatkan rezeki minyak pada Blok
CPP,  pemerintah  daerah  harus  memhiki  sebuah
BUMD yang profesional di bidang usaha Migas.
Ini tentunya bukan pekerjaan yang ganpang baal
Pemda RIau. BuhD yang ada sekarang saja kon-
tribusinya  bagi  daerah  boleh  dikatakan  sangat
minim.Biladibandingdanayangdikeluafkanuntuk
membinanya, hasil yang diperoleh Buhm RIau,
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sangat  tidak  memadai.  Kontribusi  beberapa
BuhD Riau terhadap IIAD hanya sekitar  1,4°/o,
dan itupun 99°/o berasal dari BPD. Mencengangkan
sekali,  bila  sebuah  pompa  bensin yang  dikelola
BuhAI) hanya mampu menyurnbangkan Rp 24 juta
secara tetap  setiap  tahunnya.  Pengalaman buruk
kinerja BuhD selama ini akan menciutkan sema-
ngatdanoptimismemasyarakatmendapatkanBlok
CPP.

Gus Dun sepeftinya sangat paham dengan kon-
disi  tersebut. ]angankan  BUMD, pada  tataran
nasionalBUMNyangtelahdiberihsensimonopoh,
bahkan  tidak mampu  menunjukkan  profesio-
nahsmenya. ]adi, secara tidak langsung, Gus Dun
bag;@iharL "Mayttaphom makanan Enggarigfiade Seehor
8#"#g Pz¢z./."   Jangankan tertelan, terkunyah saja
mungkin tidak. Sulit baal Riau untuk melahifkan
sebuah BUMD  yang pfofesional.  Ketersediaan
SDM dapat saja diatasi dengan membentuk kon-
sorsium, tetapi nampaknya kondisi politik belum
menunjang untuk itu.

DPRD  sebagal representasi masyarakat Riau,
seharusnyamencermatiitupadatataranperundang-
undangan dan standar operasional yang dibuluh-
han untuk pengawasan. Sedangkan aparat birokrasi
Pemda  selayaknya melakukan konsolidasi kekua-
tan  searah dengan kebutuhan dan bidang bisnis
yang dikelola. Bfla kedua lembaga ini dapat men-
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sineralkan langkahnya, diharapkan lahirnya sebuah
institusi bisnis yang profesional yang dimiliki dae-
rah RIau. Bila sebaliknya, maka tidak akan pernah
ada  kesempatan  bagi  daerah  untuk  menguasai
sektor-sektor bisnis  strateals yang ada di RIau.

Ke depan, tentunya kondisi semacam itu tidak
dapat laal diabalkan. Ini menalngat bealtu banyak
SDA strateals yang dimiliki Riau.  Sejalan dengan

perkembangandemokratisasidanS]iranreformasi,
Riau harus  mempersiapkan BUMD yang profe-
sional.  Setiap  kabupaten  seyogyanya  tanggap.
Secaradiniharusdidatasumber-sumberyangdapat
dikelola  melalui  BUMD,  termasuk  SDA  yang
selama ini  dikelola asing,  agar diantisipasi kapan
kontrak kerjanya habis.  Selanjutnya, dapat digan-
tikan  oleh  BUMD  yang  telah  dibentuk  secara

profesional.
Pemupukan modal harus  melibatkan rakyat

dengan  menjual  saham  pada  rakyat  sampai  di

pedesaan.  Permodalan  kolektif  seperti  ini  akan
mampu membentuk akuntabilitas usaha yang lebih
transparan.  Pemda  harus  mampu memangkas
BUMD  yang  selama ini biasanya  cuma  "netek''.
Kemudian,  memilih yang terkalt dengan penye-
diaan kebutuhan pokok rakyat untuk tetap dibina
sebagal alat pemerataan.  Selanjutnya, baru mem-
bentuk BUMD  baru  pada  sektor-sektor bisnis
strategis.  Refofmasi  seperti  ini  sangat  mutlak
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dilakuhan untuk menopang PAD.
Limpahan  dana  dari pusat,  sejalan  dengan

desantralisasi  flskal,  harus  dimanfaatkan  untuk
meningkatkan kemampuan daerah memperoleh
pendapatan dari sektor produktif dan terbaharui.
Menjadi aneh sekali bila di suatu daerah yang ber-
taburan danau-danau kecil tidak dapat dikonso-
lidasi terbentuknya BUMD  yang berbasis  mas-

yarakat yang mampu, mengelola usaha perikanan
darat sampal menghasilhan produk-produk lanju-
tannya seperti pakan temak, pengalengan ikan, dan
ekspor komoditi perikanan lainnya.

Di Kabupaten Rokan Hulu pernah din for-
masikan  terbuangnya  800  ton  jagung  petani
transmigranyangtidakbisadijualakibatrendahnya
harga jual. Kondisi ini tentunya sangat menyedih-
kan dan memprihatinkan. Bila ada institusi yang
secara profesional memanfaatkan sumber-surnber
seperti itu,  masyarakat dengan  sendirinya  akan
sangat tertolong. ]agung tersebut dapat diolah di
wilayah  tempatan menjadi produk-produk yang
kompetitif.

Untuk membuat sebuah BURD yang profe-
sional, Pemda harus memulainya dengan menge-

•sampingkanarogansibirokrasiyangselamainitelah

terbulrd sangat meruSkan semua pihak. Investiga§i
profesional pada bidang usaha yang akan dikelola
harus  secara  dini  dilakukan.  Kemudian  secafa
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otonom mereka diberi peluang untuk menciptakan
unit usaha  strateals  pada  bidang tersebut.  Agar
tidak kebablasan DPRD dan Pemda harus mem-
buat rambu-rambu yang hanya digunakan untuk
jero#z./o#.#g  dan  menjamin  akuntabilitas  BUMD
tersebut baal kepentingan pembangrnan daerah.
0leh karena itu, meskipun pendekatannya lebih
bersifat swastanisasi, itu harus  diartikan  sebagal
usahauntukmenciptakanBuhDyangkompetitif.

Selanjutnya, BUNI) harus dibangun dalam sis-
tern yang transparan, sehingga informasi tentang
kinerjanya dapat dipantau masyarakat,  termasuk

penggunaan  basil  keberhasilannya.  Pengelolaan
tekflis  dan  organisasional,  dapat  saja  dilakukan
dengan pendekatan manaj emen modern kemitraan
atau  bahkan /.o¢.#/  oj)crzz/z.o#r.  Tetapi,  sepanjang
tenaga dan rfez.//dari daerah memungkinkan, harus-
lah digunakan secara optimal.

Usaha patungan diperlukan benar-benar hanya
untuk kepentingan  transfer teknoloal dan ilmu
pengetahuan. Rencana waktunya harus ditentukan
secara  pasti,  walaupun  dengan  pola  bertahap.
Kepemihkan  saham harus bersifat kolektif  dan
Pemda  hanya  sebagai PG#J/z."z//#J  toerangsang)

pergerakan semangat investasi masyarakat. Namun
demikian,  organ  komisaris  harus  memasukkan
unsur-unsur profesional yang diharapkan mampu
manjadi pengawas yang optimal. Dukungan politis
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darn Pemda hanya diberikan darn adanya opsi-opsi
teknis dan strateds yang disodorkan BuhD ter-
sebut. Ini untuk menghindari Buho yang bisanya
hanya menggrogoti keuangan daerah. Pada jajaran
direksi  penunjrikannya harus  didasarkan  pada
kapabalitas, kompetensi, dan aspek moralnya yang
teruji.

]angan  sampan ada  direksi yang setelah
BuhD mendapat proyck malah mensubkontrak-
kannya pada perusahaan pribadi yang dinhikinya.
Perilaku seperti ini, tentunya bukan merupakan
kondisi objektif untuk mendapackan BUMD yang
profesional secara optimal. Pola 4o¢or¢/g go2/pr#4#cB
yang dibentuk oleh DPRD  dan Pemda melalui
perancangan  sistem harus dapat dipatuhi  semua
pihakyangadadiBuhDmaupunolehDPRDdan
Pemda   itu  sendiri. Arinya, konsistensi menjadi
tolak ukur penting.  Menjadikan BUMD  sebagai
sumber  dana  kampanye  partai,  tentunya  akan
sangat mengganggu profesionalisme  kehadiran
Burn.,
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BERBULUAMAM

(MencermatiPerseteruanProyekNlultiyearsdiRIau)

Perdebatan tentang pelaksanaan pembangunanii RIau selalu saja famal dan meriah. Kadang
memberikanmaknabahwaRiaumemangmend]iki
masyarakat yang dinamis  dan sangat demokfatis
sehinggasatuusulanprogramtidaksertamertabisa
lolos tanpa sflang pendapat dan adu argunentasi

yangkeras.Padasisilalnsepertiingjnmenunjukkan
betapa  orang RIau  sangat lemah  daya  kebersa-
maannya sehingga sulit mencari titik temu untuk
saling sepakat terhadap  seuatu hal.

Bagaimanapun positifnya sebuah ide dan
gagasan  jika  tidak melingkup  semua  unsur  dan
elemen pastilah  akan  mendapat tantangan  dari
elemen-elemen yang merasa ditinggalkan.  Orang
Riau dalan konteks ini seperti memanjat batang

pinang. Saling berebut dan injak menginjak untuk
memastikan bahwa ialah yang paling patut dan
palingmunglinmemperolehsesuatu.Tidcksepefti
rumpun bambu yang saling menopang.
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Perdebatan terbaru di Riau yang makin
seru misalnya adalah menyangkut pembangunan
infrastruktur jalan dan jembatan yang akan meng-
hubungkan beberapa wilayah Riau yang sebelum
ini sangat terisohi. Berbagal dikotomi mengemuka
dalammen)rikapiprogramdanproyekinimen§ngat
dana yang dibutuhkan untuk merealisasinya me-
mang tidak kecil dan sistem pembayarannya juga
harus melalui beberapa kali penganggaran tahunan
APBD  (multiyears).

Pc„zz"a, dikotomi antara DPRD lama dan
DPRD  baru.  Silang pendapat dimulai  dari per-
debatan tentang siapa yang berhak mengesahkan
proyek-proyek tersebut dianggarkan  di APBD
Riau.  Masa  tugas  DPRD  1999-2.004  sudah  akan
berakhir dan bakal diganti oleh DPRD hasil Pemilu
2004. Pada akhir-akhir masa jabatan tersebut  (¢4e
/¢T/ jnd##Jg)  anggota DPRD  lama menyetujui dan
mengesahkan adanya program dan proyek pemba-
ngunan yang mencapai nilai Rp 1,7 trilyun dengan

pola penganggaran multiyears. Berbagai kalangan
mencurigal ini merupakan program dadakan dan
DPRD  lama  seolah-olah  melakukan  praktek-

praktek  yang  tidak  terpuji.  Bahkan  kecurigaan
bahwa  mereka  telah  melakukan  KKN  dengan
menerima/gc sebesar 7°/o dari nilal proyek menge-
muka. Proyek dianggap sebagal sarang korupsi dan

pemerintah mengambil momentum akan berakhir-
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nya masa jabatan DPRD lama untuk mengesahkan
dan  menyetujuinya.  Sisi  lain  dari  dikotomi ini
membenarkan bahwa tidak ada  salahnya-DPRD
lama  mengesahkan  itu  karena  memang mereka
masih punya hak untuk melakukan fungsi 4z//gg¢.#g
meskipun  itu  pada  menit-menit  terakhir  masa
baktinya.

Kcc7z/cz, dikotomi antara APBD  murni dan
APBD  ABT.  Sebagian  kalangan  menilai  bahwa
dana pembangunan  yang demikian  besaf  tidak

pantas  untuk  dimulai  penganggarannya  dalam
pengajuan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) oleh
pihak eksekutif ke  legislatif.  Media ABT hanya
digunakan untuk mengajukan perbaikan anggaran
dan penambahan atau menguranct program dan
proyek pembangunan dari kelebihan atau kekura-
ngan pendapatan yang diterima  daerah.  Pembia-

yaan pembangunan yang sifatnya berkait dengan
anggaran yang besar dan bahkan membutuhkan
penganggaran multi-tahunan sebalknya dilakukan
dalam penganggaran APBD murni. Penganggaran
dalam ABT justru memberi kesan adanya pemak-
saaan anggaran tanpa kajian yang matang dari seed
urgensitas,  substansi,  dan  kelayakan  nilainya.
DPRD tidak punya banyak waktu untuk melaku-
kan  evaluasi  terhadap  anggaran  yang diajukan
pemerintch dalan ABT.

Sisi lain dalam dikotomi ini berpendapat
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bahwa dalam APBD, ABT juga dapat diusulkan
proyek-proyekbaruyangharusdidanalolehdaerah
meskipun pembiayaannya tidak sanggup didanal
melalui  satu  tahun  anggaran.  Perhatian  hanya
ditujukan pada urgensitas proyek dan prioritasnya
dilaksanakan  di Riau.  Bila proyek itu  sangat  di-
butuhkan maka di media penganggaran manapun
(murni atau ABT)  DPRD dapat memainkan hak
buds/et-nya.

Ke/zgiv,  dikotomi berkembang pada  siapa

yang bakal mengerjakan proyek yalmi antara pe-
ngusaha lohal dan luar lokal. Perseteruan pendapat
semakin bergeser pada aspek kepentingan. Melalui

penganggaran dengan cara multiyears  akan me-
ngunci ke.sempatan pengusaha lokal untuk terlibat.
Nilai proyek yang deinikian besar membutuhkan
kualiflkasi  perusahaan  yang  berkantong  tebal.
Pengusaha-pengusaha  seperti ini baru hanya ada
di Jakarta.  Sedangkan  di  Riau  belum  mencapai
kualifikasi seperti itu sehingga kesempatan mereka
untuk ikut tender menjadi tertutup.

Ada  kekhawatiran  pengusaha  lokal bila

proyek-proyek pembangunan di Riau ditenderkan
secaral  sekahgus  untuk  satu paket pekerjaan  saja
dengan nilal dana proyek yang tingal, maka pe-
luang pengusaha lokal  untuk berpartisipasi dalam
pembangunan menj adi tertutup. Mereka tidak akan
pernah  menjadi  besar  dan  bahkan pemerintah
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daerah  dinilai justru mematikan  usaha  mereka.
Menjadi penonton orang makan di rumah sendri
sangatlah menyakitkan baal mereka.

Pendapat lain dalam dikotomi ini adalah
mereka yang tidak memperhitungkan adanya pro-
teksi bast pengusaha lokal. Pendekatannya adalah

profesionalisme dan kepentingan proyek tersebut
dikerjakan untuk mendapatkan hasil yang optimal.
Pemenang tender dapat  saja mehbatkan rekanan
lokal dalam men-J#/¢orf mereka untuk menger-

jakan proyek, tetapi tetap mengacu pada pertim-
bangan bahwa pengerjaannya harus berpijak pada
eflsiensi  dan kuahtas.

Kcezz7P¢/, proyek multiyears  telah memun-
culkan  dikotoqui  puak.  Masyafakat Riau  Pesisir

yangbakalmenerimalimpahanpelaksanaanproyek
merapatkan barisan untuk memastikan kegiatan
tersebut terlaksana di wilayah mereka. Puak RIau
Pesisir justru mengumandangkan akan "Merdeka"
dari Provinsi Riau bila proyek tersebut tidak jadi
dilaksanakan di wilayah mereka. Keinalnan untuk
memutus isolasi daerah di wilayah pesisir baal me-
reka nampaknya  sudah merupakan  sesuatu yang
tidak bisa  ditawa-tawar lagr.  Ini  adalah  kegiatan

yang nyata dan sangat signifikan dalam mencapai
Visi RIau 2020.

Sementara di sisi lain ada anggapan bahwa
diskusi pembangunan sudah masuk pada tataran
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poritik dan kepentingan. Upaya-upaya untuk mele-
edtimasi proyek (apapun adanya) dilakukan dengan
tanpa mempertimbangkan penelusuran terhadap
substansi dan kelayakan anggarannya. Riau dapat
terjebak pada perseteruan horizontal dalam mem-

perjuangkan kepentingan wilayah masing-masing
tanpa kajian yang horistik darn sect urgensitas, efi-
siensi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan

pembangunan yang berkesinambungan.
Mencermati berbagal dikotomi pendapat

di atas  sebenarnya tidaklch rumit untuk mencari
jalan keluarnya. PG~zz„&, haruslah dimengerti bah-
wa pembangunan prasarana transpoftasi di wilayah
Riau adalah merupakan syarat mutlak untuk me-
majukan masyarakat Riau.  Selama ini kemis.kinan
dan kebodohan justfu banyak berpunca pada kon-
disi wilayah  Riau  yang memencilkan  masyafa-
katnya. Prasarana transportasi yang tidak memadal
telah  menyebabkan  rakyat  terisolir  dan  tidak
mampu Pefkembang.

Kalau kita mau jujur dan ikhlas member-
dayakan  masyarakat  maka  setiap  rupiah  dan

pembangunan yang ada di APBD provinsi dan
kabupaten  haruslah  terlebih  dahulu  diarahkan
untukpembangunanprasaranatransportasi.]angan
dulu diarahkan untuk pembangunan kantor, I umah
sakit, rumah pejabat, mobil pejabat dan proyek-
proyek boros lalnnya yang tidak memiliki sentuhan
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langsung dengan pefbaikan hidup masyarakat.
KeJz",  penganggarannya  tetap  dapat di-

evaluasiolehDPRDyangbaruuntuksetiappenga-

juan anggaran, balk di ABT maupun murni karena
memang setiap  tahun bakal diajukan pemerintah
untuk disahkan DPRD  sesual dengan  si fat pen-
danaannya yang multiyears. Pendekatannya adalah
anggaran berbasis kinerj a dengan mengedepankan
eflsiensi,  efektivitas,  transparansi  dan  akunta-
bihtasnya. ]angan didekati dengan basis ingin ikut
bermain untuk mengganti biaya kampanye yang
sudah terkuras dalam masa pemilu lalu. Itu nama-

ny2L, ``Malirig teriak  malirir  ttwzm ``Musang berbuh
/j/c7er." Tak ada alasan untuk menidakkan pem-
bangunan prasarana ttansportasi di Riau ini, tetapi
sangat  terbuka kemungkinan  untuk melakukan
koreksi baal terlaksananya pembangunan itu secara
efisien, efektif, transparan dan akuntabel sehingga
memang optimal baal pemberdayaan masyarakat
Riau.

Kc#giv, kerjakan proyek pembangunan ter-
sebutdenganpolakonsorsiun.Pengusahaluaryang
lebih profesional dapat dipilih untuk menjadi /c¢Jer
dengan mehbatkan pengusaha lokal sebagai mitra
kerja.  Persyaratan  seperti ini perlu dibuat untuk
melakukan pemberdayaan pengusaha lokal. Tapi
ingat jangan dipilih pengusaha yang hanya punya
akte  dan  papan  nama  yang  kerjaannya  hanya
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membeh-bdi dokumen penawaran dan hidup dari
uang tolak sebagal pendamping. Pihh pengusaha
yang profesional, jujur, dan teaperca-ya.  Kalau itu
memang tak  ada  di  Riau  apa boleh  buat,  beri
mereka pelajaran untuk nanti bisa menjadi pengu-
saha syariah di bumi Melayu yang islani ini.`



AITAP  RUMBIA,
PERABUNG  UPIH
(FenomenaprosesTlenderpemhangunanDPRDRiau)

Pertelagahan antara Ketua Komisi Ill DPRDRiau  dengan Ketua DPRD RIau menyangkut
Pembangunan Baru Gedung DPRD Provinsi RIau
menjadi menarik untuk disimak.  Perbedaan pen-
dapat muncul  akibat  tidak  ditaatinya  apa  yang
sudah digariskan oleh Peraturan Daerah Pfovinsi

I,

RIau tentang Anggaran  Pendapatan  dan Belanja
Daerah.Terdapatperbedaanyangsangatsignifikan
antafaimplementasinyadenganapayangdigariskan
dalan APBD yang justru ditetapkan oleh DPRD
bersana-sama dengan pihak eksekutif. Implikasi-
nya sangat besar. Dimulal dari terhambatnya akses
kontraktorlokalsanpalpadaadanyadugaankolusi
dan jov¢rfe-zfp anggaran proyek.

Berbagai media memuat perbedaan pen-
dapat kedua vialal rakyat tersebut. Beragam tang-

gapan muncul dan bahkan malin dilarikan kepada
wilayahporitik.Anehnyaperbedaanpendapattidak
dicoba diselesaikan secara terbuka dan transparan.
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Padahal rakyat menunggu ujungnya.  Bagaimana
mungkin sebuah permasalahan yang cukup besar
seperti itu tidak dapat dianalisis dan dicari perma-
salahannya serta dibuat altematif untuk keluar dari
permasalahan itu oleh para walal rakya,tjgrlg telch
memanfaatkan segala fasilitas yang disediakan oleh
rakyat pemilihnya. Ironis sekali memang perbedaan

pendapat tersebut tidak melahirkan penyelesaian
masalah  yang eflsien  dan  makin  optimal bagi

penyelenggaraan  pemerintahan  yang baik  @ooJ
a/ouerrLarLceJ).

Polemik di media masa hanya akan meng-
hasilkan praduga dan tidak menyentuh akar penye-
lesaian yang harmonis. Upaya untuk menciptakan

penyelenggaraan . negara yang bertanggung jawab
tidak dapat ditempuh melalui gembar-gembor per-
soalannya ke wilayah publik tanpa  diikuti oleh

pencarian solusi yang komprehensif. Rakyat tidak
akan  terpuaskan  oleh  adanya publikasi  tentang
adanya dugaan berbagal ketidakbenaran yang di-
lakukan  oleh  pejabat  publik.  Semakin  banyak
kenyataan seperti itu diungkap hanya akan makin
menambah  ketidakpercayaan masyarakat kepada

penyelenggara negara dan menumbuhkan bibit-
bibit pembangkangan yang dapat mengganggu
stabiltas berbangsa dan bemegara.

Rakyat lebih membutuhkan adanya pem-
beritaanyangmenyajikanadanyapenyelesalanyang
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eflsien  dan  optimal  dari  setiap  persoalan yang
timbul.  Pendidikan  politik yang amat berharga
terhadapmasyarakatsebenarnyaharusdirnulaidari

pemberian informasi yang transparan  dari per-
maslahan  yang muncul  dalam  penyelenggaraan
negara dan  solusi yang diambil untuk mengatasi-
nya.  Berbagai  alternatif dapat  saja dimunculkan
sehinggaruangbaalpublikuntukmemirihmenjadi
terbuka lebar  dan proses pendewasaan pohtik pun
dimulai.  Rakyat  akan  semakin  terlatih  mencari
solusi terbaik dan siap untuk hidup di alam demo-
krasi yang santun. Inilah yang harus dikedepankan
oleh setiap pejabat pubrik di tengah-tengah krisis
kepercayaan masyarakat terhadap  mereka.

Kembali  pada .persoalan  polemik  Pem-
bangunan Gedung Baru DPRD RIau maka pene-
1usuran tentunya harus  dimulai dari tahap peren-
canaannya.  Ini  berarti  harus  menilik  apa  yang
ditetapkan  oleh  DPRD  melalui  APBD.  Ambil
contoh  dari  ketetapan APBD  2002.  Pada  kode
kedatan 2P.0.16.1.01.002   pada kolom 2  disebut-
kan  Proyek Peningkatan  Fasiritas  dan Prasarana
Fisik Gedung DPRD Propinsi Riau. Pada kolom 3
ditiiliskan dengan hurup besar ruRjv IKEy dan
tiga item pembebanan  biaya yakni; I. j4Jerz.#z.jifrzzJiz.
dan  Pengendalian  Preyeh RP  30.000.000,-  11.  Pem-
banguun Gedung DPRD  Prapinsi Ridu  ¢embayaran
dilaleukau  §etelcib  I)eherjaau  Selesai/Turn  Key). KP
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3`5:774._549.700,-danlll.PengurwJansertifihotTanay
lohari Preyek Kinntor DPRD  Rp  20.000.000,-. D;ri
apa yang digariskan  dalam APBD tefThat bahwa

pengalokasian  anggaran pada  tahun  2002  tidak
untuk dibayarkan langsung pada pelaksana proyek

pembangunan gedung tersebut tetapi pembayaran
dilakukan pada  saat pekerjaan  telah  selesai.

Kelemahan  dari APBD  ini  adalah  tidak
menyebutkan  penyelesaian  seluruh  pekerjaan.
Secara teoritik isulah  T#r# Kej; memang hanya di-

gunakan untuk menunjukkan bahwa setelah selu-
ruh tahapan pekerjaan selesai barulah pembayaran
dilakukan. Namun kalimat yang tercantun dalam
APBD  tetap mengandung inteapretasi yang bef-
again.  Kalimat  "Pembayafan  dilakukan  setelah

pekerjaan selesai" dapat ditafsirkan bahwa peker-
jaan yang dilaksanakan Tahun 2002 atau Tahapan
Pekerjaan  tertentu.

Sayang sekah di dalam APBD tidak secara
tegas  dinyatakan  bahwa  "Pembayaran  dilakukan
setelah  seluruh proses  pekerjaan  Pembangunan
Gedung Baru DPRD Propinsi RIau selesai diker-

jakan dan slap ditempati yang dibuktikan dengan
adanyatandaterimahasflperkerjaan''.Kekurangan
ini nanpaknya menyebabkan munculnya peluang
untuk mengubah system T#r# Kej; menjadi system
baru dengan isulch yang muncul belakangan yakni
Semi Turn Key.

134



PendangunanTfotrmddafom9Gavafan93ndaya
feeae67£Szsarz2Z2Z©f!f!se!±±±Sxascaarerf«ariENfss3s>::apss£>£:>:>>R±2zz>2z±:I:s£::::=}s:s=::=±s+s±=±f±:i,f±)a}ansof:ex5exs5s=rs

Meky

Dalam  praktek  nampaknya  dilakukan
secara mendua pula.  Untuk urusan-tender tetap
digunakan isulah Tz/r# KCLy Pro/.cc/. Akibatnya kon-
traktor lokal  kehilangan kesempatan untuk me-
nangkap peluang usaha yang terbuka pada pem-
bangunan gedung tersebut.  Menyedihkan  sekali
baal  kontraktor lokal yang #o/#  4G#c tidak hanya
anakjatiMelayuRIaukarenamerekahanyamampu
mengalgit jari menyaksikan tumpukan kue yang
tak  dapat  mereka  cicipi.  Lantas  apakah  dalam

pelaksanaan pekerjaan sistem T#r# Key ini memang
dilaksanakan?

Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan yang ditandatangal pihak Dinas  Kim-

praswil RIau dengan Kontraktor Pelaksana terlihat
persoalanyangsana.Kontrakkerjatersebutseperti
"banci"  yang juga  tidak  jelas  jantan  betinanya.

Mungkin  memanfaatkan  peluang  adanya  bias
makna dalam APBD maka kontrak kerja tersebut
pun menjadi sangat aneh. Pada pasal 1 ayat 1 surat
perjanjian  tersebut  dicantumkan  bahwa  kedua
belah  pihak  sepakat  untuk  mngadakan  ikatan

perjanjian pelaksanaan pekerjaan ¢ontrak)  dalarn
bentuk dan  sistem  kontrak terima jadi  (T#r# Kcj/
Coy,tracb.

Pada  ayat  2  dijelaskan  bahwa  maksud
sistem kontrak terima jadi adalah PIIIAK PER-
TAMA membayarkan  pada PIHAK  KEDUA
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sesual dengan dana yang tersedia dalam DIPDA
tahun anggaran 2000, tahun anggaran 2001, tahun
anggaran  2002,  dan  tahun  anggaran  2003,  dan
PIHAK KEDUA s'anggup dan bersedia menyele-
saikan seluruh tugas pekerjaan Pembangunan Baru
Gedung DPRD Propinsi Riau pada akhir tahun
anggaran 2002.  Pada ayat 3  disebutkan PIHAK
PERTAMA belum dapat membayar seluruh biaya
pekerjaan kepada PIHAK KEDUA pada tahun
anggaran  2002,  PIHAK  KEDUA  bersedia  di-
bayarkan biaya pelaksanaan pekerjaan pada tahun
anggaran 2003.

Membaca  ketiga  ayat  dalam  surat  per-

janjian  tersebut maka pihak kontraktor ternyata
selamat  dari  sistem  T#r# .KejJ Pro/.ec¢ yang murni.
Kontraktor tetap akan memperoleh kucuran dana
sesual  dengan dana yang tersedia dalam DIPDA

yangmerupakanpenjabaranlebihlanjutdariAPBD
yang ditetapkan oleh DPRD. Artinya mereka tidak
perlu merogoh kocek terlebih dahulu secara penuh
untuk membangun gedung tersebut. Mereka akan
menerima dana secara berkala melalui setiap tahun
sesual dengan periode tahun anggaran. Ini dinyata-
kan dalam pasal 12 surat perjanjian tersebut. Hanya

pembayaran untuk tahun anggaran 2003 yang ahan
merekatanggulanaltedebihdchulumenchgatgedung
baru tersebut harus selesal pada akhir tahun 2002.

Mengamati kedua Dokumen Negara ter-
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sebut nampaknya tidak ada yang perlu dirisaukan.
Pada APBD  Jo4 tidak dinyatakan penyelesaian

pekerjaan harus selesai 100°/o dan pada perjanjian
pelaksanaan pekerjaan penjelasan  tantang sistem
T#r# KcjJ  dituangkan  sesuai  dengan  perspektif
mereka yang menandatangani perj anjian tersebut.
Persoalannya sekarang adalah, Adakah peluang
untul KKN dalam cara-cara seperti itu atau mung-
kinkah terjadi hal-hal yang kurang pada tempatnya
dalam sistem yang seperti itu?

Menjawab persoalan ini tentu tidak mung-
kin hanya dengan satu dua orang saja. Semua yang
terkait sebenarnya harus  dapat duduk bersama
menviasatinya sehingga tidak menimbulkan pra-
sangka dan sflang sengketa. Terlalu suhtkah men-
cari jalan keluar dari persoalan yang amat  seder-
hana seperti ini? Bukankah yang teapenting adalah
optimalisasi kinerja dan  kebenaran proses  untuk
mencapainya. ]angan  sampan  segala  sesuatu yang
baik justru bercampur baur dengan yang buruk.
Ihi "rrrAIry2L, ``Alap rmmbia Perabang wpib:'   ELinya
saja kontraktor lokal memang tetap harus mawas
diri. Narnpaknya keberuntungan belum laal ber-
pihak kepada anda dan proses  seperti ini tentu-
nya harus diikuti oleh pemberdayaan para "tukang
tempatan".,
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AYAM MAl-I  KEIAPARAN

DI  RANGKIANG

(Menggugat Alokasi Kredit untuk Rakyat Nliskjn di RIau)

D alam  sebuah  2"r4r4oP  bertajuk  ProJpeADunia  Usaba  dan  Poterlsi  Pembiayaanya ytAIg
diselenggarakan  di Jakarta  27 ]uli 2004,  Deputi
Gubernur Bank Indonesia, Maman H  Somantri
memprihatinkan kecihya kredit yang dialokasikan
untuk sektor pertanian. Sampan akhir Triwulan 11
tahun 2004 hanya Rp  25,5  trilyun kredit untuk
sektor pertanian  atau  5,4°/o  dari total kredit per-
bankan yang tersalurkan. Dibanding dengan alokasi
untuk sektor industri yang mencapal Rp 131 trilyun
atau  27,5%  dari  total  kredit  perbankan  alokasi
untuk sektor pertanian berada pada urutan teren-
dah.  Salah  satu  sebabnya  disinyalir  adalah  akibat
tinggiva resiko agribisnis dalam pembelian kredit.

Gambaran ini menunjulckan daya tarik bis-
nis  sektor pertanian masih rendah di mata dunia

perbankan sehingga keleluasaan masyarahat petani
untuk  mendapatkan  dana  bagi  pengembangan
usahanya relatif  terbatas.  Di  sisi lain keadaan ini
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bisa  saja muncul karena sektor pertanian  sudah
mulai ditinggalkan masyarakat dan mereka cende-
rungbeapindahkesektorlainuntukmengadunasib
dan peruntungan. Bila kondisi demikian berlanjut,
tingkat urbanisasi akan meningkat, jumlah masya-
rakat miskin perkotaan semalin bertambah.  -

Sumber-sumber alam pedesaan tidak ter-
garap dan pada akhirnya akan memberi pelung
pada "petani berdasi" untuk memperoleh lahan
secara  murah.  Mesin-mesin bis-nis  mereka  akan
secara  leluasa  menguasai  asset-asset  ekonomi
rakyat. Bila pemerintah tidak hati-hati maka pen-
besaran alokasi kredit ke  sektor pertanian tidak
lard akan dinikmati petani miskin, tetapi jatuh pada
kelompok konglomerat .pertanian.  MarSnatisasi
masyarakat pedesaan semalin parah dan kemis-
kinan  sebahagian  besar masyarakat  akan  makin
-sulit dientaskan.

Di Riau kondisi yang terjadi relatif ber-
beda. Sampan dengan akhir Triwulan I tahun 2004
o#/I/z7#c7z.#g kredit untuk sektor pertanian mencapal
Rp  3,63  trilyun  atau 20,77°/o  darn  total  o#/I/zg#4Jg.#g
kredit yang ada. Sampal dengan bulan April 2004
o#/I/zz#Jz.#g kredit perbankan di Riau mencapal Rp
17,482 trilyun. ]umlah ini telah mencapal 90,43°/o
dari  dana  masyarakat  yang berhasil  dihimpun
perbankan Riau. Dengan demikian dana masyara-
kat yang tersisa di perbankan Riau hanya tinggal
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9,570/o atau lebih kurang Rp 1,851 trilyun. Sedang-
kan alokasi kredit untuk sektor industri mencapai
Rp 4,774 trilyun.

Dibandingkan dengan keadaan tahun 2003
oz//I/zz#c7z.#g kredit perbankan untuk sektor pertanian
mengalami peningkatan dan sektor industri justru
sedikit  menurun.  Oz//I/z7#c7z.#g kredit untuk  sektor

pertanian  akhir  tahun 2003  baru mencapai Rp
3,488  trilyun  atau  20,260/o.  Sedangkan  sektor
industri mencapal 29,58°/o  atau  sekitar Rp  5,092
trilyun. Sektor ekonomi yang memiliki porsi yang
besar menyerap  kredit perbankan  adalah  sektor

perdagangan.  Pada  tahun  2003  o#/I/zz#c7/.#g kredit
sektor ini  sebesar  Rp  2,211  trilyun  atau  12,85.0/o
dan Triwulan I tahun 2004 naik menjadi Rp 2,414
trilyun  atau  13,81 °/o  dari  total  o#/I/zz#c7z.#g kredit

yang ada.
Ditinjau dari penggunaannya porsi terbesar

adalah untuk kfedit investasi dan modal kerja. Pada
tahun 2003  kredit untuk investasi mencapai Rp
8,474 trilyun  atau 49,22°/o. ]umlah ini menin§kat

pada akhir Triwulan I tahun 2004 yang mencapal
Rp8,626  trilyun.  Sedangkan  kredit modal  kefja
sampai  akhir Triwulan I  tahun 2004 pangsanya
mencapal  33,31  dan kredit konsumsi  sebesar Rp
2,976  trilyun  atau  17,02°/o.

Khusus  untuk Usaha  Kecil  Menengah
pangsa  kreditnya  relatif kecil.  Pada  tahun  2003
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hanya sebesar Rp 2,907 trilyun atau  16,88°/o dari
total o#/I/zz#Jz.#g kredit yang ada di Riau. Alokasinya
untuk  sektor pertanian  mencapai  35,890/o  dan

perdagangan  mencapal  Rp  675,919  milyar  atau
23,25°/o  serta industri hanya  1,84°/o.  Porsi peng-

gunaannya  hampir  merata  antara  kepentingan
investasi, modal kerja, dan konsumsi.  Pada alchir
Triwulan  I  tahun  2004  o#/I/zz#Jz.#g kredit untuk
UKM  sudah  mencapai  Rp  2,888  trilyun  atau
16,52%. ]umlah ini teralokasi untuk sektor per-
tanian  sebanyak  34,82%  sektor  perdagangan
26,20°/o serta industri  sebanyak  1,84°/o.

Keadaan ini selain menunjukkan gambaran
alokasi kredit yang masih rendah  untuk UKM
sasaran pengguriaan  dan tujuan penggunaannya

pun masih perlu pemikiran ke  arah perubahan.
Masih  rendahnya  alokasi  kredit untuk industri
diperkirakan akibat tidak berkembangnya industri
rakyat di Riau. Sedanghan dari aspek penggunaan-
nya pangsa  untuk kredit konsumsi yang relatif
besar menunjukkan rakyat kecfl masih terbuai oleh
kependngan-kepentingankonsumtifnyaketimbang
kreativitas  berinvestasi untuk memperbaiki kese-

jahteraan ekonomi rumah tangganya.
Pangsa  kredit  yang  relatif kecil  untuk

kalangan masyarakt kech mungkin ditandal dengan
belum berkembangnya lembaga keuangan mikro
yang ada di RIau. ]umlah Bank Perkreditan Rakyat
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@PR) dan kantomya di RIau sampan dengan Maret
2004 baru mencapal  9 buah. Ditambah dengan
BPR Syariah  sebanyak 2 buah maka jumlah BPR
di Riau baru mencapal 1 1 buah. Sedangkan Badan
Kredit Desa baru ada 1 buah saja. Porsi kredit yang
mampu dialokasikan BPR baru sekitar Rp 56,316
milyar  atau  0,3%  dari  total  o#/I/zz#Jz.#g kredit  di
Riau. Penggunaannya lebih banyck terafah untuk
modal kerja dan konsumsi. Pada akhir Triwulan I
tahun  2004  pangsa  kredit  untuk  modal  kerja
mencapal Rp 36,633 milyar dan konsumsi sebesar
Rp  17,856  milyar.  Sedangkan untuk kepentingan
investasi hanya sebesar Rp  1,807 milyar.

Berdasafkan  igambaran  data  tersebut
menunjukkan  keadaan  yang  sedikit  in.empri-
hatinkan yang terjadi  di  Riau.  Meskipun  alokasi
kredit untuk pertanian relatif besar tetapi  ofang
yang menikmatinya  bukanlah  masyarakat kecil
yang ada di pedesaan. Ini namanya, "/eyczAV 4G77g/z/r
di  dalam  rangkiang,  tc[|ji  matt  helaparaMi:'  See:tot

perkebunan yang menyerap sebaalan besar kredit
perbankan lebih banya dimiliki oleh para "petani
berdasi"  dalam bentuk perkebunan-perkebunan
sawit dalam skala besar. Kalaupun ada masyafakat

jumlahnya  relatif kecil  dalam  bentuk  peta.ni.
plasma.  Perkebunan perseorangan yang meman-
faatkan  kredit  bank  hanyalah  para  pekebun-
pekebun  dari  mas_yarakat  golongan  ekonomi
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menengch keatas.
Kredit untuk UKM porsinya masih relatif

kecfl. Meskipun sudah sebahaedan besar teralokasi
untuk pertanian namun belum  mampu meng-
gerakkan perbaikan ekonomi rakyat secara balk.
Penggunaannyauntukkepentinganinvestasimodal
kerja  dan  konsumsi masih  hampif berimbang.
Keadaan ini terjadi akibat masih minimnya hem-
baga Keuangan Mkro pada tingkat akar rumput.
Masyarakat kecil dan petani gurem masih  sulit
mengakses kredit karena in§titusi keuangan masih

jauh dari jangkauan mereka.
Ke  depan, dalam rangka  menggerakkan

dinamika ekonomi masyarakat kecfl, khususnya di

pedesaan  diperlukan  beb.erapa langkah  pentirig.
Pe„zz„zg, menumbuhkembangkan Lembagr Keua-
ngan Mikro.  Baik  dalam  bentuk  BPR ataupun
Badan  Kredit Desa.  Beberapa Usaha Ekonomi
Desa (UED) yang sudah ada dapat dikembangkan
dandirangkumuntuksecarabersama-sanamenjadi
pemihk dan perpanjangan BPR. Beberapa wilayah
kecamatan yang memihki potensi bisnis yang baik
sebaiknya memiliki BPR untuk menguranal teka-
nan  para  tengkulak.  Pemerintah  provinsi  dan
kabupatendapatsecarapatunganmembentukBPR
dengan melibatkan perusahaan-perusahaan swasta
yang ada di wilayah mereka.

KGc7zft¢, memperbaiki kondisi ekonomi mas-
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yarakat desa melalui pengembangan infrastruktur
ekonomi yang memadai. ]alur  distribusi  sentra-
sentra produksi harus diperlancar. 84rgzzz.#z.#gjJow./z.o#
mayarakat kecfl yang selama ini sangat lemah oleh

posisi pasar mereka yang terjepit dalam  struktur
pasar  oligopsonis  harus  diubah.  Hambatan-
hambatan sttuktural yang selama ini melilit mereka
harus diungkal untuk memberi ruang gerak yang
lebih leluasa baal masyarakat dalam memperbaiki
kesej ahteraan  ekonominya.

Kc/zgiv, memupuk terus  semangat kewira-
usahaan masyara.kat. Inovasi dan kreativitas rakyat
harus  dipancing agar menjelma menjadi  karya-
karya  nyata  yang  bermanfaat  bagi  kehidupan
mereka. Pendampingan dan penularan kemampuan
dan tekhnoloal  sangat penting artinya disamping
memberikan mereka dana pembiayaan yang relatif
mudah,  murah,  terkendali dan dapat digulirkan
kembali  kepada mereka.  Pemerintah  tidak seha-
rusnya Phobia memberikan kredit pada masyarakat
dari  berbagai pengalaman yang ada  sebelum ini.
Mengalokasikan dana rakyat untuk kepentingan

pemberdayaan rakyat jauh lebih balk dari sekedar
membangunkantor-kantorpemerintahyangmegah
dan  membeli  mobil-mobil  mewah  pejabat  di
tengah-tengah rakyat yang terhimpit kehidupan
ekonominya.`
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UPAH  LALU,

BANDAR TAK MASUK

(Fenomena Kuenets dan Berkah Otonomi di RIau)

Provinsi  Riau secara geografis dan klimatolodsmerupahan wilayah yang mempunyal potensi
ekonomi  yang  sangat  tinggi.  Terdapat  tiga
karakteristik wilayah  Riau yang masing-masing
memiliki potensi  ekonomi  tersendiri.  Wilayah
daratanmemihikipotensiekonomipeftanian,kehu-
tanan, dan barang-barang tambang. Wflayah pesisir
di  samping perkebunan  juga  sangat potensial
menghasilkan  komoditas-komoditas  pertanian
pasang-surut.  Sedangkan wilayah  kepulauan  di
samping potensi perikanan juga sangat baik untuk

perkembangan  pariwisata  dan  perdagangan.
SebagalwilayahyangberdekatandenganSingapura
dan Malaysia, Riau mempunyal kesempatan untuk
memanfaatkan pasar global baal komoditas yang
dihasilkannya.

Kondisi yang menguntungkan tersebut
menyebabkan Riau mampu mempertahankan per-
t`rmbuhan ekonomi yang cukup tingal. Meskipun
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terjadi  krisis  ekonomi yang berkepanjangan  di
Indonesia, namun baal wilayah Riau pengaruhnya
tidak bealtu besar.  Pada  saat krisis  ekonomi me-
landalndonesiaekonomiRiaumemangmengalami
kontraksi,  tetapi  masih  lebih  balk  dari  keadaan
nasional secara keseluruhan. Tahun 1998 pertum-
buhan  ekonomi  RIau mengalami pertumbuhan
negatif sebesar  -1,81 °/o. Ketika itu, ekonomi Indo-
nesia anjlok  sampan  -14,220/o.  Sektor yang meng-
alami  penurunan  pertumbuhan  ekonomi  yang
cukup  tajam  di  RIau adalah  sektor konstruksi  -
2:I ,990/o.

Hal ini dapat dimaklumi menedngat pada
saatituterjadiperalihanpemerintahandilndonesia
dan  berbagai gangguan  stabilitas  keamanan  se-
hingga banyak proyek-proyek pembangunan fisik
dan infrastruktur yang tertunda pelaksanaannya.
Namun sektor-sektor yang memberikan kontribusi
yang dominan  terhadap  struktur perekonomian
Riau justru mengalani pertumbuhan yang tingal.
Sektor pertarrian manpu tumbuh mencapal 11 °/o,
hstrik  dan  air  bersih  sebesar  17,16%.  Termasuk

perdagapgan, angkutan, dan komunikasi serta jasa
masih mengalami pertumbuhan yang positif. Pada
tahun2002pertumbuhanekonomiRiaumasihdiatas
pertumbuhan ekonomi Indonesia.  Pertumbuhan
ekonomi Riau pada tahun tersebut adalah sebesar
5,59°/o sedangkan Indonesia hanya mencapai 4,12°/o.
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Struktur ekonomi Riau lebih  dominan
dipengaruhi oleh pertanian  dan industri pengo-
lahan. Peranan industri justru lebih besar dari per-
tanian. Pada tahun 1998 peranan sektor pertanian
adalah sebesar 22,56°/o.  Kemudian ditopang oleh
sektor perdagangan  sebesaf  17,58°/o.  Pada tahun
2002 peranan sektor pertanian semakin meningkat
yang mencapal 26,02°/o.  Sektor industri beaperan
sebesar 25,990/o  sedangkan  sektor perdagangan
17,94o/o.

Keadaan  ini  menggambarkan  bahwa
ekonomiRiaulebihmengarahpadaperkembangan
sektor tradisional yakni pertanian.  Kalau dilihat
darn tiga klasifikasi utama sektor ekonomi, maka
terdapat kecenderungan perkembangan ekonomi
RIaumengarahpadasektorprimer.Sektorsekunder
dantersierjustrumengalamipenurunanselamalima
tahun terakhir. Pada tahun 1998 sektor primer kon-
tribusinya besar mencapai 25°/o dan pada tahun
2002 naik menjadi 280/o. Sedangkan sektor sekun-
der pada tahun 1998 berperan sebesar 33°/o turun
menjadi  32°/o  pada  tahun  2002.  Demikian  pula
dengan sektor tersier dari 41°/o pada tahun  1998
turun menjadi 390/o pada tahun 2002

Berkembangnya  sektor  primer  dalam
strukturperekonomianRIauterkaitdenganriaiknya
peranan ekonomi wilayah-wilayah Riau yang lebih
mengandalkan  sektor pertanian  sebagai  basis
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ekonomi  masyarakatnya.  Sesuai  dengan  karak-
teristik wilayahnya maka untuk wilayah pedalaman

peranannya  makin  membesar.  Pada  tahun  1998
perannya baru mencapal 17,940/o, maka pada tahun
2002 naik menjadi 19,47°/o. Wflayah pesisir pantai

juga mengalami perkembangan peranan yang besar
dalam  struktur perekonomian Riau.  Pada tahun
1998 beaperan sebesar 15,58% dan tahun 2002 naik
menjadi  20,380/o.

Wilayah-wilayah  pesisir ini  juga  erat kai-
tannya dengan sektor pertanian, baik perkebunan
maupun pertanian  tanaman pangan.  Kontribusi
ekonomi  untuk wilayah  kepulauan  pada  tahun
1998 adalah sebesar 10,33°/o dan pada tahun 2002
turun  menjadi  9,55°/o.  Keadaan yang  sama  juga
terjadi di wilayah perkotaan dimana pada tahun
1998  kontribusi  ekonominya  mencapai  48,030/o
dan tahun 2002 turun menjadi 45,62°/o. Penurunan
kontribusi  wilayah  perkotaan  terjadi  akibat
menurunnya peranan  Batam  dari  30,83°/o  pada
tahun  1998  menjadi 26,540/o pada tahun 2002.

Pada awal 2001 di Indonesia mulai diterap-
kan  otonomi  daerah.  Implementasinya  sangat
menguntungkan Provinsi RIau. Adanya kewena-
ngan yang lebih besar dari implementasi otonomi
daerah di Indonesia membuka kesempatan baal
Riau untuk mengelola SDA yang dimitikinya. Me-
lalui  UU  No.  25/1999  transfer  keuangan  dari
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pemerintah  pusat ke pemerintah  daerah  cukup
besar.  Riau  sebagai  penghasil  SDA yang  besar
memperolehtransferkeuanganyangbesarpuladari

pemerintah pusat, baik urituk pemerintah propinsi
maupun untuk pemerintah kabupaten.

Pada  tahun  anggaran  1998/1999  total
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  (APBD)
Provinsi RIau baru mencapal Rp  325,812 milyar,
maka pada 2002 jumlahnya naik laal menjadi Rp
1.916,321  milyar.  Kondisi yang sama juga terjadi

pada pemerintah  kabupaten  dan  kota  di  RIau.
Tchun 2002 transfer pemerintah pusat ke peme-
rintah  daerah  di Riau  torovinsi dan  kab/kota)
mencapal Rp 8,036  triliyun.

Fenomena di atas membuktikan bahwa ke-
tersediaan SDA dan dana yang besar tidak men-
jamin wilayah itu akan berkembang. Kesenjangan
daerah kota dan desa menunjukkan masalah yang
melekat  dalam  pengembangan  wilayah  Riau.
Diperlukan adanya strateal dan program pemba-
ngunan  yang  tepat  untuk  menjamin  adanya
pengurangan ketimpangan tersebut. ]angan hanya
mengerjakan pfoyek yang sia-sia dan melakukan

pemborosan belaka.  Proyek-proyek yang meng-
habiskan biaya tetapi tidak bet.manfaat baal rakyat
dan tidak memberikan  tambahan hasil baed RIau
harus  dienyahkan dalam program pembangunan
Riau. ]angan  sampai  terjebak  pada  apa  yang
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disenaral orang Melayu sebagai, "Uj7cz4 /a/z/ ha#Jczr
tale masuh:'

Melalui  otonomi  daerah  diharapkan per-

/orevc7#cG pembangunan akan lebih baik. Terutama
bila  dikaitkan  dengan  kesejahteraan masyarakat.
Salah  satu  ukuran  keberhasilan  pembangunan
adalah  distribusi  pendapatan.  Berdasarkan  data
temyata di Riau terdapat pengurangan porsi pene-
rimaan pendapatan baal penduduk 400/o berpen-
dapatan rendah. Pada tahun 1998, 400/o penduduk
beapendapatan rendah menikmati 23,47°/o Produk
Domestik Realonal Bruto Q?DRB) Riau dan pada
tahun 2002 turun menjadi 21,74%.

Sedangkan  kelompok  penduduk  20%
berpendapatan  tingal pada  tahun  1998  mempe-
roleh porsi mencapal 40,15°/o dan pada tahun 2002
naik menjadi 40,99%.  Kelompok penduduk 40°/o
berpendapatan  menengah  mampu  menikmati
distribusi pendapatan sebesar 36,38°/o pada tahun
1998 dan naik menjadi 37,28°/o pada tahun 2002.
Meskipun masih tergolong moderat, kenyataan ini
menunjukkan  adanya  peningkatan  kesenj angan
dalam  distribusi pendapatan  di RIau  selarna lima
tahun terakhir.

Kesenjangari ekonomi yang terjadi di Riau

juga  dapat  diamati  dari  naiknya  J#Jex  Gz.#z. R4/z.a
(IGR).  Pada  tahun  1998  IGR  adalah  sebesar
0,2937, sedangkan pada tahun 2002 nark menjadi
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0,3100.  Semakin besar IGR maka  semakin tidak
sempurna tingkat pemerataan pendapatan.  Selain
itu, jumlah penduduk mislin di Provinsi Riau pun
masih relatif besaf dan bahkan cenderung mening-
kat. Berdasarkan data BKKBN pada tahun  1998

penduduk Prasej ahtera Alasan Ekonomi mencapal
2,86°/o dan Sejahtera I sebesar 8,09°/o. Berarti jum-
lah masyarakat mislin di Riau pada tahun tersebut
mencapai  10,95%.  Ironisnya  pada  tahun  2002

jumlah penduduk prasej ahtera naik menjadi 7,060/o
dan  Sejahtera  I  membengkak menjadi  15,07°/o.
Berard pada tahun 2002 penduduk mislin RIau
karena alasan ekonomi mencapal 22,13%.

Ternyata di RIau dalam era otonomi dan
desentfalisasi  terjadi  ketimpangan  pendapatan

yang makin tingd meskipun pertumbuhan eko-
nomi tingd dan dana anggaran pemerintah @o"e7if¢-
"e#/  cap. c#c7j./z„G)  makin  membesar.  Fakta  ini
menunjukkan adanya /rzzt7e-o#antara pertumbuhan
dan kesenj angan ekonomi. Semakin tingd pertum-
buhan ekonomi, atau semalin tinged tingkat pen-
dapatan per kapita, maka semakin besar perbedaan
antara kaum kaya dengan kaum miskin.

Hal ini sejalan dengan apa yang selama ini
dikenal dengan H2jJoj4"¢.J K#z#c/I Qlorman  G,
1992)  yang  menyatakan  bahwa  dalam  jangka

pendek ada korelasi positif antara pertumbuhan
pendapatan perkapita dengan kesenjangan pen-
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dapatan.  Dalam  jangka  panjang  hubungan
keduanyamenjadikorelasiyangnegatif.Hanyasaja
untuk kasus RIau tidak dapat ditentukan seberapa
lamawaktujang-kapendektersebutakandanharus
berlangsung.

Terdapat beberapa faktor yang menyebab-
kannaiknyajumlahpendudukmislinkarenaalasan
ekonomi di Riau. Pc77zz¢t¢, sebagai akibat dari me-
ningkatnya kesenjangan di Riau baik dalam dis-
tribusi pendapatan maupun penguasaan asset-asset
ekonomi.KCJ#¢,implementasiprogrampembangu-
nan yang belum mampu memberdayakan masya-
rakat.  Thik-menarik antara kepentingan lealslatif
daneksekutiftelchmelahirkanprogramdanalokasi
anggaran yang kurang optimal, baik di tingkat pro-
vinsi maupun kabupaten/kota.

Ke#giv,  sejalan  dengan implementasi  oto-
nomi  daerah maka  Riau menjadi wilayah yang
sangat menarik  baed pencari  kerja  di luar Riau.
Anggaran  pemerintah  daerah  yang meningkat
memberi  daya  tarik  tersendiri  bagi  datangnya
orang-orangkeRiauuntukmemperbaikihidupnya.
Berdasarkan data  tahun  2002  migrasi  ke  RIau
mencapal 206.514 orang. Akibamya pertumbuhan

penduduk Riau relatif tingal yakni 3,73% pertahun
dan sebaedan besar disebabkan oleh migrasi masuk

yang tingct. Bila diamati dari perkembangan ting-
kat pengangguran terbuka keadaan tersebut sema-
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lid terbukti. Pada tahun 2002 tefjadi kenalkan yang
sangat tajam Tingkat Pengangguran Terbuka di
Riau.  Bila  tahun  1998  baru  sebesar  5,10/o  maka

pada tahun 2002 naik mencapai  8,050/o.
Adanya berbagal fenomena di atas men-

cerminkan  masih  diperlukannya  kebijakan-
kebijakan  pembangunan  yang  mampu  secara
sineredsmenggunakansetiappotensiekonomiyapg
ada di Riau baal perbaikan kesejahteraan masya-
rakat.  Keberhasilan  melakukan  pembangunan
tidak hanya diukur darn pencapaian produktivitas
yang tinggi,  tetapi  juga  adanya penduduk yang
makmur dan  sejahtera  secara merata.  Kebijakan
ekonomi yang teapadu secara lintas wilayah mutlak
diperlukan untuk memperoleh hasil yang optimal
dari pengelolaan  sumber-sumber ekonomi yang
tersedia baal berkembangnya kesejahteraan mas-

yarakat Riau secara merata dan berkesinambungan.
Kebijakan pembangunan harus diarahkan

pada kelompok sasaran yang tepat terutama sekali
melalui redistribusi asset ekonomi yang berorien-
tasi pemerataan. Baas masyarakat mislin pedesaan
akses  untuk mendapatkan lahan,  pengetahuan,
kredit dan interaksi yang adil terhadap pasar harus
dimiliki masyarakat mislin secara optimal. Sedang-
kan  untuk masyafakat miskin perkotaan  harus
diarahkan pada perluasan  kesempatan  kerja dan

perbalkan produktivitas dari pekerjaan yang sudch
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ada.  Kebijakan yang ditujukan  terhadap  pening-
katan pemerataan pendapatan dan penghapusan
kemiskinan  jelas  harus  mempunyai  komitmen

pohtik yang memiliki  persesuaian  antara  tujuan
dan  cara  pencapaiannya.  Sekedar  niat  baik  saja
tidaklah cukup. Penanggulangan masalah memer-
lukan penanganan yang rinci, holistik, dan berke-
sinambungan..
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KE  HULU  SERENTAK GALAH,

KE  HILIR SEREMPAK  DAYUNG

(Nlenggali Potensi FW dalam Konteks Otonomi Daerah)

o::::amn££::::ahkut£:a±ysae%tk±£o:]227t]eggga;
tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.  25/
1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara
PemerintahPusatdanDaerah.BerbedadenganUU
No.  5/1974, keberadaan daerah kfbupaten nan-
tinya memiliki pefan yang lebih besar. Di satu sisi,
keadaan ini memberi peluang pada daerah untuk
berkembang atas kemampuannya sendiri. Di lain
sisi, membawa konsekuensi berkembangnya orga-
nisasi  yang memerlukan penataan  secara profe-
sional,  terutama  bidang  SDM  dan  keuangan
daerah.

Konsep otonomi daerah pada dasamya ber-
kaltan erat dan beapangkal pada. tiga masalah po-
kok,  yakni  pembagian wewenang,  pembagian
tanggung jawab dan tersedianya sumber-sumber
keuangan yang ada pada berbagai tingkatan peme-
rintahan. Menurut GK.  Shaw (1999)  dalam J#/gr-
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go"crere#/a/ Fz.j.ccz/ Rc/a/z.o#,  hal  terpenting  dalam
otonomi daerah adalah mefeka mempunyal sumber

pendapatan yang elastis, tidak tergantung dari pada
asal  dana  tersebut.  Selain  itu,  GK.  Shaw  juga
menyebutkan  daerah  mempunyai  keleluasaan
dalam  pengeluaran-pengeluarannya,  sehingga
dapat melaksanakan  fungsi untuk memberikan

pelayanan  masyarakat terbaik.
Keleluasaan  daerah  dalam  hal  keuangan

menurut K]. Davey (1999) dalam F¢.#¢#cz.#g Rcgz.o#c7/
Goae77ee#/ dapat dibedakan dalam empat tingkatan.
Pe#z7ercz, pemerintah daerah mempunyal kebebasan

penuh  dalam penentuan  tujuan maupun jumlah
pengeluaran-pengeluarannya.  KeJ#c7,  pemerintah
daefahmempunyalkebebasanpenuhdalampenen-
tuan  tujuan  pengeluaran-pengeluarannya dalam
batas-batas  yang digariskan  pusat.  Kc/zgiv,  peme-
rintah daerah mempunyal kebebasan dalam penen-
tuan tujuan pengeluaran sesual dengan fungsi dan
dalam  jumlah yang telah  digariskan  pemerintah

pusat.  KeGz27¢¢4  pemerintah  daerah  mempunyai
kebebasan menggunakan uang dalam batas tujuan
dan jumlah yang telah digariskan pusat.

Persoalan  otonomi  daerah  di  Indonesia
memang  telah  mengalami  banyak  perubahan.
Mulal dad UU No.1 /1945, UU No. 22/1948, UU
No.  1/1957,  UU No.  18/1965, UU No.  5/1974,
dan terakhir UU No.  22/1999 dan UU No.  25/
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1999.SampalpadapemberlakuanUUNo.5/1974,

pelaksanaan otonomi daerah tersebut hanya bagus
di atas kertas. Aturan pelaksanaan untuk merea-
lisimya  sangatlah  tidak memadal.  Sistem peme-
rintahan  masih  terjebak pada  tingkat  keempat
dalam urutan keleluasan daerah.

Pemberlakuan UU No. 22/1999 dan UU No.
25/1999  menjadi  tumpuan yang  sangat pending
bagi  daerah.  Sistem  pemerintahan  berdasarkan
undang-undanginimemberikankeleluasaandaerah
(fo4zz/ ¢.ranfro#) untuk menjalanhan fungsinya secara
lebih balk.  Semakin besar keleluasaan daerah da-
lam menggali potensi yang ada di daerah, maka
semakin besar pula kesempatan daerah mendapat-
kan pendapatan untuk pembiayaan pembangunan
di daerahnya. Menyikapi hal ini, NP.  Hepworth
(T$99D  ddra;rrL Public E>qjenditure  Controls  and IAcal
GOGre7zerc#/memandangbahwasemalinindependen
suatu daerah, akan makin memungkinkan daerah
tersebutuntukmemperolehpendapatanyangbesar.
Sehingga,  posisinya  akan  semakin  baik  dalam
memberikan  pelayanan  masyarakat  @#4/z.f rGrorfe)

yang berkualtas.
Padamasamendatang,jikapemerintchlndo-

nesia yang baru nanti memang konsisten untuk
meneraphanazasotonomidaerahyangberorientasi
pada pemberdayaan  masyarakat,  sesuai dengan
makna kedua undang-undang tersebut, diperlukan
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upaya yang konkrit untuk menddentifikasi potensi
yang mungkin digali sebagal sumber-sumber pen-
dapatan  daefah.  Dana perimbangan  yang bakal
diterima harus dijadikan modal untuk mendorong
tumbuhnya kemandirian daerah, khususnya dari
aspek terbentuknya kreativitas daerah melahirkan
sumber pembiayaan  (r€"G##c cG#/rg).

Sumber Pendapatan Ash Daerah aIAD) nan-
tinya ahan terdiri dari empat macam, yaitu Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik
Daerah, dan lain-lain PAD yang sah.  Sedangkan
sumber pendapatan daerah itu sendiri selain PAD
akan  diperoleh  dana  perimbangan,  pinjaman
daerah, dan lain-lain PAD yang sah. UU No. 25/
1999  pada  penjelasan  pasal  5  ayat  1  jenis-jenis

pajak  daefah  dan  distribusi  daerah  sudah  akan
disesualkan  dengan kewenangan yang diserahkan
ke  daerah.

Selama ini masih banyak sumber PAD yang
belum tergah dengan baik. Komponen RAD pada
umumnya  relatif sangat  kecil,  walaupun  secara
kuantitatif komponen  ini  banyak.  Mekanisme

pungutan  PAD  juga terlalu birokratis,  sehingga
hasil pungutan dibebani biaya tinggr. Lebih rumit-
nya lad, sistem informasi pemeintahan dan kemas-
yarakatan  di Indonesia  sangat tidak memadal se-
hingga potensi kurang dapat diukur dan diestirnasi
secara  optimal.
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Masyarakat sendiri belum merniliki kesadaran

yang menunjang.  Peran  sertanya masih  minim,
sehingga  efektivitas  pungutan  dan  efesiensinya
rendah. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerali

@UMD)  menjadi unit usaha  strateals  dan pro-
fesional di daerah tidak pula memadai.  BUMD
banyak yang hanya  menjadi  cot/ ce#/7i€,  bukannya
berfungsi  sebagal pendapatan.  Selain BPD  RIau,

perusahaan daerah yang lain kontribusinya sangat
tidak memadai atau bahkan tidak ada sama sekali.

]ustruyangterjadikeberadaanperusahaantersebut
hanya menjadi beban APBD.

Mengamati perkembangan  Provinsi  Riau
yang begitu pesat  dan  tuntutan perkembangan
terhadap pelayanan masyarakat, peningkatan RAD

perlu dilakukan dengan menggali potensi dan pola
pengelolaannya secara optimal. ]aringan informasi
terpadu sangat dibutuhkan agar keberadaan poten-
si terdata dengan akurat. Pemerintah tidak dapat
hanya  mengandalkan  keberadaannya  sebagai
aparat birokrasi yang  selama ini  relatif arogan.
Tanpa partisipasi dan peran serta masyarakat, serta
didukung  sistem informasi yang terpadu antar
lembaga, maka upaya meningkatkan PAD  tidak
akan memadai.

DPRD harus pula tanggap untuk melahirkan
perangkat hulmm dalan bentuk Perda agar potensi
RAD yang ada dapat direahsir.  Dalam perspektif
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masyarakat Melayu  istilah,  "Kc  4¢/zf +crG#/ZZA g¢/¢4
Ae  4z./z.r rG„¢¢A  c7¢jJz/#g,"  kiranya  bisa  dijadikan
syarat mutlak untuk diberlakukan. Menalsi "kocek"
daerah memang memerlukan kerja keras, namun
muaranya  adalah  kemandirian  dan  keleluasaan
untuk berbuat baal kepentingan daerah itu sendiri.
Untuk memulalnya, transparansi, dan prinsip kea-
dilan menjadi dasar utama yang harus  dibangun
dan dikedepankan. `
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(Menata Model Pemerintahan Daerah Otonom)

0;°enm°bmeLrddaaye::::::;::,£iA#£°;"a'ia::1:
akan mendapat ganjalan oleh banyck hal. Pc#zzzz",
diajukannya Rancangan Undang-undang Kesela-
matan dan Keamanan Negara QUU KKN) yang
apabila disahkan  secara langsung akan berakibat
pada tidak terlaksananya otonomi. Undang-undang
ini  hanyalah  perubahan  bentuk  dari  undang-
undang subversib yang sebelumnya telali dicabut.

Kelahiran UU KKN akan memberikan ke-
kuasaan  yang  terpusat  pada  presiden  selaku
Panglima Tertingal TNI.  Ini  akan memberikan
peluang  terciptanya  pemerintahan  militer  ter-
selubung di Indonesia secara Je/.#rg. Narnun, fakta
di lapangan akan menempatkan pihak keamanan
(INI dan Pohi) semakin dominan mengambil alih
sektor-sektor masyarakat  sepefti yang selama ini
terjadi.

KeJ#¢, selama pemerintahan transisi, keber-

163



f tygj a q3unck Taedekyt

hasflanmenyusunundang-undangtentangotonomi
tidak diikuti oleh upaya untuk merujuknya dalam

politik pemerintahan Indonesia. Buktinya nampak
dengan  disiapkannya  coz"try ¢rogrzzz#  sebagai

pengganti lps  oleh  pemerintah.  Cozf#/rj/ Progr¢zz7
yang bersifat jangha menengah, tidak lain merupa-
kan sarana lealtimasi sentralisasi kebijakan peme-
rintah pusat dalam melaksanakan pembangunan
masyarakat.

Meskipun pengelolaannya bersifat desentra-
lisasi,  namun  tingkatnya masih  mengarah pada
kebijakan yang terpusat.  Ada baiknya, program

pemberdayaan rakyat tidak dirancang oleh pusat,
tetapi diserahkan kepada daerah, menalngat pe-
mantauan permasalahan masyarakat  secara  kon-
kret hanya dapat dilakukan di daerah. Untuk itu,
segala program pembangunan masyarakat harus
diserahkan  ke  daerah  secara utuh.  Apalaal yang
berasal dari pinjaman luar negeri agar kebocoran
tidak banyak terjadi.

Ke#giv, rencana eksodus SDM pusat ke daerah.
Masalah klasik ini temyata masih dijadikan pem-
benaran  terhadap  kebijakan yang justru kontra-

produktif dengan pemecahan masalah SDM itu
sendiri.  SDM di daerah, tidak akan pemah men-
dapat pembelajaran yang efektif, bila ia tidck diberi
kesempatan untuk menentukan kebijakan sendiri.

Untuk mengatasi  kelangkaan  tersedianya
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SDM di bidang teknik di daerah misalnya, tidaklah
diperlukan eksodus SDM dari pusat. Biarkan pro-
ses  itu terjadi  secara  alami.  Ibarat kata pepatah,
"Di  maria  dda gula  di  situ  add  Semut' . S;DM daerch

akan termotivasi untuk meningkackan kualitas diri-
nyaagartidakdigrogoti"semut-semut"pendatang.
Bila semut-semut itu dipaksahan dan sengaja di-
datangkan dari pusat untuk menggrogoti  "gula
daerah'',  maka yang akan  terjadi  adalah  konflik
kecemburuan.

Kcc¢44  suhu politik yang memanas, khu-
susnya dalam mengantisipasi Sidang Umum MPR,
menyebabkan aspek yang lebih essensial baal pem-
berdayaan  rakyat  menjadi  dinomorduakan.
Orientasi ehte politik lebih mengarah pada pefe-
butan kursi presiden dan berbagr kekuasaan. Ber-
munculannya  kasus  perbankan,  sebenarnya  tak
terlepas  dari  kaitan itu.  Muatan politiknya lebih
tingal, ketimbang upaya membersihkan bangsa ini
dari para koruptor dan kolutor.

Mencermati keempat fckta tersebut di atas,
masyarakat di daefah harus cepat tanggap. Daerah
harus berpacu dengan waktu dan kecepatan peme-
rintah pusat dalam mempretdi pemerintah daerah.
Pemerintah pusat mempretelinya untuk memper-
tahankan  dominasi  kekuasaan  pusat  terhadap
daerah. Sedangkan pemerintah dan masyarakat di
daerah harus mempretelinya untuk melihat pe-
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luang yang sesegera mungkin untuk ditindaklanjuti
dari terbukanya  pintu gerbang otonomi  daerah
melalui UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999.

Daerah haru§ memfofmulasikan sistem dan
model pemberdayaan masyarakatnya secara man-
diri.  Model  dan  sistem  tersebut  harus  dimulai
denganmengaturtatapemerintahanyangberorien-
tasi pada budaya masyarakat tempatan.  Aftinya,
harus diupayakan menSntegrasikan segenap kom-

ponen dalam pengarnbilan keputusan pembangu-
nan masyarakat.

Tigo Tt4ngivu Sejarangan
Sistem  dan  mekanisme  pemerintahan  ter-

padu  antara  apafat pemerintah  formal  dengan
pemimpin informal yang ada  (adat dan  agama)
harus  diciptakan,  sehingga partisipasi masyarakat
dapat ditumbuhkan secara melembaga. Melalui UU
No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 kemungkinan
untuk itu  semakin lebar.  Selama ini, keterlibatan
tokoh adat dan agama hanya dilakukan bad kepen-
tingan pohik aparat birokrasi. Dalam pengambilan
keputusan  pembangunan  dan  pelaksanaannya,
mereka hanya menjadikan alat stempel atau justi-
fikasi  .saja.

Integrasi adat dan agama dalarn tata peme-
rintahan sebenarnya sudah teruji keampuhannya.
Rezim pemerintahan Orde Baru justru melemah-
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kan  eksistensi itu  untuk kepentingan memper-
tahankan kekuasaannya.  Dalam perspektif adat,
di Kuantan Sinednal misalnya, keteapaduan antara

penguasa dengan pemimpin adat darn agama ter-
cermin dari falsafah adat mereka.

Pemedntahyangkokohdalamperspektifadat
Kuantan Sinednal harus  ditopang oleh apa yang
disebut Tzgiv T##gA# Jar.z7rzz#gzz#, yakni pemuka adat,
alim  ulama,  dan  cefdik  pandai  (cendikiawan).
Artinya, keberhasilan pemimpin clan ditentukan
oleh dukurigan ketiga elemen tersebut, balk dalam

pengambilan  kebijaksanaannya maupun  dalam
pelaksanaan dan pengawasannya.

0leh karena itu,  ketiga elemen tadi sering
disebut  Tzgiv  T¢/z. JGj»./z.#.  Sebab  ketiganya  meru-

pakan sub-sistem yang tak terpisahkan dalam suatu
sistem  secara  keseluruhan. Manajemen pemerin-
tahan  akan  lebih  mudah dijalankan karena  tiga
komponen  tadi.  Mengakar ke  masyarakat  dan
problematika masyarakat dapat disalurkan melalui
ketiga pintu itu.  Tidak ada dominasi kekuasaan
yang mengarah pada kediktatoran,  karena  eksis-
tensi penguasa justru lahir dari masyarakat melalui

pemuka agama, pemuka adatnya, dan para cen-
dikiawannya.

Kualitas keberadaan rakyat dalam tata peme-
rintahan yang mengacu pada adat, jauh lebih baik
dari  apa yang selama ini diterapkan oleh rezim

167



f tydya Oundt Ksedekpr±

Orba.  Kedudukan  seseorang dipandang sebagai

pribadi  utuh  sesuai  kedudukan  dan  fungsinya
dalam masyafakat. Ini tercermin dari apa yang di-
sch; I ut ardzI+ Nari  leurlak iolab  horidi, nan  Sirab  iolab
Sag!o.  Nan  baiale  iolab  budi,  nan  iridab  iolab  baso.

j4#jJz#.4  4cz/z//#4wg,  z./¢#g  4czc¢„.  (Yang  kurik  ialah
kendi, yang merah ialah  saga.  Yang baik adalah
budi,  yang indah ialah bahasa.  Hanyut ditolong,
hilang dicari).

Tujuan tatanan masyarakat seperti ini adalah
menghormati yang tua dan mengasihi yang kecfl.
Sama  besar dibawa berkawan  dan yang lemah
dibantu. Untuk itulah, kedudukan seseorang seba-

gal anggota komunitas memiliki kewajiban yang
so:rna,  Sebirio  Semdh,  §edorek  Seririgdri.

Susunan masyarakat tertumpu pada ururtan
yarryg stsf y€"f rfis, Negori  lleromapele  Suho,  dalam  Suhu
bepormih.  Kaapuang dibori  betuo, rumdb  dibori  beturig-

ganai,  dengan  ketentozLn,  Kemenalean  bekyo  ke
mandh, mamah bekyo  he Pengbuh. Perigbuh banjo  he
mufiokat,  mwpohot  I)ekyo  he  nan  bonar  ridn  manurmik

aha jo Pc[hik. Ado nan fic[toih tapi dak mungfen, ado
rian  mungf an  tapi  dale Patuik K!edndRThi:2;A seam:rug

pemimpinditatauntukbersifatadfldanmengayomi
sebagaimana yang disebut dalam adat, Mc#gzz¢. r¢4z7o
boreh,  mengju¢i  samo  lira. Tibo  Pelt 2ormik jam  dikem-

fielean,  tibo  fieh  nato jan  dipiciaaykan, Godangjan
rmeiapile,  lou/e jam  7wenyaok.
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Kewajiban pemimpin terhadap masyarakat-
nyasangattegasdanrinci.Sebagaimanadituangkan

quprr:_atJrmnavdr,Kayugodangditongapddang,boke
belinduang  hapanasan,  bohe  betodua  heujanan.  Urek
boke  ba§elo,  batang bolee  besandar.  Tetog/ah  meujadi

fiag_a:an, telilik  merljadi  Perig/obeh,  tebellritang menjadi
Pelibai.  Kan  fioi  bohe  betanyo,  balidle  boke  becerito.
Peluang untuk mengembalikan tata pemeintahan
seperti ini, terbuka lebar dengan diberlakukannya
UU No. 22/1999 yang memuat otononri daerah..

EEE



AVAM BERINDUK,            €'

SIRIH  BERJUNJUNG

(Menyon9song I mplementasl Otonomi Desa di RIau)

Proses pembangunan di RIau memasuki babak
baru yang harus disikapi secara seksama dan

berkelanjutan.  Sejak beapisah  dengan Kepulauan
Riau luas wilayah malin berkurang. Luas wilayah
daratan  makin  dominan  karena  sebagian  besar
wilayah  peralran  menjadi milik Provinsi  Kepri.
Namun,  sebahaalan besar wilayah  pesisir masih
beapotensi untuk menghubungkan Riau daratan
denganberbagalpintugerbangperdagangandunia.

Walaupun dalam percaturan global entitas
ekonomi  tidak lagi  mampu  dibatasi  oleh  aspek

perwilayahan  administrasi  pemerintah,  bukan
berarti strateal pembangunan ekonomi masyarakat
Riau Daratan  tidak perlu  ditata  ulang.  Dengan
karateristik  pedesaan  aliran  sungai  dan  pesisir

pantai. proses pembangunan membutuhkan tran-
sformasi sektor primer.ke arah industri yang tidak
saja  memiliki  keterkaitan  lini  depan-belakang

(f em/ard  and  bdckmvard  linkag/eS, teka:rfA .r;ugp perhoe;
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satan kesamping  /ovzf/#j)/z.Gr ejIrgc// yang merata.
Realitas  ekonomi yang terjadi  selama ini

menunjukkan  perbedaan  yang menonjol  antara
Riau Daratan dengan Riau Kepulauan.  Ciri eko-
nomi Riau Daratan lebih agraris dan mengandalkan

produksisektorprimer.SedangkanRIauKepulauan
berkembang melalui sektor sekunder dan tersier
yangbanyakditopangBatamsebagaibasisindustri.
Konsentrasi ekonomi pada sektor primer di Riau
Daratan  menyebabkan  masyarakat wilayah  ini
kurang berkembang.  Kondisi infrastruktur yang
kurang memadai  semakin memperparah  ruang
gerak ekonominya.  Nilal tambah yang diperoleh
masyarakat petani menjadi sangat minim. Stfuktur

pasar komoditas pertanian yang oligopsonis  (de-
nganberkolusicenderungberperilakumonopsoni)
menyebabkan  penghisapan yang mengenaskan
terhadap  kelayakan hidup  petani.  Padahal  seba-
haSan besar masyarakat Riau Daratan tinggal di
pedesaan  dan menggantungkan nafkahnya pada
pertanian.

Menrikapi kondisi tersebut Riau Daratan
seharusnya menata kembali  strategi pembangu-
nannya.  Wajar  saja  bila  ada  keinginan  untuk
mengubah-sual sasaran jangka panjang dan target
jangka pendek pembangunan  Riau Daratari  ke
depan.  Fokus  perhatian memang harus lebih  di-

pertajam  ke  arah  pemberdayaan  rakyat  untuk
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masuk dalam dinamika ekonomi yang lebih cepat
dan lebih mengandalkan mutu sebagal kompetensi
untuk memenangkan percaturan hidup.

Keterbelakangan  ekonomi yang dialami
masyarakat pedalaman Riau Daratan  selama ini
berawal dari terkonsentrasinya mata pencaharian
pada satu sub-sektor, yakni perkebunan, karet, dan
kelapa.  Infrastruktur yang tidak memadai  dan
tekanan para tengkulak menyebabkan kehidupan
ekonomi rakyat terbelenggu pada gir/#er ¢.o# yang
sangat  mencekik.  Mereka  tinggal  di  pedesaan
dengan  mengandalkan  teknologi  bertani yang
kurang memadai. Pendidikan yang rendah menye-
babkan kemanpuan untuk mandiri relatif terbatas.
Untuk itu, perhatian yang lebih  serius  terhadap

pembangunan pedesaan merupakan hal yang tidak
bisa ditawar-tawar. Pemerintah Provinsi Riau yang
inedn menedsi tahun 2005 ini dengan program pem-
bangunan melalui pemberian otonomi desa sangat
menjanjikan. ]ika implementasinya dapat berjalan
baik maka fakyat pedesaan akan merasakan adanya
keberpihakan yang nyata. "/ny4or erGA#zz#g 4c7owJ 4c#.-
nduh ddri Sirib baruslab berjunjung/an:"  Postwst rrrerek;ha

yang lemah tidak munglin dilepas untuk bersaing
dengan kelompok masyarakat lain yang lebih maju.

Menurut AT.  Birowo  (1982)  dalam  tuli-
stLnnya, be;rfudul Perencdnaau  Pemhanganan  Pedesaan
Jcz# PG/czfaf##¢¢##j;cz, pembangunan pedesaan adalah
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suatu proses  perubahan dalam masyarakat desa,
dimana kemiskinan  akan  dihapuskan  dan  krea-
tivitas serta tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh
lapisan  miskin  akan  dimanfaatkan  sepenuhnya.
Lapisan  miskin  harus  mampu  memanfaatkan
sunber-sumber masyarakat dan lingkungan yang
tersedia dan juga harus didorong untuk ikut dalam
kontrol sumber daya yang berasal dari luar lingku-
ngan pedesaan. Dewasa ini sudah banyak sumber-
sumber pedesaan yang terkuras dan bahkan ber-

pindah tangan kepada para pemburu rente. 0leh
karenanya pembangunan pedesaan harus meling-
kup tiga strateal, yalmi peningkatan standar kehi-
dupan, partisipasi massal, dan merangsang proses

yarig rrran!diri (Sellfsustaining processJ) .
Sangat perlu disadari bahwa kesej ahteraan,

perdamaian,  dan kebahagiaan hidup masyarakat
pedesaan  tidak munglin  "dianugerahkan"  oleh
pemerintah.  Masyarakat  sendiri harus  bertindak
dan bekerja. Kriteria keberhasilan dalan pengem-
bangan SDM pedesaan buhan hanya pemenuhan
dan penyediaan  kebutuhan material, tetapi juga
kemampuan  masyarakat  desa itu  sendiri  untuk
tumbuh  dan  berkembang. junjungan  hanyalah
media untuk menjalar, sirihlah yang harus berbuah.
Lebih tegas laal jangan sanpai pula junjungan yang
menghisap  makanan  sirih  sehingga bukannya ia
berdaun tetapi malah mati kekeringan.
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Berkenaan  dengan penguatan  otonomi
desa  dalam  Rakor  Gubernuf tanggal  16-17 ]uli
2005  dikeluarkan  beberapa  rekomendasi  yang
harus  dilaksanakan pemerintah c/q Departemen
Dalam Negeri. PG77zzertz, segera menetapkan pedo-
man tentang alokasi bantuan keuangan dan stan-
dardisasi  dan  kriteria  pengalokasian  bantuan
Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi,  Pemerintah
Kabupaten kepada Desa dalam rangka memper-
cepat perwujudan otonomi desa. Berbagal pedo-
man telmis yang berkaltan dengan otonomi desa
untuk pemerintah provisi, kabupaten, dan perang-
kat desa harus segera dipersiapkan

Kec7#cz, mengrdakan sosialisasi makna oto-
nomi desa pada seluruh jajaran pemerintah pro-
vinsi  dan  ka`b'upaten.  Termasuk  melakukan

publikasi  tentang makna otonomi  desa melalui
media  massa.  Kc/zgiv,  menetapkan  standardisasi

peningkatan pengetchuan dan keterampflan penye-
lenggara pemerintahan desa dalam mengelola desa
danmelakukanpembangunandanpembinaankehi-
dupan  masyarakat.  Kcc¢¢/,  menerbitkan  data
wilayah  desa  dan  pedoman  teknis  pengelolaan
sumber-sumber pendapatan desa.

Menurut Selo Sumardjan, di dalam rangka
otonomi ukuran baik adalah apabfla pemerintah
yang otonom di daerah itu mengarahkan pemerin-
tahannya  kepada keamanan,  kesejahteraan,  dan
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kebahaalaan  masyarakat desa.  Pemerintah harus
mengarahkan sebahadan besar kekuatan dan sum-
berdayanya untuk mengurus  kesejahteraan  mas-

yarakat desa. Untuk itu menjadi pending dipahami
karakteristik rakyat di desa dengan segala dinarni-
kanya dan pemetaan yang jelas  akan  seperti  apa

perkembangannya. Pemerintah harus mencari cara
agar perkembangan ke depan dari masyarakat desa
menjadi makin  sejahtera,  bukannya malah mem-
buat kehidupan rakyat desa  semakin rumit dan
terpingstkan.

Sulit  untuk membiarkan  sendiri  masya-
rakat desa berkembang ke pola-pola hidup yang
modern. Ini malah akan menyebabkan kehidupan
mereka menjadi tidak nyaman. Untuk mengadakan
suatu  sistematik dalam mefihat masyarakat desa,
Selo Sumardjan menjelaskan harus melihat kepada
kebudayaannya sebagal hasil dari pemikiran rakyat

yang menimbulkan ideoloal sebagai hasil perasaan
yang menelorkan nflai-nilal dan hasil dari pekerjaan
yang membuahkan produk-produk nyata.

Model implementasi  otonomi  desa yang
inSn ditaja oleh Pemerintah RIau dengan sendiri-
nya harus berpijak pada seberapa kuat kemampuan
rakyat memperbaiki kehidupannya dan sebesar apa
kekuatan  pemerintah  yang  dibutuhkan  untuk
menopang atau memberi junjungan agar kualitas
kehidupan rakyat desa semakin membaik. Birokrasi
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yang  berbelit-belit  hanya  akan  menyebabkan
kepercayaan  masyarakat  terhadap  keseriusan

program dijalankan secara baik malah berkurang.
Kontrol yang asalan dapat mempertegas anggapan
selamainibahwasetiapyangdikerjakanpemerintah
untuk rakyat hanyalah hibah yang tak perlu diper-
tanggungj awabkan  secara sungguh-sungguh.

Selama ini memang tidak ada sanksi yang
tegas  baal para perusak program pemberdayaan
fakyat. Pemerintah memang harus berpihak kepada
rakyat, tetapi itu bukan berarti menjadi sinterklas.
Memahami rakyat, memberi mereka kepercayaan,
mendampinal mereka untuk memberikan perto-
longan terhadap hal-hal yang kurang mereka pa-
hami dan mewaspadai secara dini adanya faktor

pengganggu (aparatur yang korup, budaya  rakyat
yang ingin  serba  instant),  serta  membebaskan
rakyat  dari  tekanan  re#¢g-z.j.ere  adalah  kata  kunci
untuk berhasilnya program otonomi desa..
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(Reformasi Birokrasi Riau di Era Otonomi Daerah)

I::;eefiag;fgRIi:::¥naan:=;|o:::np#e=
pangan  Holtikultura  ke  Kecamatan  Bukitraya
Pekanbaru. Sebagaimana diberitakan ada jawaban
spontan masyarakat ketika ditanya oleh Pak Men-
teriyangmengungkapkanbahwatidakditerimanya
beras Operasi Pasar Khusus  (OPIQ  oleh mereka
selama ini.  Padahal laporan yang diberikan  oleh

pejabat Riau pada Pak Menteri  sebelumnya me-
nyebutkan bahwa rnasyarakat sudah menerimanya.

Entah apa yang ada di benak para birokrat
saat ini,  sehingga beras  untuk kaum  miskin pun
mereka  sikat.  Perasaan malu  kepada  diri  sendiri
sepertinya  sudah  tenggelam.  Mungkin rasa takut

pada Allah  Swt juga tidak laal mampu mengusik
mereka, sehingga bealtu beraninya mereka mema-
kan hak fakir miskin.

Kejanggalan sepefti ini mungkin tidak akan
terungkap pada masa lalu. Sebab, setiap kunjungan
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pejabat tinggi pusat ke  daerah untuk bertemu
wicara dengan masyarakat selalu disiapkan orang

yang akan bertanya dan menjawab. Laporan asal
bapak  senang  (ABS)  menjadi  /rg#J pemerintah
rezim Orba. Pada era reformasi sekarang, ternyata
mereka  kena  batunya.  Spontanitas  masyarakat
menunjukkan bahwa mereka mulai terdidik untuk
membela kepentingannya  dan transparansi, ter-
nyata mampu dijadikan  alat untuk mengeflsien
kinerja pembangunan.

Dalam tataran yang lebih luas, di Indonesia
saat ini memang sedang bermunculan berbagai
kasus  kejahatan  birokrasi  (4#rg#orzz/z.c f#.ee)  yang
memprihatinkan.  Dimulai  dengan  JOG4¢nfo  C4/g,
Trmcle REO gate, Gbalib Gate, dan. bznyck gate-gate
lainnya.  Kasus  paring akhir yang sangat meng-
hebohkan adalah B¢/z. G4/g. Belum laal kasus-kasus

yang berkaitan dengan berbagai peristiwa keru-
suhan di seantero tanah air seperti Aceh, Ambon,
dan Batam. Masyarakat sepefti disuguhkan sebuah
sandiwara  bersambung yang tak kunjung usai.
Babakan  demi babakan makin menyengsarakan
rakyat,namunanehnyapenyelesalanyangditunggu
makin kabur.

Dalam suasana demikian, para birokrat ter-
nyata makin tidak bijak.  Mereka  justru makin
mengkhawatirkan peulaku massa tanpa mencoba
untuk menelusuri sebab timbulnya perilaku ter-
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sebut dalam  kaltannya  dengan perflaku mereka.
Kaum birokrat masih membutakan mata dan hati
terhadap  berbagal kritik yang dialamatkan pada
mereka. Banyck sekali penyelewengan yang terjadi
dari  tujuan  organisasi  para  birokrat.  Pelayanan
senantiasa  diubah  menjadi  penguasaan.  Kasus
BPPN adalah contoh konkrit dari masalah ini.

Secara  fundamental, disfungsi birokrasi di
Indonesia  terjadi  kafena  sistem  yang dibangun
selama ini mengandung banyak kelemahan.  O„er
JG¢¢#GAgre#/z7/z.Zzz/z.o#  misalnya,  telah  menimbulkan
egosektoralyangbermuarapadakerancuanperen-
canaan pembangunan dan pelaksanaan yang tidak
mengenal sasaran. Proses koordinasi menjadi tidak
berjalan,karenamasing-masingdepartemenmemi-
liki  target  sendiri yang menjadi ukuran  prestasi
mereka.

Kecenderungan lain  adalah  rumitnya  for-
mahtas, yang justru mereka bangun sendiri, telah
mengakibatkan  ineflsiensi  dalam  pengambilan
keputusan.  Regulasi  dibuat pada mulanya untuk
menata sistem, namun karena saling teapisah me-
nyebabkan berbagai produk perundang-undangan
saling berbenturan  satu sama lain.  Pada akhimya

yang terjadi adalah melakukan pelecehan terhadap
aturan itu sendiri.

Sepanjang mereka memperoleh manfaat dari
keadaan  demikian,  maka  perilaku  seperti  ini
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ditolerir saja. Hasilnya adalch menaburnya kolusi
dan  korupsi di  Indonesia.  Secara  spesiflk dalam
kancah perekonomian,  temyata banyak pula pe-
jabatbirokrasipemerintahdengandukunganmesin
politiknya  menguasai  lisensi  usaha.  Kontfa-
diktifnya  muncul  ketika  penguasaan  terhadap
lisensi itu tidak mampu menilai dampak didiri-
kannya  suatu  usaha  bisnis  masyarakat.  Lisensi
hanya menjadikan  "mesin  uang'' para birokrat
melalui perilaku kolusinya dengan aktof ekononri.
Parabirokfatmenjaditidakmampumenflaiapakah
usaha itu layak  dibuka  dari  kaca  mata kesejah-
teraanrakyat.KasusBMA,IRS,SC,danpefusahaan-

perusahaan  kayu  yang membabat  hutan  Riau
adalah  buktinya.

Penflaian kritis terhadap birokrasal sebenar-
nya sudah lama didengungkan. Alvin W Gauldener
menggambarkan  bahwa posisi birokrasi  dalam
sistem budaya industri cenderung infersonal dan
koruptif. 0leh karenanya, menurut Jurgen Haber-
mas,agarkedudukanbirokrasimenrihikiposisiyang
berimbang,dalamperubahansistemglobaldanera
reformasi  saat ini, maha peran mereka sebaiknya
diorientasikan  sebagal  katafisator.

Menumbuhkembangkan  sistem  birokrasi
sebagaikatarisatormemangtidakganpang.Selama
Orba, polesan sistem birokrasi negara  sangat sinis
terhadap pemberdayaan rakyat.  Slogan  ke arah
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kesejahteraan  memang banyak muncul,  tetapi
realita  yang  dihadapi  masyarakat  jauh  sekali
berbeda dengan  berbagai  spanduk yang mereka

pasang.  Untuk mendudukkan penguasa menjadi
pelayan bagaikan,  "Me#¢#.4 K¢AV4z.#g Ae 4z./'  atau
"Mc#g4c/¢ 84jw4# Jzf#jtz#g." Proses ke arah itu, nan-

paknya harus dimulal dengan menegakkan sistem
pemerintahan rakyat yang berdaulat.

Untuk  masa  yang  akan  datang  rgz.#grG#/z.#g

go"e7:wc#/ di  Indonesia  mutlak untuk dilakukan.
Rakyat tidak akan pemah berada pada posisi ber-
daya  bila  4#re¢#crz7/z.c  c".ere  masih  subur.  Proses
reposisi birokrasi memang akan memakan waktu,
namun harus dilakukan secara konsisten dan ber-
tahap.  Per/zzer4,  pengembangan  kualitas  SDM

aparat birokrasi agar profesionalisme mereka dapat
ditingkatkan.  Caranya tidak hanya melalui pendi-
dikan  tetapi  juga  dengan  membangun  sistem
pengawasan  secara  terpadu.  Termasuk pening-
katan kesejahteraan dan sistem karir yang mampu
meningkatkan motivasi mereka.

Kc47z#,memberdayakanDPRdanDPRDagar
mampumenjadipenyeimbangdalarnkebijaksanaan

pembangunan. Wakil rakyat yang memiliki kepe-
kaan  terhadap  aspirasi rakyat  secara  efektif akan
menj adi kontrol para birokrat. Kc#giv, /¢ev e#/o"eerc#J

yang konsisten. Upaya ini dimulal dengan merevisi
berbagal produk perundang-undangan rezim Orba
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yang  memang  keberadaannya  tidak  memihak
rakyat.  Penegakan hukum harus pula  didukung
oleh independensi lembaga peradilan agar tangan-
tangan  birokrasi  tidak  menjadikannya  sebagai
lembaga stempel pengaburan makna hukum.

Kcc¢4/, merampingkan organisasi birokrasi
untuk  meningkatkan  kinerja  efisiensi.  Banyak
departemen yang dapat digabung agar kebijak-
sanaan dapat terpadu. Termasuk pula melakukan
swastanisasi  terhadap  berbagal  institusi  pubhk.
Kc/z.zz74, otonomi daerah yang tidak hanya sekedar
retorika.  Pelaksanaannya  dimulal  dengan pem-
berian wewenang terhadap  institusi  di  daerah
untuk menentukan kebijakan termasuk peman-
faatan SDA yang dimililinya.

KCG#4jw,  mereposisi  fungsi TNI  dan  Polri
secarabertahapkearahprofesionalismepertahanan
dan keamanan rakyat. Keberadaan mereka dalarn
berbagal institusi, baik negara ataupun swasta ha-
rus dikuranal atau dihilangkan  sama sekali. Ter-
masuk  dalam  lembaga legislatif yang memang
sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara
demokrasi..
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FIAHAT  BERBUNYI

(Dinamika Riau Pasca Otonomi Daerah)

Mengamati perjalanan dan dinamika pofitikyang terjadi  di  Riau  sangat menggelikan
sekaligus  merisaukan.  Kalaupun  tak  dapat  di-
katakan  sangat  memalukan.  Reformasi  dan
momentumotonomidaerah,temyatamenghasilkan
perilaku-perilaku politik yang di luar dugaan. `Ter-
jangan" pada pemberdayaan rakyat, rupanya tidak
hanya  datang  dari  ketidakikhlasan pemerintah

pusat  melaksanakan  otonomi  daerah.  Pemain-
pemain politik lokal juga ikut memberikan andil
yang besar baas melencengnya pencapaian sasaran
reformasi dan makna desentralisasi.

Pada tingkat provinsi, tergambar dari adanya
dugaan AV¢rfe-¢  dan  manipulasi  anggaran  pem-
bangunan  dalam APBD.  Persoalan ini  terkuak
justru setelch RAPBD disaring dan diteliti DPRD.
Sepertinya,  pekerjaan  para wakil  rakyat pantas
disebut dengan istilah,  "Nczt7. zz74r4le, ¢c#.zfA PGc44."
Ada kesan terdapat "pengkaplingan" anggaran oleh

183



a?an6angunanTAgrwidahm9GquafanBrdayaMetayu
tsasRstst-a:,:=,s=sRT6x48±Er±_`i3=.s=.sL±essesss{sssssREs5>sssess-sB-s5sesis5`B_.Sx3==.`3cc+!.I.-_^.=xs€ses=sss`s:i;:«ns!¢s;;i;R±1zl±:fz:z!

kfasi yang telah dilakukan sebelumnya.
Di Kabupaten Pelalawan malah ada calon yang

tidak  terpilih  menjadi  "merajuk",  karena  telah
termakanolehjanji-janjipditikyangmemangtidak
manis.  Dalam dunia nyata, pohtik memang sulit
didentifikasi, mama lawan dan mana kawan. Rak-
yat terperanjat karena analn pohik yang berputar
kesana kemari telah meluluhlantakkan  supremasi
keilmuan dan ketokohan seseorang.

Berbeda halnya dengan yang terjadi di Kabu-

paten Natuna, Rokan Hulu, dan yang baru  saja
usal  di Kuantan  SinSnal.  Isu pohitik uang  (A#o#cLy

j)a/z.#.")  merebak setelah pemilihan dilangsungkan
oleh  anggota  dewan  setempat.  Di Natuna,  ada
calon yang sepertinya mengakui telah melakukan

politik uang tersebut.  Sayangnya yang bersang-
kutan tidak terpilih dan inSn membongkar adanya
praktikuangitudikalanganDPRD.DiRokanHulu
malah saat ini, setelah bupatinya dilantik, beredar
fotocopytandaterimauangolehbeberapaanggota
DPRD. Bahkan ada anggota DPRD yang meng-
akuinya, hanya  saja mengatakan itu  sebagai pin-

jaman.
Lebih menggehik laal yang terjadi di Kuantan

SinSnal.DikabupateniniadaanggotaDPRDyang
malah bersedia menandatangani surat pemyataan
telah menerima uang.  Pernyataan tersebut kemu-
dian dibantah laal seolah-olah adanya pemalsuan.
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Kejujuran dan kemunafikan "begelinco" (campur-
baur)  di  sini.  Masyarakat  sepertinya  dipancing
untuk saling berseteru satu sana lain, tanpa meng-
hiraukan lagi dampak negatif yang akan  ditim-
bulkannya.  Perilaku  pohtik  "kekanak-kanakan'',
seperd dipertontonkan pada masyarakat Kuantan
Singingi, yang kabarnya  banyak meminki SDM
berkualitas. "Tor-joran" poritik ingin dikembangkan
lagr,  meskipun pesta  demokrasi  telah  dijalankan
bersama.  Kondisi  ini  sama  dengan  bak  kata
pe;patch, "Ri¢mab jade, I)abt[t berbunyi."

Ternyata  dari  berbagai  kasus  di  atas,  tidak
gampang memang untuk menciptakan  suasana
politik yang apik  di Riau.  Budaya politik yang
seharusnya mengandung etika politik,  di dunia
nyata  sepertinya  "kusut  masai''.  Masyarakat
menjadi  semakin mudah  terbual oleh  siapa yang
berbicara,  bukan  oleh  apa yang dibicarakannya.
Orang gampang saja berjihad untuk seorang tokoh
politik,  bukan  untuk  kebenaran  hakiki  yang
mampu dipresentasikan oleh tokoh tersebut.

Mencermati semua itu, mungkin ada baiknya
direnungkan  apa  yang dikatakan  oleh  mantan
Direktur Dana Moneter Intemasional ¢MF) untul
Asia  Pasiflk  yang  sekarang  menjadi  C4¢;.rjny¢#
Deutrcbe  Bank Asia-PdJeifec,  Hhoeft INeiss, ya.ng
menyatakan, "Secara ilmiah, jika perhatian semua
orang beralih ke isu-isu politik, Anda tidak akan
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wakil-wakil  rakyat  untuk  kepentingan  pribadi
mereka.  Bahkan mencuat pula persoalan  `Kope-
rasi Dewan' yang inSn menguasal sejumlah kebun
sawit dengan tanpa malu-malu mengatasnamakan
kepentingan rakyat.

Fenomena di tingkat kabupaten lebih mempri-
hatinkan lad, terutama pada kabupaten-kabupaten
pemekaran yang disibukkan oleh pemilihan bupati
defenitif. Rakyat sangat terkesima ketika di Dumal
sempat terjadi berbagal keributan setelah berlang-
sungnya pemilihan walikota. Kejadian yang paling
menghebohkan adalah persoalan pemilihan Bupati
Kepulauan Riau. Peristiwa culik-menculik, bahkan
sampan pada isu peledakan born, menjadi tragedi

yang memilukan hati masyarakat yang sebenarnya
sangat inSn berubah kehidupannya menjadi lebih
sejahtera dan damal dibandingkan sebelum adanya
otonomi daerah.

Lain lath kejadiannya di Kabupaten Karimun.
Isu pemalsuan ijazah  oleh wakil bupati  terpilih
menguak  setelah  DPRD  selesai  melaksanakan

pemi]ihannya. Persyaratan untul dipilih, baru di-
tefiti setelah proses pemilihan dilakukan. Tuntutan
untuk mengulang pemilihan dimunculkan setelah
sebelumnya  proses  demokrasi  diselenggarakan
secara kidmat.  Eneral yang sudah terkuras  sebe-
lumnya harus dikumpulkan kembali dan diarahkan
untuk mementahkan ulang semua proses  demo-
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masih  terdapat beberapa orang yang mencoba
mencari manfaatnya untuk mengejar Visi Riau
2020, namun kebijakan ini dianggap kurang po-

puler dan sulit diterapkan.
Isu terakhir yang kemudian menjadi isu yang

sangatkontroversialadalahdenganbocornyaDAU
di tingkat daerah yang mencapal angka 400/o lebih.
Tidak tanggung-tanggung,  sinyalemen ini dilon-
tarkan langsung oleh Ketua Panitia Anggaran DPR
RI. Tentu saja banyak orang tersentak, termasuk
Menkeu  dan Mendagri.  Reaksi dari  daerah pun
bermunculan untuk menangkisnya.  Persoalannya,
jika berita itu benar, maka dari Rp 60,5 triliun DAU
Tahun 2001  kebocorannya adalah mencapai Rp
24,2 triliun. Suatu jumlah yang tidak kecil tentu.

Khusus  untuk Provinsi Riau,  dari Rp 251
mhiar DAU yang diperolehnya, maka angha dugaan
kebocoran  400/o itu nilainya mencapai Rp  100,4
miliar. jumlah ini jauh lebin besar dari dana yang
direncanakan  untuk  digulirkan  dalam  rangka
pemberdayaan ekonomi rakyat yang hanya sebesar
Rp 77 mi]iar. Total DAU yang diterima Riau melalui
15 kabupaten pada tahun 2001  adalah sebesar Rp
2.267,15  mi]iar ditambah dengan dana baal hasil
sebesar  Rp-4.081,15  miliar,  maka  Riau  mem-

peroleh kucuran dana mencapal Rp 6.348,30 miliar.
Tanpa perencanaan dan manajemen pengelolaan
dana yang matang dan profersional, tentunya sangat
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wajar bila dugaan kebocoran menjadi mengemuka.
Bila diamati alokasi pemanfaatannya dalan

APBD,  maka  pada  level  Provinsi  RIau  dugaan
kebocoran dana DAU belum tentu memiliki lan-
dasan yang kuat.  Sesuai  dengan  kepentingannya,
DAU diperuntukkan baal membayar gaji PNS dan
menutupikebutuhanrutinlainnya.]umlahpegawal

yang harus  dibayar gajinya  oleh  Pemprov RIau,
setelah adanya pelimpahan  pegawai pusat men-
capai  4.897  orang.  ]ika  dimasukkan  anggota
keluarga,  yang  harus  diberikan  tunjangan  oleh
negara, jumlahnya mencapal  15.498  orang.

Total  belanja  rutin  Pemprov  RIau  untuk
tahun  2001,  yang  tercantum  dalam  Keputusan
Gubernur No. KPTS 87/Ill/2001  adalah sebesaf
Rp  342.121.428.243,  yang terdiri  dari  sembilan

jenis  pengeluaran.  Pengeluaran  terbesar  adalah
untuk belanja pegawai, yakni Rp  110.715.006.723
diikuti  oleh  belanja  barang  Rp  78.203.410.720,
dan biaya lain-lain sebesar Rp 44.030.839.550 serta
biaya pemeliharaan Rp 11.996.242.000. Termasuk
biaya perjalanan dinas yang jumlahnya mencapai
Rp  9.590.893.000.

jika dibandingkan dengan penerimaan dari
DAU  yang  berjumlah  Rp  251.940.940.000.000
untuk menutupi kebutuhan rutin dimaksud, maka
masih  tefdapat  ketekoran  yang  mesti  ditutupi
dengan  sumber  penerimaan  lain  sebesar  Rp
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90.181.428.243.  Lantas  pertanyaan  yang muncul;
dainana sunber adanya dugaan kebocoran dana
yang diperkifakan mencapai 400/o tersebut?

Bila  dianiati  secara mendalam  seluruli pos

pengeluaran rutin mulai dari keperluan DPRD,
gubernur dan wakil gubemur, serta seluruh dinas
dan instansi serta berbagai pengeluaran lainnya
sanpai pada pengeluaran yang tak terduga, mung-
kin dugaan bocor tersebut bisa ditimbang benar
atau tidaknya. Namun, lini sudah menjadi gun-
jingan bahwa  selama ini pos  keperluan DPRD
sangatlchfantastis!Dimanaurfuktahun2001saja
mencapai angka  sebesar Rp  31.546.220.750.  Un-
tuk kebutuhan gubemur dan wakilnya, jumlahnya
mencapai Rp  5.295.500.000  dan pejabat-pejabat
lainnya. Seluruh kebutuhan mefeka ditangg`hanS
olehnegara,baiklangsungmaupuntidcklangsung.

Adahah kemungkinan penghematan terha-
clap  seluruh  jenis  pengeluafan  tersebut?  Bila
diperhatikan kesembflan jenis pengeluaran rutin
Provinsi  RIau,  maka tidak mustahil bila peng-
hematan mencapai 40°/o tersebut dapat dilakukan.
Biayaperjalanandinasdanbelanjabarangbisasaja
ditekan seefesien mungkin. Sebab, dalam anggaran
pembangunan kedua jenis  biaya ini  sudah  ada.
Ketiga  item  biaya  ini,  selain  berindikasikan
tunpang-tindih dan berulang-ulang sedap tahun-
nya, juga disinyalir berbau er4de ¢.
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Penghematan 40°/o dari seluruh pengelunran
ruin ini jumlahnya mencapal Rp 136.848.571.097.

]ika jumlah itu dilarikan untuk kepentingan pem-
berdayaan  ekonomi  rakyat dan  pengembangan
SDM,tentunyaupayamengejarvisiRiau2020akan
lebih  mudah.  Hanya  saja,  semua itu tentu harus
ditenggaral dengan melafukan analisa belanja dan
kebutuhan anggaran yang akurat,  sehingga peni-
laiannya  tidak  menimbulkan  bias  makna  dan

persengketaan. Pendekatannya harus diletalckan pada
prioritas, kepatutan, mutu, manfaat, dan kemanpuan
mengantisipasi resiko masa mendatang..
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NAHKODA LENGAH,

BAHTERA BERKECAl

(Ketimpangan Ekonomi Masyarakat RIau)

Kgetiran  yang  dialami  masyarakat  Riauampaknya belum jua beranjak.  Masyarakat
mislin di RIau yang jumlahnya mencapal 43,8°/o,
rupanya belum jua dapat menikmati berkah dari
kehadiran  otonomi daerah dan ]impahan rezeki
desentralisasi  flskal.  Kondisi ini  terungkap  dari
data yang didis BPS RIau dalam  sebuah diskusi
akhir tahun yang diselenggarckan J#Jjg.Z#/G a/ P#44.c
Interest  and  Rngiondl  Deuelapment  (I:INS>PTRED).
Tchun2000pertunbuhanekonomiRiaumencapal
10,2°/o,  tetapi  tahun  2001  diperkirakan  hanya
tumbuh 7,8%.  Padahal,  semenjak otofl-omi;---dana

pemerintah yang mengucur ke Riau mencapal Rp
78 triliun lebih. Dana sebesar itu justru tidck me-
nunjukkan adanya perbaikan dalam pertumbuhan
ekenorni, yang terjadi justru keadaan sebaliknya.

Bila dikaickan dengan aspek pemerataan, ke-
nyataan pahit dan memilukan ini makin meng-
guncang dada. ]ika dikeluarkan peranan migas dan
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kontribusi Pulau Batam,  maka bagian yang  di-
nikmati  masyarakat hanya tinggal  310/o.  Itu pun
masih termasuk badan dad sub-sektor kehutanan,
perkebunan, jasa,  dan angkutan. Sektor ini justru
lebih banyak dinikmati oleh  sekelompok orang
saja.BilapendudukRiauyang42,46°/odiantaranya
bekerja di sektor pertanian, maka pahag banyak
yang dapat mereka nikmati  dari  pertumbuhan
ekononri yang melambat tadi hanya berkisar 100/o.

]umlah mereha dengan tinghat pendidikan SD ke
bawah yang mencapal 63°/o, tentunya tidak akan
mungkin menikmati "kue"  ekonomi secara lebih
besar.  Seolah rakyat Riau sudah  jatuh tertimpa
tangga pula.
__       Berdasarkan  pengamatan  BPS  Riau,  per-

Tturnbuhan ekonomi yang demikian dapat terjadi

hanya  ditopang  oleh  pengeluaran  pemerintah
beu;rment ;xpen-ditureb. _Attiri?a, t\ar:y? k`onsu_==:
pemerintah yang membuat ekonomi itu bergerak.
Sedangekspordaninvestasiswastabelum.Sayang-
fi-y-.a, dari aana Rp 7 triliun yang diperkirakan rna-
suk ke RIau sebagri pengeluaran pemerintah yang
melalulBPDhanyasekitarRp3triliun.Iniberafti,
ada penguapan sebesar Rp 4 triliun lebih. Menya-
kitkan, dana sulit pula membuktikannya.

Rapor buruk ini, bila tetap diabaikan, maka
memasuki  tahun 2002 permasalahan  akan ber-
tambah  besar.  Pemberdayaan  ekonomi  rakyat
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sebagaimana digembar-gemborkan, temyata tidak
menunjulckan perkembangan yang berafti. Dari Rp
75 miliar dana   yang dianggarkan, ternyata hanya
Rp  8  miliar yang terealisasi.  Ini  berarti,  kinerja

pemberdayaan  ekonomi rakyat melalui pengem-
bangan modal murah hanya mencapal 10,7% saja.

Lantas, masih adakah harapan di tahun 2002
mendatang?  Bila  diamati  besarnya  hutang luar
negeri yang jatuh tempo  sekitar bulan Mei 2002,
implikasinya ke daerah adalah tidak mengucurnya
danaperimbangan.Palingbanterpemerintahpusat
hanya menurunkan dana sesual kebutuhan pemba-

yaran gaji  saja.  Itu pun  akan  sangat disesuaikan
dengan standar yang telah mereka tentukan. Kele-
luasaan untuk mematok keperluan anggaran sudah
akan didasarkan pada standar belanja yang ketat.

Baal Riau, saat-saat kritis akan datang  perlu
kiranya dicermati  secara  arif.  Masyarakat miskin

yang sudah mampu mendapat informasi, namun
belum dapat menterj emahkannya secara baik, akan
mulai gerah  dengan  kondisi yang menghimpit.
Bahkan pernik-pemik itu sudah mulal terlihat dari
munculnya  kerusuhan-kerusuhan  massal  dan

perkelahian  antara etnik.
Harapan membaik tetap  saja ada, bila mo-

mentum otonomi daerah dan terbukanya peluang
pasar asing dapat dimanfaatkan dengan baik. RIau
harus mengarahkan pembangunannya secara ter-
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fokus  pada masyarakat lapis  bawah.  Konsumen
lokal harus diangkat daya belinya melalui pencip-
taan  lapangan  kerja  dan  kesempatan  berusaha.
Setiap pimpinan daerah harus jdi melihat mana
sektor-sektor unggulan yang paling banyak tefkalt
dengan  kehidupan  masyarakat.  Bila  ini  tidak
tersentuh, maka ketimpangan akan tetap ting* dan
kerawanan tetap akan menghantui.

Untuk itry ada beberapa hal yang perlu di-

perhatikan. PG„zzj„zz, disiplin anggaran yang malin
mengedepankan manfaat daripada sekedar meng-
habiskannya. Untuk ini, skala prioritas harus lebih
diperketat ke arah perbalkan ruang gerak ekonomi
masyarakat, ketimbang membangun "istana-istana
megah" yang hanya dapat dilihat rakyat dengan

perut yang meELt kosong.
KGJ#¢,  efisiensi yang berpijak pada kinerja

dan produktivitas, sehingga setiap dana yang dike-
luarkan mampu menjadi pendorong bergeraknya
kehidupan ekonomi masyarakat. Kondisi ini bisa
diterapkan, bila pemerintah daerah mampu mene-
mukan titik-titik yang dapat memicu perbaikan
ekonomi rakyat dan menstimulus  dinamikanya,
sehingga mereka terpacu untuk berkembang.

K€/zizz, kemampuan men-c7z.rgc/ semua surnber-
sumber secara hotistik dan  tepat. ]angan  sampan
ada kebijakan yang bersifat parsial dan tidak punya
kalt kelindan satu sama lain.  Kebefhasflan dalam
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melakukaan koordinasi memang sangat tergantung

pada  siapa yang memegang komando.  Masing-
masing unit yang berfungsi  sebagai penggerak,
maupunpenopangkeberhasilanpencapaiankinerja
harus tidak hanya mampu bekerjasama, tetapi juga
harus dididik untuk dapat sama bekerja.

Kee¢¢/, pengawasan yang kontinyu yang
dilandasi oleh kepentingan melakckan koreksi di
masa yang akan datang. Bila tidak, mental-mental
birokrasi yang korup  selama ini,  tetap  saja akan
meng-hantui keberhasilan pembangunan. N¢A4oJ¢
/G#gz74,  4¢4Jz7rzz 4z.+¢ 4crfeeczzz.. Lebih parahnya laal, jika

malah nakhodanya yang lebih berasvik ria mela-
kukan pembocoran kapal.

Berpegang pada  keempat  arah  kebijakan
tersebut,  Riau  akan  mampu menjadikan  tahun
2002 ini sebagal tahun dasar dalam proses menuju
Visi  Riau  2020.  Tidak  perlu  harus  bernafsu
mengejar pertumbuhan yang tingal, tetapi ketim-
pangan makin  menganga.  Dalam  proses  yang
wajar, ekonomi Riau dapat saja tumbuh mencapal
7,5°/o  tahun  2002,  asal  perbaikan  kebijakan
diafahkan pada titik-titik yang selama ini menjadi
faktof penganggu.

Namun, beberapa faktor penganggu harus
j uga diantisipasi. Beberapa perusahaan-perusahahan
besar yang mungkin  akan mengalami  kesulitan
menghadapi  gejolak  ekonomi  2002,  perlu  di-
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waspadai agar tidak menjadi pemicu konflik hori-
zontal, baik terbuka maupun secara tersembunyi.

Bila kerusuhan  terjadi,  maka  alasan untuk
tidak  memenuhi  kewajiban  pada  negara  dan
kreditor sangat mungkin dilakukan. Pemihk peru-
sahaan dapat melenggang kemana-mana,  semen-
tara rakyat berantuk  satu  sama lain.  Hasil  kerja

yang dicapal  selama ini  akan hancur sia-sia.  Ini
berarti, kata kunci untuk menapaki tahun 2002
adalah kerja keras, hemat, dan selalu waspada..
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(Perebutanli]hanperpustakaanDaerahuntukBankRIau)

Salah satu ajaran yang pernah dikemukan pe-
mimpin besar China, Mao Tse Tung adalah

bagaimana pentingnya ilmu pengetahuan didalami.
Dalam ajarannya kepada rakyat China  salah  satu

yangdisampalkannyastratealmenaklukhanmusuh.
Bila inaln menghancurkan suatu negara dengan
segala peradabannya maka satu-satunya jalan yang
harus ditempuh adalah menghancurkan peapusta-
kaan dan laboratorium yang ada di negara tersebut.

Pada sisi yang berlawanan, ajaran ini secara filo-
sofls mengandung makna, majunya suatu bangsa
dengan peradaban yang dapat diandalkan sangat
tergantung pada berkembangnya ilmu pengetahun
dan  adanya  pusat-pusat  penggalian  ilmu yang
memadal. Belajar dari sejarah China masa lalu itu,
maka imbangan antara temuan-temuan tekhnoloal
dan aspek-aspek kemanusiaan sebaedmana dikem-
bangkan Adam Smith menjadi penting baal kepen-
tingan kemakmuran bangsa China mendatang.
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Sejarah ]epang  setelah  diluluhlantakkan
born atom di Hirosima-Nagasaki, menunjukkan
buktibahwakebangkitanmasyarakat]epanghanya
bisa diperoleh melalui penguasaan tekhnoloal dan
ilmu pengetahuan. Ada dua cara yang ditempuh
jepang, yakni menyekolahkan warganya ke ber-
bagal perguruan tinged ternama di seantero dunia
danmentefjemahkanbuku-bukuilmupengetahuan
dan menyebarkarmya kepada masyarakat untuk
diba-ca dan dipahami. Transfer Iptek terlaksana
berkat fungsi dan peranan kepustakaan yang efek-
tif dan  optimal melayani masyarakat yang haus
akan rasa inedn tahu dan memi]iki motivasi tingal
untukberkreasidanmanutterhadapperankedisip-
1inansertanorma-normakemanusiaanyanghakiki.

MalaysiayangdulubanyckbergurukeIndo-
nesia memacu kemajuan masyarakatnya dengan

pendidikan yang memadai. Perguruan tingal yang
dulunyabanyckdiisiolehparadosendarilndonesia
kini ditempati oleh kader-kader muda yang ber-

pendidikan  doktor lulusan  dari berbagai manca
negara. Masyarakat Indonesia malah banyak yang
saat  ini  menuntut ilmu  ke  sana.  Setiap  negara
baalan mengembangkan pendidikan tingal yang
berupaya memenuhi taraf internasional. Tidak saja
dengan tenaga pengajar yang berpendidikan baik
dan gaji yang cukup,  tetapi  dengan pefangkat-
perarlgkat tekhnoloti yang cangSh. Bila masuk di
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peapustakaan perguruan tinggiva, informasi yang
serba  o#//.#c  dan  z.#t/zz#/ dapat  dinikmati  secafa

Percuma.
Mahasiswa  Malaysia  sangat  dimanjakan

oleh  kemudahan  mengakses  ilmu pengetahuan
melalui perangkat multimedia yang tersedia  di
berbagal perguruan tingal. Didukung oleh keman-
puan berbahasa Inggris yang baik, jendela dunia
terbuka lebar baal mereka. Para raja di berbagal
wilayah bertindak sebagal co##re/or bad perguruan
tingal di wilayah kekuasaannya sehingga jaminan
mendapatkan dukungan penguasa terhadap  pe-
ngembangan ilmu pengetahuan memihki leedtimasi
yang  cukup.  Termasuk  sokongan  dana  negara
baalan yang memang sangat penting baal kelan-
sungan pelayanan yang optimal dan efisien oleh
perguruan tingal terhadap para pelajamya. Sema-
kin  banyak  masyarakat yang  terpelajar  maka
semakin  memungkinkan adanya peluang untuk
masyarakat  befkembang.  Orang cerdik pandai
dalam khasanah Melayu memang seharusnya men-
jadi tempat bertanya.  Sehingga  semakin  banyak
jumlah kaum teapelajar, maka semalin mungkin
berbagai  lapisan  masyarakat menggantungkan
harapan demi kemajuan.  Orang Melayu bilang,
"I"buk akal tapiarL  722andi."

Di  Indonesia pengalaman  kolusi  antara
aparaturpemeintahdanpembururentemelakukan
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penetrasi terhadap tidak saja kehidupan ekonomi
masyarakat,  tetapi  juga  tatanan  sosialnya  telah
menyebakan wilayah Indonesia seperti ladang per-
buruan para kapitalis dan kroni-kroninya. Pengem-
bangan Iptek hanya menjadi  ajang masyarakat
kampus  dengan  segala keterbatasan  dan ketidak-
cukupannya.  Menyedihkan  sekali bahwa upaya-
upaya membekali masyarakat dengan ilmu penge-
tahuan  dan  mencoba menemukan  kemapanan
pengetahuan malah  dicurigai  sebagal masyarakat
yang anti pemeintah, merongrong wibawa negafa,
dan segala jargon negatif yang dilekatkan padanya.

Masyarakat ilmiah dikesampingkan karena
melalui itu  ada  ancaman  baal keberlangsungan
kekuasaan yang distorsif  sekarang.  Kenikmatan
memporak-porandakan  kualitas  umat  manusia
Indonesia oleh  sekelompok kecil eht harus  terus
berlangsung dan karenanya proses pembelajaran
dan perbaikan kualitas dan kapabihtas masyarakat
tak perlu menjadi prioritas konkrit. Ia hanya layak
dijadikan komoditas pohik yang masih mujarab
bagr perolehan suara.

Di  Riau  kenyataan  paradoks  seperti  itu
belakangan ini banyak muncul. Betapa teaperanj at-
nya rakyat yang  sedang  dilanda  musibah banjir
ketika  sang pejabat  malah  berencana  membeli
helikopter untuk berwira-wiri mengunjuned ber-
bagal wilayah RIau. Ketika kemiskinan diteriakkan
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dimana-mana maka isu itu menjadi secercah hara-

pan yang selama ini memang sangat didambakan.
Namun  kekagetan  kembali  muncul  pada  saat
sebuah rencana strateSs disusun tidak satupun ada
standar yang menunjukkan berapa persen masya-
rakat mislin yang akan dikuranct di Riau. Artinya
persoalan-persoalan  kemiskinan  yang demikian
kompleks yang membutuhkan penanganan secara
komprehensif malah terlupakan dalam kerangka

perencanaan pembangunan Riau.
Tidaklamaberselangketikaisukebodohan

dikumandangkan aspek paradoks lain juga muncul.
Secara budaya label bodoh yang dilekatkan pada
masyarakat RIau  sebenamya  sangat menyakitkan.
Angka  statistik memang menunjukkan  betapa
banyaknya masyarakat Riau yang hanya berpen-
didikan  SD  ke  bawah.  Tetapi prediket  bodoh
tentunya sangat sulit diterima meskipun salah satu
indikatomya yakni strata pendidikan dapat mem-
buktikan hal tersebut.  Kata  "bodoh" bermakna
sangat kompleks yang tidak hanya  ditinjau dari
rendahnya tingkat pendidikan formal, tetapi lebih
dari itu ia menunjukkan lemahnya akal dan fikiran
serta budi pekerti. Dalam perspektif itu tentu hati
masyarakat tefasa lirih karena meskipun pendidi-
kannya rendah, tetapi ia tidaklah lemah dari akal
dan fikifan apalaal budi pekerti sehingga prediket
bodohyangdilekatkanpadamerekabelumlahpada
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tempatnya. ]ustru menurut mereha banyaklah para
sarjana dan orang teapandang,  ter-masuk pejabat

pemerintah dan para anggota lealslatif yang me-
miliki strata pendidikan tingal, tetapi justru lemah
dari akal dan  fikiran dan bahkan terlihat kurang
memiliki budi pekerti.

Bagaimanapun upaya memberantas kebo-
dohan sangatlah patut didukung. Sasarannya tentu
saja bukan hanya mereka yang beapendidkan fen-
dah, tetapi mereka yang beapendidkan tingal dan
lemah akal dan flkiran serta rendah budi pekeftinya
harus pula terlingkup di dalamnya. Secara bersama
masyarakat Riau harus menyadari dan belajar dari
sejarah bangsa-bangsa lain di dunia. Untuk itulah
sebenamya  sebuah perpustakaan yang kompre-
hensif dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana

yang cangSh sangat dibutuhkan. Ini berarti upaya
penggusuran perpustakaan Riau oleh kroni-kroni
kapitalisme sangat bertentangan dengan semangat
memberantas kebodohan. ]ustru yang seharusnya
dilakukan adalah mempercangShnya sehingga ia
bisa menjadi sumber pembelajafan dan penularan
Iptek baal masyarakat Riau.

Pemerintah Riau seharusnya tidak mene-
rapkan sisi negatif dari ajaran Mao Tse Tung. Mem-
berangus  perpustakaan berarti menghancurkan
suatu bangsa dan peradabannya.  Sisi positif dari
ajaran itu yang harus  dipetik, bahwa memajukan
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suatu bangsa dan suatu kaum harus didukung oleh
pengembangan Iptek yang memadai.  Sumbemya
ada di pexpustakaan dan laboratorium. Masyarakat
ilmiah Riau secara khusus sebenamya sangat mem-
butuhkan  adanya  perpustakaan yang  o#/z.#e dan
dilengkapi berbagai fasilitas internet `yang mudah
diakses.  Berbagai  situs  di  dunia  maya  saat ini
memberikan berbagal suguhan pengetahuan secara

percuma.  Termasuk perkembangan tekh-noloal
terlini yang mudah di -Joev„/o4!J untuk diterapkan
di tengah masyarakat serta informasi produk, baik
oleh  pembeli  maupun  penjual  sebagai  ajang
transaksi modem  (a-4oAvee"g).

Lantas kemana Bank Riau harus diusung?
Pe77z7Aay4,  tidak  lain  adalah  ke  dunia  maya.  Eenz./
84#A;.#g saat ini bukan laal sesuatu yang dapat di-
tunda.Orangtidakbutuhkantoryangbesar.Dalam
sebuah  44wdj>o#c genggam  semua transaksi bisnis
dapat diatur dengan mudah. Termasuk berbagal
transaksi  keuangan.  Perbankan  memanjakan
c#j./oeer-nya  dengan  berbagai layanan  Jzgiv./z7/ dan
oro4;./a.  Bank Riau peflu berfikir keras mengubah
tradisional ¢j7roc7cfrnya pada cara-cara yang lebih
cangalh. Kedekatan dengan pasar global menuntut
hal itu secara mutlak.

Kedua, perri:s2ha:A bead-o!f f ice de"g;an brancb-
oL#cp secara jelas.  Sebaiknya kantor pusat dipisah-
kan dengan kantor cabang utama agar pelayanan
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nasabah dapat dilakukan secara cepat. Kantor kas

perlu diperbanyak sehingga penyebaran pelayanan
nasabah  dapat  dilakukan.  Hanya  saja itu harus
o#/z.#G mengingat  transaksi  bisnis  saat  ini  mem-
butuhkan  penanganan  yang  cepat,  tepat,  dan
memuaskan. KG¢giv, membersihkan Bank Riau dari

pegawal-pegawal yang korup  dan meningkatkan
profesionalisme  semua karyawan  sebagal tenaga
perbankan yang handal dan siap menghadapi masa
depan yang kompetitif.

TrjzJc-zer¢rfe perbankan  sekarang  tidak di-
ukur dari kemegahan kantor, tetapi pada kualitas
pelayanan pada masyarakat nasabah  dan calon
nasabah.  Kita memimpilrm Bank Riau yang ter-

percaya, bisa diakses dimana dan kapan saja. Kita
inSn bangga meriliki C4#J 84#A R;.4# yang dapat
digunakan di dunia bisnis manapun. Bukan hanya
sekedar  bank  penampung kas  Pemda  apalagi
tukang berangus perpustakaan demi proyek pem-
bangunan perkantoran.  Semoga Bank Riau tidak
terjebak oleh  kepentingan-kepentingan  Chit yang
distorsif secara bisnis dan ekonomi..
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DAVUNG  SERENTAK,

UNTUNG  SEREMFIAK

(NlemilihPemimpinyang``CoreCompetence"diRiau)

Edyik&aialsircalm°endi:lea:s¥un@fualk°nm:#:
provinsi ini  di masa  datang.  Semua nama pada
dasamya memiliki kelebihan masing-masing, dan
kerena itu pula mungkin  masyarakat ada  yang
mencalonkan mereka.  Beberapa di antaranya ada

yangtelalimenyampaikanpemikirantentangaspek
membangun masyarakat RIau pasca Soeripto yang
dinilal kurang berhasil mengangkat derajat kese-
j ahteraan masyarakat.

Halyangmenarikuntukdicermatidaripemi-
kiran yang masuk adalah diskusi seputar visi dan
misi.  Disyaratkan  seorang gubernur nantinya
haruslah orang yang mendiki visi ke depan dan
misi  yang  jelas,  sehingga  Provinsi  RIau  dapat
berkembang dengan balk. ]ika drenungkan lebih
dalam mungkin di situ letak kelemahan dari pe-
mikiran tersebut.

Visi dan Misi Riau sebenamya sudah sangat
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jelas dan tegas. Sebagal baalan integral dari NKRI,
maka Visi dan Misi Provinsi Riau tidak dapat lepas
dari  apa  yang  dikehendaki  bangsa  ini.  Dalam
Pembukaan UUD  1945 secara konkrit dicanturn-
kan Indonesia inctn mengantarkan masyarakatnya

pada  kehidupan yang berkesinambungan,  baik
material dan spritual, dunia dan akhirat.  Karena
itu,  nisi yang diemban dari keberadaan bangsa
Indonesia yang telah memproklamasikan kemerde-
kaannya dan membentuk negara kesatuan adalah
melindunal segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesej ahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan
sosial.

]adi, jika Provinsi Riau masih dalarn lingkup
NKRI, maka visi dan nisi itu yang harus diemban.
Caranya dengan menyusun strateal dan program
yang mampu diimplementasihan  untuk mencapal
visi dan misi yang dimaksud.  Bukannya mencari
visi dan misi Lain yang belum tentu lebih baik. Apa-
laal mencari orang yang memiliki visi dan misi lain,

yang tentunya memiliki keteladanan dari apa yang
sudah ada sekarang. Ini berarti, pertanyaan yang
amat pending dalam kefangka pemilihan Gubemur
Riau mendatang bukanlah  seputar visi dan misi
baru, tetapi adalah siapa dari Balongub yang sudah
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mencuat saat ini, yang diperkirahan mampu men-
terjemahkan visi dan misi yang sudah ada ke dalam
suatu strateal yang jitu dan mengakomodasi kom-

petensi inti  (4o„e  co%Pe/g#cc)  yang dimiliki provinsi
ini untuk menyusun dan menedmplementasikan

program yang sejalan dengan strateed yang sudah
ditetapkan.  Terutama  sekali  dihadapkan  pada
tatanan kehidupan global yang berubah cepat.

Tatanan Kehidupan Global
Memasuki nasa transisi era milenium ketiga

dengan  karakteristik interdependensi  ekonomi
yang tinged,  arus informasi yang defas,  dan per-
cepatan  perubahan  teknologi  serta  alam  keter-
bukaan, meskipun dalam keadaaan "sakit parah"
karena krisis  ekonomi dan kepercayaan, Provinsi
Riau harus  memperhatikan  tatanan  kehidupan
global  agar  dapat  berperan  dan  sukses.  PG#JzzA#c7,
organisasi provinsi ini harus  dibuat lebih mapan
dengan rancangan strateal yang konsisten dan pola
manajemen yang berbudaya.

Selama ini organisasi bangsa ini  (termasuk
Riau)  sangat konvensional yang mengarah pada
bureanantic a:firn bieracbical org!aniaption yarl!gberdiat
kalandancenderungmemperlakukanrakyatseperti
"budak jajahan''. Mematikan kreativitas  dan ino-

vasi serta c#J€¢"#G#r+4¢ SDM karena segala akti-
vitas  dan  tindakan  harus  dikontrol  melalui

EEE



Riarf[aound±gGedekutiut

prosedur dan perintah atasan.
Kec7#4, Provinsi Riau harus menjadi lembaga

yang  cermat  memperhatikan  perubahan  dan
sebagai  corporjz/e  #./z.zc# yang mampu  mengenali
kebutuhan  dan  keinSnan  segenap lapisan mas-
yarakat dan pihak-pihak lain yang terkait dengan
provinsi ini. Menjawab tantangan ini harus dicip-
takan 4z#.JIJ z.# fleksibehas organisasi pemerintahan
supaya proaktif  beradaptasi  dengan perubahan
yang  cepat,  tanpa  kehilangan identitas  melalui
pemanfaatan corg co¢c/g#fG yang dimiliki.

Daya Saing Berkelanjutan
]ika  berjalan  sebagaimana  baiknya,  maka

pasca reformasi bangsa Indonesia akan  berada
pada alam demokrasi, keterbukaan dan berhada-
pan dengan tatanan kehidupan masyarakat global.
Muaranya adalah makin menajannya persaingan,
sementara  masyarakat  sedang terpuruk  dalam
krisis perekonomian. Untuk itulah pemerintah di-
tuntut  mampu  mengkristalisasi  co#e  co¢e/c#„
daerah ini, sehingga ralryatnya memiliki daya saing

ya;rigberf udnd+ur+zin (Su§tairiable  comapetitiue  adrantagedy
agar  tidak laed  seperti  "/rytzz# j;tz#g jor¢#. Jz./zfer4##g

¢¢c7z".  Ada  tiga bentuk corg coxpc/€#cc yang meng-
hasilkandayasaingbefkelanjutan,dimanaprovinsi
ini harus mampu menggerakkarmya.

Per/zzz#4,  kita  bersyukur pada Tuhan Yang
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MahaEsabahwanegeriinipunyasumberdayafisik
¢A¢.j7.4zz/ 4¢¢./z¢4 yang melimpali. Lebih dari itu kita
perlu mendukung gerahan reformasi di daerah ini
yang telah berjuang dalh  agar sumberdaya fisik
(terutama minyak bumi) itu dapat kita rihiki dan
manfaatkan  dalam  arti yang sesungguhnya.  Ini
berarti, gubernur mendatang hanya perlu meng-
aplikasikan sumber-sumber tersebut dengan stra-
tegi  dan program impelementasi pembangunan
yang  berkualitas  yang  akan  dilaksanakan  di
provinsi ini. Sektor penting yang perlu diperbaiki
infrastrukturyanglangsungmenyentuhkehidupan
masyarakat, bukan mempercantik kantor-kantor
pemerintah yang justru melahirkan ineflsiensi.

KCJ#cz,  sumberdaya  organisasi  (orgzz#;.zzz/z.o#
"j»./¢  yang lebih luwes  dan tanggap  terhadap
perkembangan masyarakat. Organisasi pemerintah
harus lebih diarahkan menjadi G#Jg¢"#e##.4/ go2icr-
zayG#/ yang tidak "menggerogoti" sumber daya lain,
apa laal rakyat. Untuk itu peran dan fungsi setiap
lembagaharusdilakukanpadaposisiyangsebenar-
nya. Artinya, semua lini organisasi harus didorong
menjadi  SBU  (Jfrz/ggz.c B#Ji¢.#ou  U#z.9  yang efisien
dan produktif beapegapgan pada prinsip "D4jing
Jcne#/#A"  bahtefa provinsi ini,  agar mendapat
"U#jky#gJc7#¢ed"baalkesejchteraanmasyarakatnya.

Kc/zgiv,  sumberdaya manusia  (4#J###  c¢;./zz4
Provinsi RIau sangat tertinggal. Masih rendahaya
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kualitas SDM sebaalan besar masyarakat Riau tidak
dapat dipungkiri, tetapi bukan tidak ada yang dapat
dimanfaatkan  dari mereka.  Filosofl  manajemen
Riau sudah lama mengatakan, "Jz.4zf/zz ##/z/A ere#z.¢
Ije§ung (tempat  meriumbule fiadi)  dan  Sifieleah  untule

menyulut Cag/ak (meric[m):'
Proses   kristalisasi corg co¢c/e#ce dalam ben-

tuk SDM di Provinsi Riau memang merupakan
faktor kunci.  Dalam  khasanah  manajemen  jenis
kompetensi ini memang memhiki daya saing (~apc-
Zz.de ¢J"zz#/zzge) yang tingd. Karena itu, konfigurasi
ketiga  corG  coxpc/g#cG di  atas  harus  mampu  men-
dorong semakin ke depannya kompetensi SDM.
Pemanfaatan sumberdaya fisik dan reformasi total

proses  struktur  semua lini organisasi di Provinsi
Riau Q[e arah yang fleksibel terhadap tatanan kehi-
dupan global) di sarnping mampu mengakomodasi
si fat  z.#/a//cc/z/a/ 4#zer4#  ctzpz./#/ harus  pula  menjadi

pendorong bad lahimya si fat-sifat tersebut.

Gubernur Riau Mendatang
Akhirnya menSngat banyaknya calon yang

dimunculkan masyarakat, kiranya DPRD dan siapa
saja yang terkalt dengan pemilihan Gubemur Riau
pasca Soeripto, ada baiknya memperhatikan bebe-
rapa simpulan dari uralan di atas. Pg#zzzay gubernur
hendaknya orang yang mampu menterjemahkan
visi dan misi bangsa ini ke dalarn bentuk strateal
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dan program inplementasi pembangunan di Pro-
vinsi  Riau.  KCJ¢¢,  proses  transformasi  struktur
organisasi pemerintah dari  4#reczzfcr¢/z.c go"e7z#e#/ ke
enterpreueurial gouerment  sa.nga.t  rnendesck  a.got

provinsiinimampumenghadapitatanankehiduparl
global.

Terakhir,  tiga  jenis  core  coz27Pc/g#cg  yang  di-

perlukan agar provinsi ini memiliki daya saing ber-
kelanjutan  (jz"/zzz.#¢4/c  coz¢c/z./z.4Jc)  adalah  sumber-
daya  flsik,  sumber  daya  organisasi,  dan  SDM.
Seorang gubernur mendatang di  samping harus
mampu mengakomodasi  tiga jenis  corg  co¢cJg#ce
tersebut dan menggunakannya secara cermat dan
akurat juga harus memiliki komitmen yang tingal
dan  jujur untuk melahirkan  kualitas  sumberdaya
manusia   yang  memiliki   daya   saing  tinggi.
Bukannya  orang  yang  menjadikan  lembaga

pembinaan  SDM  sebagai  batu  loncatan  untuk
mengejar ambisi dan kepentingan pribadi maupun
kelompoknya.`
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TEGAK MENINJAU  JARAK

(KetergantunganEksporRiaupadasingapura)

Ketertinggalan  masyafakat  dalam  bidangekonomi  tidak  hanya  dapat  diselesaikan
dengan kemanpuan masyarakat memenuhi kebu-
tuhan hidupnya pada skala lokal. Peran perdaga-
ngan  selama  ini  telah  diyakini  sebagai  solusi
bagaimana keberagaman peran dan ketersediaan
sumber-sumber dapat diranu dan dipertukarkan
secara ekonomis dan harmonis sehingga mampu
menailckan kesej ahteraan. Keunggulan komparatif
satu wilayah  atau negara  dibandingkan  dengan
wilayah lain  atau negara lain  memberi peluang
untuk menciptakan  nilal  tambah  ekonond yang
dapat  digunakan  bagi  pemenuhan  kebutuhan
lainnya.

Memproduksisebuahbarangbisajaditidck
eflsien  sehingga lebih  baik membeli.  Sebahknya

jika memproduksi lebih optimal sementafa pihak
lain lebih ekonomis untuk memberi. Dalam kha-
sanah  tersebut  terbitlah pertukaran yang dalam
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tataran normatif menuju kepada keseimbangan
pasar untuk menghasilkan tingkat eflsiensi yang
opinun.

Sejalan dengan berkembangnya peradaban
dunia maka perkembangan transaksi antar negara
tidak saja dilakukan oleh institusi negara tetapi juga

pihak swasta. Bahkan dalam era yang serba cangalh
saat ini keterbukaan pasar semalin meluas. Lalu
fintas perdagangan internasional menjadi  sangat
ramai. Masing-masing negara dan pelaku bisnis di
dalamnya mencari keunggulan demi keunggulan
untuk memenangkan kompetisi global yang malin
tajam.

Dalam  formulasi pertumbuhan ekonomi
peranan perdagangan internasional menj adi sangrt
dominan disamping investasi dan konsumsi. Seli-
sih antara kinerja ekspor dengan impor akan men-
jadi penentu ketahanan dan pertumbuhan ekonomi
suatu negara sefta eksistensinya dalam percaturan
intemasional. Menguasai pasar ekspor yang domi-
nan akan memberi darnpak positif baal perkem-
bangan  ekonomi  masyarakat  tempatan.  0leh
karenanya ketergantungan ekspor pada satu komo-
ditas dan pasar tertentu akan membawa dampak
pada  ketidakleluasaan  kinerja  ekonomi  suatu
wilayah.

Di  Riau perkembangan  ekspor ternyata
tidak menggambarkan  kontribusi yang mampu
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menaikan  kekuatan  ekonomi rakyat.  Meskipun
ekspor RIau  (khususnya non-migas)  meningkat,
namun sangat tidak beragan. Bfla tahun 2001 total
ekspor non-migas RIau baru sebesar us$ 5,739 juta
maka pada tahun 2002 naik menjadi  US$  6,560

juta dan tahun 2003 naik laal menjadi US$ 6,755
juta. Hanya saja sebagian besar tujuan ekspor non
migas Riau adalah ke negara-negara Asia khusus-
nya Singapura dan sangat terbatas lini produknya.

Pada tahun  2001  j.4czr€ ekspor non-migas
Riau ke negara-negara Asia adalah sebesar 88,370/o
dengan porsi Singapura mencapal 66,85°/o dari total
ekspor Riau.  Pada tahun 2002 meskipun ekspor
ke  negara-negara Asia  turun  menjadi  85,64°/o,
tetapi porsi ekspor ke Singapura mengalami kenal-
kan  sehingga menjadi 68,08°/o.  Pada tahun 2003

porsi ekspor Riau ke Singapura naik lad menjadi
68,67°/o.  Hal ini  sejalan  dengan  kenaikan porsi
ekspor Riau kenegara ASEAN yang pada tahun
2003 mencapal 73,990/o.  Sebahaalan besar negara
tujuan ekspor Riau memang hanya tertuju ke Asia.
Pada tahun 2003 porsinya mencapal 91,35°/o. Pasar
Eropa hanya mendapat pangsa sebesar 6,74% dan
cherika hanya 50/o.

Ketergantungan ekspor ke Singapura akan
menyebabkan  47czrgzzz.#z.#g po+z./z.o#  bisnis  Riau  ter-
hadap negara tersebut menjadi lemah. Nilal tam-
bah yang dapat dinikmati oleh para eksportir akan
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sangat tergantung pada keleluasaan para importer
Singapura memainkan peranan bisnisnya. Apalagi
bflakomoditasyangdieksporadalahbarang-barang
mentah yang nilai jualnya relatif rendah dan resiko
bisnisnyatingct.Pengalananpemasaransayurdaun
lebar membuktikan bagaimana pasar Singapura
merupakan pasar berpotensi tetapi tidak layak bad
eksportir sayur Riau. Kalah bersaing dalam kualitas

produk dan kemanpuan menyelaraskan keinginan
dan kebutuhan konsumen akan ditekan oleh posisi

pasar yang tidak menguntungkan. Kerualan akan
tetap berada pada para eksportir Riau menSngat
perilaku pasar sangat  sensitif terhadap harga  se-
hingga implikasinya terhadap kemampuan menu-
tup biaya menjadi rendah. Ujung-ujungnya adalah
ketidakmampuan memperoleh  keuntungan dan
terganggunya kesejahteraan petani sebaal produsen.

Dilihat dari jenis komoditas yang diekspor
maka porsi terbesar adalah alat-alat listrik sebesar
31,990/o  dan  Pulp  kertas  10,110/o  serta  minyak
sawit  8,33°/o.  Nilai  ekspor  alat-alat  listrik  pada
tahun 2001  mencapal USS.1.835.840.000,-hanya
mengalami kenaikan relatif kecil pada tahun 2002.
Porsi ekspor komoditas ini pada tahun 2002 me-
nyusutmenjadi28,03°/o.Porsieksporyangmening-
kat pada tahun 2002 adalah pulp kertas  (10,300/o)
dan minyak sawit (12,570/o). Sedangkan pada tahun
2003 ekspor alat-alat hstrik porsinya kembahi mem-
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besar yakni 32,930/o. Minyak sawit sebesar 16,08°/o
dan Pulp Kertas porsinya sedikit mengalami penu-
runan.  Pada tahun 2003 porsi nilal ekspor ketiga
komoditas  ini mencapai  57,750/o  dari  total  nilai
ekspor RIau.

Gambaran ini mengindikasikan  diversi-
fikasi komoditas ekspor Riau sangat terbatas. Ek-
spor sangat tergantung pada tiga komoditas utama,
yakni  alat-alat  listrik,  pulp  kertas,  dan  minyak
sawit.  Ketiga  komoditas  tefsebut  merupakan

produk-produkyangbanyakdihasilkanperusahaan-
perusahaan  besar.  Berbagal  komoditas  yang di-
hasilkan masyarakat belum banyak tersentuh oleh
keedatan ekspor. Alat-alat listrik pada umurmya
dihasilkzLn oleh industri yang ada di Pulau Batam,
sedangkan  Pulp  Kertas  adalah  hasil  produksi

perusahaan-perusahaan  besar yang  ada  di  RIau
seperti IKPP dan RAPP.

Kedua komoditas ini kurang bersentuhan
dengan  kegiatan  ekonomi masyarakat di  sektor
hulunya. Minyak  sawit merupakan produk yang
bersentuhan dengan beberapa komponen masya-
fakat.  Namun  demikian dominansi perusahaan-

perusahaan perkebunan besar menyebabkan ki-
nerja ekspor hanya akan signifikan baal para kong-
lomerat ketimbang masyarakat kecil di pedesaan.
Kenaikan  harga  TBS  memang sangat mempe-
ngaruhi kesejahteraan petani sawit RIau tetapi data
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menunjukkan  lebih  kurang  800/o  lahan  sawit
dikuasalolehperusahaan-perusahaanbesardengan

performa pasar yang monopsonis.
Untuk meningkackan kinerja ekspor Riau

dimasa datang perubahan orientasi ekspor mutlck
dipeflukan.  Pc77zzevzz, peluang-peluang pasar  selain
Singapura  harus  diantisipasi  sehingga  ketergan-
tungan terhadap satu negara tujuan ekspor dapat
dikuranal. Pasar Eropa di luar negara-negara REE
merupakan  peluang yang cukup  menjanjikan.
GeliatekonomiEropaTimuryangmulalmenerap-
kan pasar terbuka merupakan kesempatan untuk
mendapatkan pasar baal berbagai komoditas yang
diproduksi RIau.  Kcc7#cz, diversifikasi produk guna
menjamin  kelansungan  ekonomi  masyarakat.
Menggalakkan  kemampuan  masyarakat  untuk
memproduksi barang-barang berorientasi ekspor
mutlak diperlukan. Investasi terhadap industri hilir
komoditas primer harus  dipercepat dan disesual-
kan dengan kebutuhan pasar manca negara.

KG/zgiv,  ketefkaitan  kebelakang  (4czcleev¢nJ
/z.#A¢ge) komoditas ekspor Riau harus terhindar dari

perilaku pasar yang monopsoni sehingga kerualan
masyarakat  selaku produsen terhulu yang pada
umumnya  merupakan  produk-produk  sektor
primer dapat diminimarisir. Untuk itu diperlukan
adanya kebefagaman insrfusi bisnis yang eksis da-
1am salah satu komoditas tertentu dimana peme-
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rintah diharapkan mampu menj adi motivator seka-
ligus  wasit  yang  adil  untuk  menjamin  tidak
terjadinya distorsi pasar yang hanya menguntung-
kan para pemburu rente.

KGcxp¢ membuka informasi pasar ekspor
seluas-luasnya kepada masyarakat dan mengarah-
kan  kemampuan  mereka untuk menangkapnya.
Penyediaan inffastruktur ekonomi guna menum-
buhkangairahinvestasiterhadapkomoditasekspor
sangat dipedukan. Akses informasi tanpa adanya
motivasi untuk menggunakan informasi tersebut
sebagai basis bisnis yangproj¢/zz4/G tidak akan mem-
bawa hasil yang memadal.  Melalui Master Plan
pengembangan ekspor Riau yang holistik dapat
ditejemahhan peranan instansi-instansi lain dalam
mendukurigberkembangnyaeksporRiauyanglebih
Pro//z74/c, berkait dengan kesejahteraan masyarakat,
dan berkesinanbungan.

Tanpa itu,  masyarakat Riau hanya  akan
mampudaltjariterhadapperkembanganpasarglo-
bal  yang pada  dasarnya  sangat  menggiurkan.
Menghadapipersainganyangmakintajamtidakada
laal kesempatan untck berleha-leha. Kebefhasilan
Riaukedepanhanyamampudiraiholehorangyang
mau  apa  yang  dikenal  dalam  budaya  Melayu,
"Duduh meraut rdyau, tee/ak mendyan jarah." H2;nya

pekerja keras yang tidak mau membuang waktulah
yang akan sukses dalam percaturan ekonomi global
saat ini dan masa datang.`
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(FenomenaPemimpindanMasyarakatdiEraReformasi)

8erbagai berita yang dilansir media massa, baik
cetak maupun elektronik tidak saja membuat

bulu kuduk kita merinding tetapi ada hal-hal aneh
yang kini terjadi  di Indonesia.  Secara akal sehat
sulit  dipercaya  semua  itu  dapat  terjadi.  Tetapi,
itulah yang sedang beflangsung. Setiap hari masya-
rakat disuguhi peristiwa-peristiwa menarik dan
mencengangkan yang terj adi di sekitar mereka. Itu
bukan impian atau khayalan. Realita menunjukkan
hal-hal yang dulu dianggap tidak mungkin kini
menjadi mungkin terjadi.

Pada tataran  nasional,  kasus Akbar Tan-

jung menyeret akal dan pikiran masyarakat tentang
betapa tidak berardnya hukum di Indonesia saat
ini.  Bagaimana  mungkin  orang yang telah  di-
tetapkan  bersalah  oleh  majelis  hakim  malah
mewakili  bangsanya  dikancah  internasional.
Pengamat dan media asing mencemooh.  Meng-
anggap hal itu merupakan tindakan yang sangat
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tidak patut. Masyarakat secara telanjang menyak-
sikan dan merasakan itu. Para pejabat negara tidak
lagi diisi oleh orang-orang yang bersih dari persoa-
lan pelanggaran hukun.

Masih dari gedung rakyat, yang seharusnya
menjadi sakfal karena di situlah tempat  didewakan
hati nurani rakyat.  Tempat dimana  sesuatu yang
diperdebatkan dengan pendekatan kebenaran dan
kepatutan.  Kini gedung tersebut,  balk di pusat
maupun di daerah, malah penuh dengan kemuna-
flkan yang mengangkand hati nurani rakyat. Isu
suap menjadi  sesuatu yang erat dengan perilaku
mereka.  Mo#cj; Po/z.#.c bukan laal terselubung dila-
kukan. Untuk sebuah keputusan secara transparan

proses  "batter dan dagang sapi" terjadi di depan
mata  kepala  rakyat.  Sebagai  konstituen,  kepen-
tingan rakyat semestinya dikedepankan oleh wakil-
wakilnya  malah  diposisikan  menjadi  marginal.
Padahal kedudukan mereka ada tidak lain adalah
dari proses yang mengumpulkan pilinan dari hati
nurani rakyat.

Pada sisi lain banyak pula penegak hukum

yang malah  "melapukkan" tiang-tiang kebesaran
dari  hukum itu  sendiri.  Bahkan rakyat menjadi
korban  dari  kebejatan  mereka.  Perlindungan
huloum yang diharapkan malah tekanan hukum dan
kebejatan penegak hukum yang didapatkan. Peris-
tiwa Binjal merupakan bukti dimana para aparat
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yang seharusnya melindunal rakyat sesuai pera-
turan perundang-undangan yang betlaku malah
saling baku tembak tanpa memperhatikan sedikit-
pun  ketentuan  hukum.  Sedihnya,  peristiwa itu
malahdipicuolehpersoalannarkobayangseharus-
nya diberantas secara hukum.

Rakyat tidak lagi dapat membanggakan
tentara dan polisi mereka sebagai pahlawan bangsa
dan penegak hukum. Citra tentara dan polisi saat
ini dibangun oleh perilaku-perilaku mereka yang

justru memperburuk citra itu sendiri. Rakyat me-
ngenal tentara dan pofisi saat ini bukan lad sebagri
pembela negara dan penegak kebenaran, tetapi
sebagai pembeking judi, narkoba, dan prosrfusi.
Termasuk  kegiatan-kegiatan  yang merugikan
pegara lainnya seperti penyeludupan, ¢./yGgzz/ A&z.#g,
penjarahan, dan lain-lain. Bahkan rakyat yang tidak
berdosa menjadi korban dari perkelahian mereka
dalam  berebut lahan  maksiat yang  sehafusnya
mereka berantas.

Pada tingkat kejaksaan sekarang ini marak

pula  berbagai isu  ketidakwajaran yang mence-
ngangkan.  Bahkan  pada  level  tertinggi  Oaksa
Agung)  persoalan  ketidakwajaran  tersebut me-
ngemuka  dengan lakon yang amat memalukan.
Harta  siluman  yang  diperdebatkan  hanyalah
memberi  sembilu nan  pedih  pada  rakyat yang
sedang dihimpit  krisis  multidimensional.  Para
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pengungsi yang menahan pedih di Nunukan Qcali-
mantan Barat) tentunya sangat teapukul oleh berita
tentang para pembesar negara yang penuh dengan
para pencoleng.

Saat ini persoalan moral bangsa menjadi
sulit dibangun. Anak bangsa tidak laal segan-segan
melakukan hal-hal yang sudah di luar perikema-
nusiaan.  Seorang yang  diduga mencuri  harus
menerima  hukuman  yang  sangat bringas  dari
masyarakat. Tidak sedikit dari mereka yang harus
menerima hukuman yang tidak setimpal dengan
apa yang harus mereka terima. Tanpa proses yang
jelas  mereka  dihakimi massa  secara  brutal.  Di-
pukihi hingga tewas  dan bahkan  dibakar hidup-
hidup  seperti seeokor binatang yang tidak perlu
dipertimbangkan harkat manusianya. Masyarakat
Indonesia seperi gampang marah, mengamuk dan
cenderung melakukan pekerj aan-pekerjaan yang
berbau anarkis tak terkendali. Negara seperi tidak
lad memiliki hukum yang harus dipatuhi.

Fenomena yang terjadi antara negara dan
rakyat pasca reformasi ini memang menarik untuk
direnungkan. Apakah rakyat masih punya negara?
Dan lebih ekstremnya apakah Indonesia ini masih
memiliki rakyat? Aparatur negara bukannya tam-
bah  membaik.  Good gogre7:ca7e#/ yang  diharapkan
malah menjadi  alat baed  berbagal oknum aparat
untuk  saling meniadakan  satu  dengan  lainnya.
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Fitnah dan perasaan saling curiga tumbuh dalan
keseharian pejabat birokrasi.  Namun  demikian

penjarahan  mereka terhadap  uang rakyat tidak
mengecil.  Pengabdian bukan lari menjadi dasar

perhaku yang melahirkan pelayanan yang prima.
Pengendalianlah yang dipakal sebagai alat untuk
mempertegas  penguasaan  terhadap  asset-asset
negara yang justru meluluhlantakkan pelayanan
terhadap masyarakat.

Pengelola negara menjadi loba dan tamak
sehingga  mereka  lebih  memperdulikan  upaya
menghamburkan harta rakyat. Dalam istilah Mela-
yu para pemimpin seperti ini disebut sebagal "Rzz/.a
B##cz./ KCJG4#;'.  Pemimpin yang loba dan tamak
serta  sangat kildr terhadap rakyatnya.  Ia hanya
memikirkan kepentingan pribadi  dan kroninya
untuk menambah dan memupuk kekayaan melalui
cara yang tidak terpuji dan sangat meruedkan umat.

Tidak adanya keserasian antara rakyat dan
negara muncul karena para pengelola negara tidak
lagi meletakkan prinsip-prinsip  pengelolaannya

pada aturan main yang benar. Untuk itu ke depan
di Indonesia  diperlukan adanya upaya kongkrit
menunibuhkan kembali perasaan berbangsa dan
bemegara yang dilandasi oleh peradaban hakiki
umat  manusia.  PcrJtzer¢,  melalui  pemutahiran
kembali cara-cara pengelolaan negara berdasarkan

prinsip-prinsip  universal  keagamaan.  KGJz/¢,
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membangun sebuah kesepakatan nasional untuk
menuju suatu kondisi Indonesia masa depan yang
lebih balk.

Kc&g&, menemukan berbagri aturan hukum

yang memihak pada kepentingan rakyat dan meng-
implementasihannya secara konsekwen.  Sekaligus
memberikan sanksi yang tegas terhadap siapa saja

yang melakukan pelanggaran.  KGcap44  member-
dayakan  institusi-institusi  masyarakat  paling
bawah dalam kelompok-kelompok yang lebih kecfl
untck mampu memainkan peranan dalam menjaga
keutuhan dan pelaksanaan kerangka hukum yang
jelas  dan  tegas.  Kc/z.zap menjaga tidak terjadinya
distorsi  ekonomi dan ketidakseimbangan yang
dominan dari kepemilikan asset ekonomi dalam
masyarakat dengan mengembangkan rasa  saling
mengisi   dan   kesetiakawanan   yang   tinggi.
Kelompok-kelompok masyarakat yang terlihat
ekslusifhar_i.S.d_i.ti[:[daa:[ka:nrfuanfi::cakKTzfgntfi9gF:fFa#

adanya kecemburuan  sosial yang tinged  sebagal
pernicu kerawanan.

KeG#4AV,  menata  ulang  aspek-aspek  yang
berkaitan dengan penyelenggaraan negara dengan
mengedepankan prinsip kepatutan dan kemung-
kinan  sesuatu  dikerjakan  dan dilakukan.  Pen-
bangunan  dilaksanakan  tidak hanya  dalam pef-
spektifparapejabactetapilebihdidekatidariaspek

peluang rakyat untuk memperbaiki kehidupamya.
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Ke/a///.#4, mencari  titik-titik dimana kesejahteraan
ralryat dapat diangkat dan lebih diberdayakan se-
cara baik. Penyediaan infrastruktur dasar dengan
kualitas yang memadal menjadi kunci dari upaya-
upayapemberdayaanrakyat.Alokasianggaranyang

jelas terhadap masalah ini mutlak diperlukan.
KCJc/¢P4#, perhatian yang serius  terhadap

masalah  pendidikan  harus  dilakukan  sesegera
mungkin. Mulal darn tingkat paling bawah sanpal

paling tinggi.  Tidak hanya masalah  prasarana,
tetapi juga masalah prosesnya harus ditata ke arah

proses yang mampu melahirkan sumberdaya ma-
nusia yang unggul  karena ketrampilan  dan jati
dirinya.  Keberadaan  manusia beradab  menjadi
kunciterselenggaranyakehidupanmasyarakatyang
harmonis dan berkesinanbungan..
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(Nlengembali kan Lekomotif Reformasi di RIau)

Masyarakat sangat terkejut ketika tersiar berita
Kabinet Reformasi berhasil "menilep" uang

negara  sebesar Rp.  1,7  triliun dalam waktu yang
relatif pendek. Seolah-olah mereha "Mc#¢#ggz/A 47z.
4z.r AGra4"  dengan  label  reformasi.  Kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah  semakin pudar
sejalan  dengan  tidak terselesaikannya  berbagai
kasus kerusuhan di Indonesia. Termasuk "plintat-

plintutnya" soal hkuidasi perbankan. Lebih men-
cengangkan lad, privasi  seorang presiden sudah
dapat ditembus secara gamblang. Bocornya pem-
bicaraan  telepon Habibie-Ghalib  menunjukkan
rapuhnya pemerintah Indonesia sekarang.

Warna reformasi memang telah berubah,
karena berbagai kepentingan pribadi telah dikede-
pankan. Semua orang inaln menjadi reformis dan
banyak yang memanfaatkannya untuk memuaskan
kebutuhannya,  mumpung kesempatan berteriak
terbuka lebar. Contoh yang amat menggehik ada-
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lah ketika mahasiswa Riau berduyun-duyun datang
ke kantor DPRD.

Sebelum  Soeharto  turun,  sumbangan
Indomie datang dengan kardus tanpa nama. Setelah
Soeharto dapat dilengserkan kardus Indomie yang
datang sudah lengkap  dengan nama dan  alamat
penalrim.  Sangat mudah ditebak oleh mahasiswa
ketika itu,  bahwa  "begajul udik" yang bersang~
kutan ingin  dipandang  sebagai  kaum  reformis
sejati, walaupun  sebelumnya  orang tahu ketika

pemerintah Soeharto berkuasa ia adalah koruptor
tulen.

Malang bari gerakan mahasiswa Riau yang
selanjutnyabefiuanguntukkepentinganpembelaan
hak-hak masyarakat.  Mereha terkontaminasi oleh

proses  suksesi gubemur yang tejadi di RIau.  Ma-
hasiswa Riau terjerembab  ke  dalam permainan

politik para pendukung kontestan peserta suksesi.
Pengalaman politik yang kurang mendalam dari
beberapa tokoh mahasiswa menyebabkan mereha
mudah terbius  oleh  "analn  segar" para pemain
poltik.

Mahasiswa yang  sedang terlena  dengan
keber-hasflannya melengserkan Soeharto menjadi
terkotak-kotak, bahkan berhadapan satu sama lain.
Sebab,merekaberhasfldiinfiltrasiolehkepentingan

pohik suksesi. Bulrd konkretnya adalah hancurnya
kantor SnAV-Unri.
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Muara dari semua itu adalah melemahnya

gerakan mahasiswa Riau pada hal-hal yang sangat
prinsipil bagi  kepentingan  daerah.  Konsolidasi
semalin sulit dilakukan, karena saling curiga satu
sama lain menjadi dominan. Pada tahap selanjut-
nya  mahasiswa  kalah  cepat  dengan  reformis-
reformis dadakan. Ditunjang oleh masa libur ku-
liah, gerakan mahasiswa  semakin  "melempem".
Perjuangan hak-hak masyarakat RIau, khususnya
tuntutan bad hasfl minyak, hanya dilakukan oleh
sebaedan kecil kelompok mahasiswa yang memang
masih mau peduli.  Pada baSan lain, perjuangan
diambfl alih oleh kelompok reformasi yang mena-
makan diri sebagai gabungan kekuatan masyarakat
RIau.

Tidaktanggurig-tanggung,usulanlangsung
disampaikan ke Presiden dan DPR-RI. Janjipun
diperoleh, masyarakat Riau  akan  diberitahukan
hasilnya dalam waktu yang relatif singkat. Namun,
sampal batas walrfu yang telah ditentukan "durian
belum jua runtuh''. Isu pemberontakan pun ditebar.
Gerakan mendatangkan 1000 ulama bersorban ke
FT. CPI dicanangkan.

Tanpa  mengurang  rasa  hormat  pada
gabunganpejuang-pejuangreformasitersebut,hasil
tuntutan baal hasfl SDA Riau  sebesar  10 persen
nampaknya "masih jauh panggang dari api". Entah
"mengenyek'', akhirnya Bappenas mengeluarkan
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T/zz/g„c#/ yang amat menyakickan, yalmi masyarakat
Riau hanya pantas  "disangoni"  sebesar Rp.  600
miliar  setiap  tahunnya.  Ini  dibuktikan  mereka
dengan menaikkan jatah Riau menjadi Rp. 756,547
miliar pada tahun anggaran 1999/2000. ]umlah ini
meningkat  tajam  jika  dibandingkan  dengan
anggarantahunsebelumnyayanghanyasebesarRp.
90,901  mfliar. Di masa depan, tuntutan 10 persen
baal hasil eksploitasi SDA untuk Riau nampaknya
akan makin kabur  Sejalan dengan akan diseleng-

garaknnya Pemilu, maka masyarakat RIau kembal
akan  terkotak-kotak  ke  dalam  partai  mefeka
masing-masing.

Kalau keanekaragaman tersebut mangha-
silkan  kesatuan  perjuangan,  maka  akan  sangat

produktif bati kependngan daerah, tapi bila yang
terjadi hanya perbedaan yang mengarah pada per-

pecahan gerakan, masyarakat Riau akan semalin
melemah. Substansi tuntutan hanya clan menjadi
komoditaspohikuntukkepentinganmencarisuara
masyarakat.

Agar perjuangan masyarakat Riau untuk
memperoleh 100/o hasfl produksi SDA yang dieks-

ploitasi di wilayahnya tidak sekedar "menggantang
anst'', maka pola gerakan haruslah diubali. Ge-
rakan  yang  hanya  mirip  "klompencapir  ala
Harmoko",tidakmungkinakanberhasil.Mengutus
wakil-wakil ke Istana Presiden lebih mirip degan
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"gaya Tutut membawa suku Asmat menghadap

bapaknya untuk memamerkan Koteka ke manca-
negara".  Masyarakat RIau harus menyadari  sepe-
nuhnya  arti dan  esensi gerakan mahasiswa,  jika
tuntutannya inaln berhasfl baik.

Sudah  saatnya "1okomotif reformasi"  di-
kembalikan ke tangan mahasiswa.  Para reformis
dadakan dan para "bunglon" yang selama ini me-
rasa lebih reformis, harus beralih peran menjadi

pendamping atau bahkan mingor sama sekali. ]ika
masih inan terlibat yang terbaik adalah menjadi
rel dan bantalan baal bergeraknya lokomotif refor-
masi mahasiswa.

Upaya  mengkonsolidasikan  mahasiswa
untuk secara al9h memperjuangkan kepentingan
masyarakat RIau  memerlukan  tokoh  panutan,
bukan tokoh yang mengarnbil alih peran mereka
dengan "sanbung rasa ala Soeharto". Kemauan
politik pemerintah  daerah harus menjadi bahan
bakar bagr gerakan lokomotif tersebut.

Terminal yang dituju oleh lokomatif refor-
masi ini, tentunya bukan Presiden Habibie  fyang
keberadaannya di Istana Negara saat ihi seperti di
ujung tanduk) , tetapi perusahaan-perusahaan yang
selama ini telah mengeksploitasi hasjl bumi RIau.
Termasuk secara intensif menggugat keberadaan
Otorita Batam sebagai "lambang pelecehan" mas-
yarakat RIau.
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Untuk itulah, kesadafan moral para maha-
siswa harus kembah ditumbuhkan dan dikonsoridir
menalngat kebutuhannya sudah sangat mendesak.
Banyak orang berharap mahasiswa tetap indepen-
den  dan  berjuang melalui  cara  mereka  sendiri,
tanpa harus terimbas oleh percaturan pohtik yang
terjadi  selama ini.

Sejarah Indonesia telah berkah-kah mem-
buktikan bahwa gerakan moral mahasiswalah yang
mampu menumbangkan drani kekuasaan dan J/zz/z4f

g#o pemasungan masyarakat. Rakyat Riau, tentunya
menunggu "geliat" mahasiswa dan sekali lagi me-
nunjukkan  eksistensinya  sebagal  kekuatan riil di
masyarkat.  Bukan terlena  oleh  "sumbangan biji
kacang kedelai"..
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BAGAI  SI  KUDUNG

MENDAPAT  CINCIN

(E9osektoralpembinaanuKNl)

Pembangunanyangdilakukandilndonesiatelah
membefi warna  tersendiri bagi  kehidupan

bangsa Indonesia. Kalaupun tidak dapat dikatakan
melenceng  dari  apa  yang  diamanatkan  oleh
Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,
banyak pakar dan masyarakat umum mulal mera-
sakan bahwa hasil yang telah  dicapai  selama iri
memiliki ketimpangan-ketimpangan yang men-
dasar  dan  substansial.  Terutama  sekah  bila  di-
kaltkan dengan pemerataan   hasil pembangunan
itu  sendiri.

Sampai akhir Pelita V apa yang telah  di-
capal  dari proses  pembangunan yang dijalankan
menunjukkan fakta  yang memerlukan  pemikiran
yang mendalam,  usaha yang algih,  serta  kesepa-
katan yang bulat dan seksama untuk menanggula-
ngiva. Data yang dikeluarhan oleh Bank   Dunia
menunjukkan bahwa Indonesia masih tergolong
negara yang miskin  dengan  tingkat pendapatan
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perkapita  US$  675.  Meskipun  demikian  ada
penciutanyangcukuptajampadajumlahpenduduk
yang hidup  di bawah garis kemiskinan, di mana
pada tahun  1970 adalah  sebesar 600/o, sedangkan
tahun  1990  inggal  150/o.

Sisi lain yang perlu mendapat perhatian
serius  adalah  bahwa  kehidupan  sebagian besar
masyarakat Indonesia ditopang oleh keberadaan

pengusaha  kecil.  Data  terakhir  menunjukkan
jumlah pengusaha kecil  di Indonesia   mencapai
32,6  juta.  Bila  satu unit usaha kecil menghidupi
satu keluarga dengan dua anak berari jumlah jiwa
masyarakat Indonesia yang bergantung hidupnya
dari usaha tersebut mencapal lebin kurang 130,4

juta jiwa,  atau lebih kurang 76,71  dari total pen-
duduk Indonesia.

Dibandingkan dengan sebaalan kecil mas-
yarakat Indonesia aebih kurang loo/o) yang menik-
mati porsi yang  amat  besar  dari   hasil pemba-
ngunan, maka kenyataan yang digarnbarkan di atas
merupakan sesuatu yang anat pahit. Hal ini jelas
bila dikaltkan dengan apa yang dicita-citakan oleh

proklamasi kemerdekaan Indonesia seperti yang
dimaktub  dalam  pembukaan  UUD  1945  yang
antara lain mengatakan bahwa negara pemerin-
tahan Indonesia dibentuk tidak lain adalah untuk
melindunal segenap warga negara Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteran umum.
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Untuk masa-masa yang akan datang negara
Indonesia  sepertinya punya niat yang sungguh-
sungguh  agar  kenyataan  tersebut  dientaskan.
Terbukti dengan disepakatinya GBHN 1993 oleh
MPR yang antara lain menyatakan bahwa pemba-
ngunan  dan  pembinaan  usaha nasional  yang
mehputi usaha koperasi, usaha negara dan swasta
diarahkan  agar tumbuh menjadi keedatan usaha
yang  mempu  menjadi  penggerak  terutama
pembangunan ekonomi, meningkatkan pertum-
buhan ekonomi melalui pemerataan pembangunan
dan hasil-hasihaya.

I.ebih lanjut dikatakan bahwa dalam pem-
bangunan usaha nasional harus dijaga  penguasaan
sumber ekonomi dan pemusatan ekonomi pada
satu kelompok atau golongan masyarakat tertentu
dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni
yang merugikan masyarakat.  Khusus  mengenai
pembinaan usaha kecil, usaha informal dan tra-
disionalGBHNmenekankanperluditingkatkannya
pembangunan  sarana dan prasarana usaha yang
disertai dengan perbaikan iklim usaha yang men-
dukung.  Agar usaha  tersebut tumbuh  menjadi
kekuatan ekonomi yang andal, mandiri dan maju
serta mampu berperan dalam menciptckan usaha
dan lapangan kerja.

Amanat GBHN tersebut tidak lain meru-
pakan  misi  utama  yang diemban  oleh  seluruh

EE



Pan6angunanTfonondttan9®dyalanBulayaMedyu

masyarakat Indonesia dalam rangkalan  strateals

pembangunan dimasa yang akan datang. Untuk itu
pulalah presiden ditetapkan  sebagal mandataris
yang ahan menjalankan misi dan strated tersebut.
Melalui  segenap  jajaran  birokrasi pemerintahan

yang ada harus ditetapkan program-program  yang
konstruktif dan aptikatif sehingga mengena pada
arah yang ditetapkan  seperti  apa yang telah di-

gariskan.
Masalah  sekarang,  siapakah jajaran biro-

krasipemerintahanlndonesiayangmenejemahkan
keingivan tersebut ke dalam  bentuk kealatan yang
betul-betul  mampu  mencapai  sasaran  yang di-
tetapkan?

Meskipun baru berjalan dalam waktu yang
relatif singkat, ternyata ada semacam kendala baru

yang timbul di samping kendala yang sudah mele-
kat  dalam upaya pembinaan usaha kecil dan kope-
rasi. Pada dasarnya kendala tersebut sudah meru-

pakan sesuatu yang selama ini menjerat birokrasi
pemerintahan Indonesia. Setiap departemen terkalt
seperd dijangkiti  "demam pembinaan usaha kecil
dan  koperasi".  Akibatnya tidak jarang program
yang  dijalankan  tidak  sesuai  dengan  apa  yang
sesungguhnya dibutuhkan  oleh para pengusaha
tersebut. Ego sektoral yang muncul dalam program

pembinaan menyebabkan usaha kecfl dan koperasi
btwgalihan, `` Si  leudung mendcipatkan  ciriciri' . Beta-
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papun cantiknya cincin permata yang ia dapatkan,
namun karena ia tidak mempunyal jari-jari tangan
tempat ia memasangnya, maka ia hanya bisa "#gzzr-
4€#gz.r  dengan cincin itu.

Pada  dasarnya  sekumpulan  usaha  kecil
memiliki produk yang angat befaneka ngapl. 01eh
karenaitustratealpengembangannyaakanberbeda
untuk setiap produk dan lini produk yang dihasfl-
kan.  Dengan  demikian peran  setiap  usaha kecil

yang dibina akan berbeda-beda pula. Sebenarnya
besar cakupan peran setiap usaha kecil tersebut di
dalam lingkungan usahanya yang demikian kom-
pleks, merupakan suatu aspek yang harus benar-
benar yang harus dipahami oleh instansi pembina.

Departemen  koperasi  dan  PKK harus
mampu memberikan informasi yang akurat pada
setiap lembaga lain yang akan ikut  serta  menyuk-
seskan upaya  pembinaan usaha kecil dan koperasi
tentang unit-unit usaha kecfl yang potensial untuk
dikembangkan.Dasarpemikirannyaharusberpijak

pada pemikiran strateals dengrn mengamati factor
internal dan ekstefnal yang seksama dan tetiti dari
setiap unit usaha kecil yang akan dikembangkan
akan lebih transparan dan baku.

Selanjutnya  untuk  setiap  daerah  tingkat  11
sudah selayaknya dibentuk suatu lembaga tersen-
diri yang beftugas mengkoordinir program pem-
binaan yang akan dilaksanakan. I.embaga tersebut
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merupakan Pro/.Gf /gtz% yang personalnya  dianbil
dari berbagal instansi terkait, termasuk pula dari
unsur perguruan  tinged.  Akan  sangat mengun-
tungkan  pula  bila  dalam Pro/.cc  /e¢er  tersebut
melibatkan  unsur ABRI  untuk memperkokoh
proses pelaksanaan program..
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ELOK  LENGGANG

DI  TEMPAT  DAIAR
(Strategi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di RIau)

Selama  ini  secara  ekonomi,  rakyat  merasaterkungkung dengan  dua  pilaf yang  sangat
kokoh.  Pc7Zzzz#¢,  kekuatan  birokrasi  yang menci-

ptahan parsialitas dan perbedaan kelas masyarakat.
Rakyat berada pada posisi objek yang hanya layak
untuk di eksploitisir. KeJ#4, kekuatan modal dari
sebahagian  kecil  masyarakat yang berkooptasi
dengan  birokrasi.  Akses  masyarakat  terhadap
sumber-sumber (modal, bahan mentah, dan infor-
masi)  seperti membentur tembok.  Bahkan yang
sering terjadi adalah perarnpasan hak rakyat yang

pada akhirnya bermuara pada proses pemiskinan
berulang dan koninyu.

Ke  depan, kondisi  demikian  seharusnya
tidak terulang laal.  Proses pemberdayaan rakyat
selanjutnya tergantung pada kesungguhan untuk
menempatkan ulang  (r¢oj7./z.o#¢.#®  masyarakat itu
sendiri. Pola otonomi dan partisipatif yang dilan-
daskan  kepada  eksistensi masyarakat  dimana ia
berada  akan  sangat penting dan terkait dengan
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keragaman  adat istiadat yang dianut masyarakat
tersebut.RakyatKuantansinednalyanginednmem-
bentuk kesatuan wilayah  sendiri menjadi  sebuah
kabupaten,  dalam  kerangka pemberdayaan  eko-
nomi rakyatnya harus manpu mengkristalisasikan
keberadaan  adat  sebagai  pilaf  utama.  Pola  dan
model yang  dikembangkan harus  bermula  dari
keberadaan  sosio-kultur masyarakat itu sendiri.

Visi dan Misi
Ke arah mana ekonomi rakyat Kuantan Si-

nalnal harus dibawa sudah tergambaf sangat jelas.
Visi ekonomi rakyat Kuantan Sinalnal dalam per-
spektif adat menyatakan, B#jzz¢. ro#¢#g pczt7z. zz"#/.tz4Jz..
Padihi4riiangjag]uangmoi¢ia.Teronalebehombangl]idle.
Anakbua  Soriang ]entosa. Bapah  hayo  Ondeh  berome.
A4lczjz#cz4  c7z.roz#4¢ zfrzz#gp#fo.  Dalam visi  ini  terdapat

sektor-sektor  tertentu  yang menjadi  unggulan.
Pe77zzorz7,  sektor pertanian  dengan dua  sub-sektor,

yakni pertanian tanaman pangan dan petemakan
Upadi  honiang japjuang moapia. Teroridle  beleombang
¢z.4zfa). Ini berarti swasembada pangan menjadi arah
utana kesej ahteraan masyarakat Kuantan SinSned.
Latar belakangnya tentu dari kondisi alamnya yang
sangat subur.

Kec7z", sektor tenaga keria yang secara sadar
ditempatkan pada posisi p4777¢cr. Dalam perspektif
adat Kuantan  Sinctnal  tenaga  kerja ditempatkan
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bukan hanya sebagal aset yang dieksploitisir, tetapi
harus diberdayakan (4#¢le 4#zz j.o#¢77g re#Jojtz) . Kc¢4zz,
sektof keuangan dan investasi. Kemakmuran mas-

yarakat harus ditopang oleh tersedianya modal dan
aset ekonomi yang hkuid. Kepemilikannnya harus-
lah berada pada masyarakat itu  sendiri,  sehingga
ketergantungan dari pihak lain dapat diminimalkan
(B¢4A A¢j;a O#Jcle 4Grozz7G). Perspektif ini juga dapat
diaJ:tikan bahwa sektor pertambangan juga menj adi
andalan.  Ini  diperkuat oleh  tefsedianya  sumber-
sumber pertambangan di Kuantan Sinalnal. Sudah
sejak dulu masyarakat terlibat dalam mendulang
emas untuk menambah penghasilan keluarga.

KCG¢cz/,  sektor  budaya  sebagai  pengikat
dari perkembangan  sektor lain.  Pengembangan
budaya di Kuantan SinSnS memhiki arti ekonomi
yang  sangat penting.  Pacu ]alur yang dilakukan
selama ini  merupakan  atraksi  budaya yang laku
dijual  sebagal  komoditas  pariwisata.  Dalam  kaca
mata masyarakatnya, budaya merupakan alat yang
sangat penting untuk menata kehidupan dan dina-
mika masyarakat. Karena itu, Ninik Mamak harus
dikedepankan sebagal simbol kesejahteraan suatu
ho;rri:iiriiras UManale  disomba urdng fiuld).

Upaya untuk mencapai visi  tersebut oleh
masyarakat Kuantan Sinalnal dituangkan ke dalam
nisi  kegotong-royongan  dan kekeluargaan yang
sangat kental.  Masyarakat dalam perspektif adat-
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nya mengakui adanya kesamaan hak dan tanggung

jawab  dalam  mengemban kesejahteraan bersama
sebagaimana  disebutkan,  Kc  4z/A¢.A  Jzz%o  eec#J¢A7.,
he lurah Scimo meriurun. Talung/kiiih Samo madam tanah,
tatelontang Samo  minum  did. Kato  surang dibulati,  ha:to

basamo  d¢elyohan. Meukua  Samo 2dyang,  menimbang
§cimo liorele. Kenele haeyu henele baan, godang haeyu godarig

4¢¢#.  Misi  ini  dalam praktek diimplementasikan
dalam  bentuk  ¢cZo¢o  atau PGrzz#.,  yaitu  bekerja
bersama-sama  untuk  menyelesaikan  pekerjaan

yang membawa hasil.
Sistem  ekonomi  yang  diterapkan  dalam

mengemban nisi tersebut didasarkan kepada; Efofe
lengga#ig fieh nan  de[tar. Ildrlg rono  deh fi¢nyahik, ilang
bangso  deh l]ervme. Dele one  see/eb  home,  dele fiadi Seg/elo

/.¢Jz..Artinya,  diperlukan  kondisi  yang  kondusif
untuk menjalankan inisiatif dan kreativitas  mas-

yarakat  agar  produktivitasnya  meningkat  dan
sustainable.  Tidak akan  tercapalnya kinerja yang
tinggi  bila  secara fundamental  masyarakat tidak
memiliki aset ekonomi yang sating berkesesualan
dan  adil.  Investasi  diperlukan  di  segala  sektor.
Untuk itu kebiasaan menabung harus dikembang-
kan  agar  memiliki  kekuatan  dan  berdaya  secara
ekonomi.

Strategi ke Depan
Memasuki millenium  kedua mendatang,
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sempena akan dibentuknya Kabupaten Kuantan
Singivalyangmandiri,makastrateedpemberdayaan
ekonomi rakyat hendaknya tidak keluar dari visi
dan misi  dalam  perspektif  adat di  atas.  Menjadi
kabupaten sendiri mengandung beban yang cukup
berat,  yakni  mengembalikan  posisi  masyarakat
Kuantan SinSnal pada kesejahteraan ekonominya.
Stratednya dimulal dari pengembangan paftisipasi
masyarakat, penataan kepemilikan aset ekonomi
secara adil, penciptaan lingkungan investasi yang
kondusif,  pembukaan  akses  terhadap  sumber-
sumber dan keterisolasian masyarakat, kristalisasi
nilai-nilal  adat dan budaya,  dan pengembangan
sistem informasi dan pemasaran yang merata.

Langkah-langkah  yang  implementatif
harus  disesualkan dengan tahapan kepentingan-
nya.  Pc#zz%¢,  keberadaan  lembaga  pembiayaan

yang independen  dan  memihak  kepada rakyat
mendesak untuk direalisasikan.  Untuk itu pem-
bentukan Bank Rakyat Kuantan Sinednct Q}RKS)
yang  sahamnya  selain  dimiliki  oleh  swasta  dan
masyarakat perlu ditindaklanjuti sesegera mungkin.
K;Jz/a, Badan Informasi dan Pengembangan Ker-
jasama Ekonomi Rakyat  @IPKER)  dibentuk di
setiap kecamatan  sebagal lembaga konsultasi dan
advokasi pemberdayaan  ekonomi rakyat.

KcZz4z7, pemanfaatan Daerah Aliran Sungal

@AS) untuk pengembangan komoditas perikanan

EE
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berkualitas ekspor. Termasuk pula pengembangan

potensi  danau-danau  kecil yang tersebar  di  ber-
bagal daerah untuk usaha keranba ikon. Kcc¢¢
penataan agroindustri dari hulu sampan ke industri
hilirdenganskalaekonomiyangberorientasipasar.
Kc/z.era,  pengembangan  peternakan  dan  industri

pengolahan hasil ternak untuk pemenuhan kebutu-
han lokal dan ekspor.

Kcc#¢AV,  mengombinasikan  aset  budaya,  po-
tensi alam, dan souvenir tradisional ke dalam suatu

paket  wisata  yang  menarik.  Termasuk  di  sini
memposisikan  kembali  kota  Teluk  Kuantan
sebagal  kota  budaya  dan pendidikan.  Untuk itu
keberadaan  perguruan  tinggi  yang  berorientasi
teknoloedindustridanmanajemeninformasisangat
dipeflukan.  Ke/z///.z/4,  mereposisikan  potensi  per-
kebunan dan pertambangan untuk kemakmuran
rakyat. KCJe¢cz#, penataan kelembagaan ekonomi
rakyat dalam  bentuk Kelompok Usaha Bersama
q€UB) yang pada akhirnya dapat diarahkan men-
jadi Koperasi yang berbasis masyarakat. Terakhir,
pembangunan  sarana dan prasarana pendukung
seperti perbaikan prasarana transportasi ke setiap
desa  sebagal pembuka isolasi masyarakat..
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TENTANG  PENULIS

Aidangga (1993), spesiaHsasi bidang ilmu Manajemen.
Kini  sedang menyelesaikan  Program Doktor  q'hD)
bidang studi Urban and Redonal Planning Universiti
Teknoloal Malaysia quTM) di ]ohof Baharu Malaysia.

Pemah menjadi staf penditi pada Pusat Studi
Kependudukan a?SK) Und (1986-1990); Ketua Badan
PengkajianEkonomidanPengcmbanganDuniaUsaha
@PE-PDU) FE Unri (1995-sekarang); Sekretaris Pusat
KonsultasidanpembinaanpengusahaKecfl(1995-1996);
Sekretaris ]urusan   Manajemen FE Uuri (1996-1999);
dan  sebagai Pembantu Dekan Bidang Mahasiswa FE
Unri (2002-sekarang). Banyak melakukan kajian-kajian
ilmiah di RIau dan juga tedibat di berbagai perusahaan
swasta.  Sampai  saat  ini  masih  menjabat  sebagai
Komisaris Utama PT. Sarana Penjaminan RIau dan Staf
Ahli pada CV. Paduan Usaha Berjaya.

Suami dari Rini Sahida, SE, ini juga cukup co#Jler#
dalan upaya pemberdayaan nasib fakyat kecfl. Komit-
men dan kepeduliannya untuk membcrdayakan kaum
¢c¢¢ tefsebut ia  buktikan lcwat pemikiran-pemikifan

EDYANUS HERMAN  HALIM,
SE.,  MS,  1ahir  di  P.  Aro  Taluk,
Kabupaten Kuantan Singjnal, Riau,  8
]anuari  1963.  Menyelesaikan  sarjana
pada jurusan  Manajemen,  Fakultas
Ekonomi,UniversitasRiau(1987).Pro-

gram  S2-nya  difaih pada  Universitas
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bemasnya yang ia tuangkan dalarn bentuk tulisan yang
dimuat di beberapa media massa lokal seperti R;.¢# Pof,
Suara RIau, Rjau Mandiri, Riau Tiibune, Ta.btoid AZAM,
danTabloidGENT4sertabeberapasuratkabarlainnya.
Tulisannya yang tajam dan berani dalam melihat feno-
mena  sosial  ekonomi  masyarakat, terutama yang ber-
kaitandenganmasalahnasibrakyatkeciltadiyangsering
menjadi korban aparat birokrasi, banyck membuat or-
ang mengacunal  jempol padanya. Selain itu, puluhan
tema judul penelitiannya juga sebaaan besar lebih ber-
orientasikepadaupayabaginanapemberdayaanusaha
kecil dan menengah (UKM).

Selainkonsistendibidangkepenulisandanpenelitian,
ayah dari dua anak ini juga aktif di berbagai organisasi-
organisasi  sosial, baik internal maupun ekstemal per-
guruan tingal. Tercatat perrmh menjadi pengurus Ikatan
SajamEkonohilndonesinasEDpckanbaru(1987-1993);
pengunsKomiteNasionalpemudalndonesiafflpDRiau
(1988-1991);  Wakil  Sekretaris  DPD  I  Musyawarah
KckelurgaanGotong-RoyongQ4KGR)Riau(1997-2002).
Dan pemah menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Indo-
nesia Ban a?IB) Daerch RIau (2001-2002).

Beberapa buku yang telah diterbitkannya adalah
SiapaMenjarabuangRdyatRqunirpuea,2lfyor),prengi¢_a
H¢owf Mc7iJefe? quuri Press, 2001), dan Me#4#gle¢ Mo-
zz7e#/z4er O/o#oAz7z. D¢Grzz4 (Unri Press, 2002).  Selain itu ia

jugrmenerbitkanbufurG#Agro#.gredo#terutamaberkenaan
dengan manajemen, di antaranya adalah Mc#/.#4!¢. U7rz.rzz-
ttsabaunn Hdndal q3a.harm Press, 2!002):) , Pemasaran Inter
chofq3ahanpfess,2002),27TdyaJaunbBi§Pi§Qa+Ta.
Pr=ss, 2!002):), Ehonomi Rakyat Dalan Tanya Jaunb (AIa.I
RIau, 2003), dan Mcre4¢j/¢#g J#fuer cha# U#ggzf/ QEDC
Press,2003)..
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